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ABSTRAK 

Nama : YOSBF, NPM: 060600873, Program Studi Pascasa.rjana Hukum 
Ekonomi,Judul ''PERLINDUNGAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN 
KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (Studi Kasus Sura! Keputusan Direksi 
PT.Taspen (Persero)) 

Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi Nomor 0 12/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap 
Pasal ISS Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesls ini membahas tentang 
Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan 
Berat, Apakah Sura! Keputuan Direksi PT.Taspen (Persero) sudah sesuai dengan 
Perondang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang 
Ketenagakerjaan, Serta Apakah Sural Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) 
tersebut depat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis 
Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris 
untuk mendepatkan basil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan 
dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber~narasumber yang 
berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyawan 
penarima Sural Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero). Pada akhir bab ini 
disimpulkan bahwa MekanistiJ.e Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena 
kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang 
Ketenagakerjaan (UU NoJ3/2003) sedangkan Sural Keputusan PT.Taspen 
(Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan,cacat-cacat yang tidak sesuai 
dengan Perundang-undengan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan 
penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja 
mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak 
sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU 
No-2/2004) maka dapat diajuken ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata 
dengan menggunakan Pasal1365 KUHPerdata. 

ABSTRACT 

The background basing on writing of this Thesis is Existence of Constitution 
Court Decision Number:OI21PUU-I/2003 about Judicial Review to Section !58 
Labour Acts ( UU Number 13 I 2003} This thesis studies about The Mechanisme 
of dlsconenection of the relation of job especially because Weight mistake. Is 
board of directors decree PT Taspen (Persero) have been as according to Law 
especially Labour Act. And Is decree OfDireetors PT.Taspen (Persero) that can 
sued to common Justice or Lalxmr Court. This Thesis used Normative Jurisdis 
and Empiris Jurisdis. And also combine by Library Reseach and Interview with 
the Sobyek/Person which had capability and competency with this thesis. 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

I 

Kehidupan manusia mempueyai kebutuhan yang beraneka mgam, untuk dapat 

memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia dituntut tmtuk beketja '<.Karena 

sebagai individu, manusia tidak mudah untuk mencapai segala sesuatu dengan 

mudah, "1 Sehingga setiap individu ternebut harus berusaba atau melakukan pekerjaan 

yang dapat dilakukan, "Tujuan seomng ingin melakukan pekeljaan adalab untuk 

mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan bersama dengan 

kelurganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan''2. 

Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. 

Pekeljaan yang diusabakan sendiri maksudnya adnlah beke!ja atas usaba modal dnn 

tangungjawab sendiri. Sedangkan bekerja pada olllOg lain maksudnya adnlah bekerja 

dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena 

ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberika.n pekerjaan tersebut. 

Pada zaman em globaHsasi saat ini setiap manusia sebagai mahluk sosial atau 

zoon pollticon tidak dapat terlepas dari ketergantungan dengan omng lain babkan 

pada bidang dunia kerja. "Karena dalam usaba untuk mencapai keperluan hidupnya, 

manusia perJu mendapat bantuan orang."3 HaJ tersebut dapat dilibat dengan adanya 

proses keljasama antam pihak pengusaba dan pihak pekerjalburuh, keljasarna antara 

pengusaba yang satu dengan pengusaba lainya, dan kerjasama antam buruh yang satu 

dengan buruh lainya, hal ini disebabkan guna membangun dan meningkatkan mutu 

sebuah perusahaan, sehingga pihak pengusaha dapat memperoleh sebua.h keuntungan 

1 CST. Kansil, Prngaurar 1/nm Hufa:wr Dwr Tata Hukum Indonesia, (Jakar1n: Balal Puslaka, 1983}, 
hlm29, 

' Nacldang Mulyasantosa, Tmrya Jawah Pmgauwr H11hlm Perlmrultwr, (Bandung: Annlco, 1981), 
hlmA2. 

'ibid, hal 32. 
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(reward) dengan lmsil yang dikeijakan oleh pihak pekelja/buroh dan sebaliknya 

dengan pihak buruh akan memperoleh imhalan atau upah atas jasa yang diberiken 

oleh pihak pengusaha 

Buroh alan pekerja adalah tulang punggung perusahaan, karena memang 

buruhfpeke!ja mempunyai penman yang sangut penting dalam menjalankan 

perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin pernsahaan itu bisa beroperasi 

dan betpartisipasi dalam pembangunan, menyadari akan pentingnya pekeua bagi 

perusahaan, pemerinlahan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar 

pekerja dapet rnenjagu keselamataunya dalam menjaJaukan peke!jaan. Demikian pula 

per!u diusahakan ketenangan dan keerihatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam 

pekerjaan dapat dlperhatiken semaksiraal mung!cin, sehingga kewaspadaan dalam 

menjalankan pekeljaan itu tetap teijarnin. Pemiklran-pernikiran itu merupakan 

prognum perlindungan kerja, yang dalam prakaek seheri-heri berguna untuk dapat 

memparrahankan produktivitas dan keslabilan perusahaan. 

Perlindungan kerja merupakan hak pekerja dan merupakan kewajiban suatu 

perusahaan, masalah perlidungan hukum bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi 

perdebatan yang masih bersifut final, dan masih terdapat perbedaan perspektif 

sehingga masih terdapat pelanggaran-peJanggaran yang merugikan para pekerja 

contobnya Pelanggaran bak-hak nonnative buruhlpekerja oleh kalangan pengusaha 

seperti tidak membayar upah minimum, perl:tedaan pendapat dan rendahnya posisi 

tawar pam buruh/pekerja terhadap Pengusaha menyebabkan terjadinya Pemogokan 

buruhlpekerja. 

Menyikepi seringnya teljadi pemogokan buruh/pekerja tersebut pemerintah 

mengeluarkan peratumn mengenai pedindungan pekerja dan segafa peraturan 

pelaksana hingga Keputusan Menteri yang mengatur segala bidang yang berkaitan 

dengan perlindungan pekerja, misalnya mengenai Jaminan Sosial Tenaga kerja 

(Jamsostek)' yang d!lltur daJam Undang·undang Nomor 3 Tahun 1992 dengan 

~Jominan Sooial Tcmga Kerja adalah Smtu pcrlindungan ba£i tenaga ke.rja dalam ba!Cuk Sllntumm 
berupa uans: sebagai pe!lSgtl.llti sebaginn dati pcnght1Sihm yang hil.ang atuu berkunmg dan pclay!IWUl scbsgai 
akibat periSiiwa atau kead&nn yang diahimi olch tc:naga l:etja bccupa kecclakaa.n kerja, st~ldl, hamil,bersalin, hari 
tua, dart mc:ninggel dunia. (Pasall aJUI (1) UIJdaiJg-undang NtJI]f()r 3 taJnm 1992).. 
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Peraturnn Pelaksana PP nomor 64 Tahun 2005 dan Undang-undang Perburahan yang 

dipergunakan istilah Undang-undang Ketenagakerjaan5 yaitn Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003. 

Tujuan bukum perburahan di Indonesia adalah melaksanakan keadilan sosial 

dalam bidang perburahan yang diselenggarakan dengan jalan melindongi buruh 

terhadap kekuatan majikan. 

Perlindungan buruh dari kekmlsaan majikan terlaksana apabila peraturan­

peraturan dalam bidang perburuhan yang mengbaruskan atau memaksa !lllijikan 

bertindak seperti dalam penmdang-undangan tersebut dengan tertib dilaksanaksn oleb 

sernua pihak, kareua keberadaan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja retapi 

juga diukur secara sosioJogis dan filosofis. Peraturan-pernturan tersebut merupakan 

patintah atau lamngan dan rnembetikan sanksi terhadap pelauggaran peraturan itu, 

dengan hukuman kurungan atau denda yang sesusi. 

Dengan adanya ha[-haf yang berkenaan dengan hubungan antara manusia 

dengan manusia di daiam hubungan kerja itu, negara senantiasa berusaha dalam 

melakukan suatu perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak-pihak tersebut, 

hal tersehut dilakukan Negara guna mengbindari terjadi suatu penyimpangan di 

dalam hubungan kelja yang dapat merugikan salah satu pihak dalam dunia kerja atau 

hubungan kelja. Selain itu hal rersebut dilakukan alau diambil alih (take over) oleh 

Negara Karena berkaitan juga dengan identitas negara kita sebagai negara hukum 

atau rehclstaat. "Di mana sejak Indonesia merdeka, pemhangunan hukum dilakukan 

dan dilaksanakan dengan pesat Hal ini selaras dengan asas negara kita, yaitu asas 

negara hukurn dan bukan kekuasaan." 6 

Kemudian hal tersebut telah direfleksikan pada konstitusi negam dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945 dalam Pasal27 Ayat 

(2) Yang menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

pengbidupan yang layak bagi kemanusiaan". 

Dari uraian pasal tersebut dapat dikatakan bahwa negara menjamin akan setiap 

'KctcnBgek«jiWD 11dnlnh scgala hal yang berhubung.ao <lengan lcnll8a k«ja pada wsldu sebclum, 
selama, dan sesudah masa kcrja,(prual 1 aya1 (I) Undang·tmdangfWmor 13 roJum20lH). 

s Sootom<~, PengadUan Ta&l Usoha Negorll Di lruhmesia, (Sumbaya: Usaha N11Slann!, 1983), h:lnL7. 
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warga negamnya unruk memiliki sebuah pekerjaan, di mana hal ini dibarnpkan 

supaya setiap warga negaranya mernpunyai sebuah kehidupan yang layak dan 

sejahtem dan dapat mewujudkan sebuah kesejahtelli8Jl sosial di negara ini. "Hal di 

alas merupakan sebagai konsekuensi asaa negarn hukum, bahwa pemerintah diberikan 

kewenangan untuk ikut campur Iangan dalam kegiatan masyarnkat agar dapat dengan 

leluasa melaksanakan lllgas-tugasnya dalarn membangun kest;jahrernan masyamkat"7 

Kemudian dengan adanya suaru campur Iangan dari pihak pemerintah yang 

telah ditenlllkan oleb Undang-Undang Dasar 1945 remebut make unruk mewujudkan 

amana! im selayaknya pembangunan di bidang ketenegakerjaan sudah sebarusnya 

diarabkan nntuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarnkat sebingga pekerjaiburuh 

akan dQPat hidup yang layak deegan keluarganya, kemudian dengan majunya di 

sektor bidang ketenegakerjaan temebut make senantiaaa akan membuat suatu 

peningkatan stabilitas perekonomian bangsa. 

Adapun semuanya tertuang dalam tujuan pembangunan ketenagakerjaan juga 

dapat di hhat dalam Pasal4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adatah : 

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kelja secara optimal dan 

manusiawi~ 

b. Mewujudkan pememtaan kesempetan kerja dan penyedinan tensga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

c. MJ>mberikan perlindungan kepada tenaga ke~a dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan 

d. Meningkatkan kesejahteraan lenaga ketja dan keluarganya. 

Mapun disamping itu Hukum ketenaga.ketjaan memiliki unsur-unsur 

sebagaimana disebut di bawah, yakni : 

a. Serangkaian pem1llran baik yang tertulis dan yang tidak tertulis; 

b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha; 

c. Adanya orang bekerja di bawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai 

balas jasa~ 

1 Bash an Mustafa, Pokok-PoW Huktml Admfnistra.!i Negam, eeLIV, (Baadung; Alumni BMdung, 1985), 
hlm.4Q_ 
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d. Mengatur perlindungan pekeJjalburuh, meliputi IIUlSalah saki~ haid. hamil, 

melahirkau, keberadaan Oiganisssi peketja!bumh dan sebegainya.' 

Namun selama ini belum ads perimbangan autara tersedianya lapangan ketja dan 

pen«lri. kerja karena kondisi ketenagakeljaan di Indonesia masih dihadapkau dengan 

masalah. "Salah satunya antara lain, rendshnya keterampilan yang dimiliki pen«lri. 

kelja, selain itu tingkat produktivitas tenaga kelja, distibusi tenaga ketja yang tidsk 

memta baik regional maupun sektoral serta perlindungan dan kesejaheraan tenaga 

kerja."9 

Perlinduogan perbumhan dengan aturan-aturan dan sanksi yang tegas 

dihampakau mampu menjamin kesejahteraan pekelja, yang merupakan bagian dan 

rnkyat !ndonesia. Perusabaan yang melanggar ketentuan dspat dikenakau sanksi jika 

terdapat kelalaian akibat kurangnya perllatian peda kondisi pekeljanya hingga 

menyebabkan peketja mengalami kerugian baik lisik maupun materi. 

Perkembangan perusabaan memang tidak lepas dan usaha pam pekerja, 

dimana pekerja merupakau salah satu rods penggerak jalannya produksi dslam 

memperoleh kauntungan, namun tidak jarang jika sebuah perusahaan tidak mampu 

mencapai nitai keuntungan yang minimal, hingga perusahaan mengalarni kesulitan 

clalam bidang keuangan, me:nyebabkan perusahaan memerlukan pengurangan 

produksi disegala bidang. termasuk juga pengumngan jumlah pekerja yang menjadi 

bagian anggaran yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga pads akhimya 

perusabaan melakukau Pemutusan Hubungan Kelja (PHK) secam sepihak demi 

kelangsungan jalannya perusahaan. 

Tidak dspet dipungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang selalu 

terpengarnh terhadsp keadsan global yang teljadi di negara lain, Indonesia sebagai 

negarn yang berusaha rnengadekan peningkatan di berbagai bidang, terkadang terkena 

imbas d.ari keadaan ekonomi dunia. Semenjak krisis moneter pada tahun 1997, 

Indonesia menga1ami gejolak penurunan dan peningkatan yang sllih berganti di 

! Abdul K11akim, "Pengnntar H1tlmm KeteUigtJker}atln l11dmie:sia, "(Tesis Magister Uni\ersitas Indooc:sia, 
Jakruia 200 hai14-JS) 

9 I Noogab Subagia, ''Perlindungan Pd<:erja. Lembaga Pengkaji Hukum dan Hak Asasi Mlmusia Bali, 
Mojalah Wawasan (Novcmber2005): 26. 
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bidang lndustri. Terlebih lagi setelah bsnyaknya bencana dan tragedi yang menimpa 

lndooesia, mempengaruhi pemikiran investor uotuk menanatukan modalnya pada 

perindustrian di Indonesia. 

Pengamat ekonomi, Didin S Damanhuri menguogkapkan fuktor kebijakan 

ekonomi makro jelas mempuoyai pengeruh yang besar pada problem pe!buruban di 

Indonesia. !a menarnbahkan bahwa pengeruh kebijakan ekonomi makro sangat besar 

karena merupakan big pass yang menciptakan insensif tinggi.10 pengeruh yang besar 

juga dalam memancing iklim investasi atau peaanaman modal di Indonesia, hal 

tersebut dikarenakan pada prinsipnya suatu kegiatan penanaman modal aaing pada 

suatu perusahaan di suatu Nega.ra bertujuan mencari keuntungan saja atau economic 

opportunity. Keuntunguo tersebut dapat diperoleh dari bemagai motor: upah buruh 

yang mumh, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual 

teknologi (merek, paten, rahasia deguog, design industry), menjual bahan baku untuk 

dijadikan barang jadi; insentif untuk investor; dan status khusus Negara-negara 

tertentu dalam perdagangan intemasional H 

Kemudian terkait dengan itu melihat fuktor Negara maju datang ke suatu 

Negara karena upah buruh yang murah dikarenakan untuk menekan biaya produksi, 

perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang 

bartujuan untuk mendepat upah buruh yang murah.12 Kebanyakan negara 

berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh 

lebih murah dibandingkan upah burah untuk pekeljaan yang sama di Negara-negam 

maju. Dengan menanamkan modal di negara berkembang yang tnemiliki tenaga kerja 

yang melimpah, para investur dapat mengembangkan modalnya atau usahanya 

dengan ongkos atau biaya yang murah. 13 

10 Priandono, KebijaktmEh;momi MakroSumber Afum!alJ Petburoluzn, Tcrnpu ln!emklif, per Mci 2006. 
11 ErtmiJl Rajagukguk, Huhlm Jn'IU$I.(I',r; di lndonesUJ (.4naWmi Undnng-Uiuiang Nomor 25 Talnm 2(}1)7 

Rmfa11g PmanamanMrx:IJJI), {Jakana: Faku!tas Hukum Universilas Al-Azha:r Indoncsie, 2007), hlrrl.l. 
12 John Rohinwn, A,wectt afD(fl!e/opmnrJ mul UtrderdevslopmwJt, (London: Cam bride University Press, 

1919}, Dikulip dari Erm111t Rnjagukguk, Ibid. 
1~ Brinley Thomas, The l{istorlcal &cord of Jntenmti.ouaf Ct1pitn Mavenff!!tJu;. dalam Jonh H. Dunning 

(Ed),flltemaliOIItrl Investment, Pcngttin Books, h!:m.47, Dib;utipdan Ennan R.ajagukguk,lbid 
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Dalam kaitannya mencari upah buruh yang mlll11h, paling tidal< ada lima 

pertimbangan lain yang digunakan para investor sebelum menanamkan modal, 

yainr: 

l_ Culture filctors (worker motivation, capital movements, preparation, etc), 

2. Labour regulation. 

3. Responsiveness of the surrounding economy in providing supporting good 

and services. 

4. Credibility of public, seetor commitmen!S about taxes, ini\astructure and other 

regulatory issues. 

5. Institutiona] base of commercial law. 

Sehingga dapat dilibat bahwa dibalik kelemahan-kelemahan dalam hal sumber daya 

manusia di Indonesia ini, terdapat juga keuntungan di dalamnya guna menarik modal 

asing yang membutuhkan buruh dengan upah murah. 

Disamping itu pemerintah Indonesia cenderung menjadikan revisi Undang­

undang Ketenagakerjaan sebagai jalan singkat yang harus ditempuh untuk 

memperbailci iklirn investasi Kendati revisi ini bermaksud mencari titik temu antara 

kepentingan pengusaha dan pek:elja, niat balk pemerintah ini rnendapat tanggapan 

negalif dati publik. Publik curiga rovisi Undang-undang Ketenagaketiaan akan lebih 

berpihak pada kepentingan pengnsaba." 

Indonesia adalah bangsa Asia Tenggara yang paling parah tertimpa Krisis 

Asia dan juga negam yang organisasi buruhnya paling keras dibungkam pada saat 

orde baru, namun krisis ekonomi di Indonesia tersebut kemudian memunculkan satu 

krisis politik yang mendasar. Seluruh bangunan sistem rezim yang telah lama mapan 

akbirnya melonggar ketika krisis tak kunju.ng teralllSi yang itu beratti terbukanya 

kesempatan~kesempatan ham bagi pengorganisaslan buruh. 

Kasus di Indonesia tersebut diatas juga menunjukkan bahwa kapasitas buruh 

untuk mempengaruhi kebijakan negara tergantung pada poslsinya daJam konstelasi 

kekuatan sosial yang lebih luas. Tentu peristiwa bersejarah tumbangnya sang diktator 

1~ Theodao11: R MomtJ, Forc<gn Direc< Jnve.sme111 ami Deve/oprut11t, (Washington: lnstitule for 
ln!t:mation!!l Econamics,l998),hlm.85,Djkutip dsri Ermsn Rajagukguk;, Ibid. 

15 "Sembil1.1 TajamBuntKaum PekeJja",Kompas. {11 Aprii2006J 
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Soeharto pa<la Mei 1998 membehaskan upaya pengorganisasian burub dari sekian 

lwnbatan hukum yang telah lama ada. Nanum, ketika elite lama dan elire baru 

kembali telbentuk dalam satu funmlt politik demokratia, buruh terorganisasi 

umumnya tetap saja tidak terlibat meskipWl terdapat banyak sarana-sarana 

pengorganisasian yang baru. Dari kakua1an-kekuatan utama yang bertarung 

membentuk kembali kelruasaan pasca-Orde barn, tak satupun yang memiliki 

dukungan lronstituensi dari burub; satu kenyataan yang banyak diakibatkan oleh 

disorganisasi sistematik dan ma:tjinalisasi buruh di bawah Soeharto. 

Harus juga diingat bahwa krisis ekonomi Indonesia yang mengakibatkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi ruinus 14% (empat bolas person)" pada I 998 juga 

berdampak meningkatkan angka pengangguran dalam jumiah besar. Dalam kondisi 

perekonomian deogan tingkat pengangguran yang sangat kronis, tentu hal inl semakin 

memperlemah posisi tawar orga.nisasi buruh. Stagnasi elronoroJ Indonesia 

merobohkan ratusan perosahaan, termasuk di sektor manufaktur berorientasi ekspor 

yang sangat penting bagi pertumbuhan Indonesia pasca-bom minyak dan sebeium 

krisis (kira-kira sejak awal !llhun !980-an hingga !llhun 1997). Para buruh perkotaan 

yang jumlehnya tak terhitung pun tidak memiHki pilihan selain pulang ke kampung­

kampung halantan mereka di pedesaan, mencari perlindungan dari bencana krisis -

tentu saja termasuk bebempa aktivis dan organisasi buruh yang berada pada akar 

rumput yang berpengalaman. 

Selain itu, ketika sejumlah serikat buruh baru bemtunculan. saat ini tak ada 

organisasl buruh tingkat nasional yang atas nama buruh dapat bemegosiasi dengan 

kepentingan Jain yang kebanyakan terbentuk daJam aliansi~aliansi yang rakus di 

partai-partai pelitik baru. Bekas organisasi buruh yang 'resmi' di tingkat pusa~ FSPSI 

(Federasi Serikat Pekezja Seluruh Indonesia), mulai tercerai-berai nyaris secepat 

ketika Soeharto jatuh, akan tetapi praktis tidak ada satu pun kemungkinan untuk 

menggantikan organJsasi itu. 

Kelemahan Qrganisasionai buruh secara mendasar yang sudah ada sejak 

sebelurn krisi.s: ekonomi dan kejatuhan Soeha.rto yang mengbarnbat buruh untuk dapat 

"'FarEnslem EoommricReviuw,4 Maret 1999. 
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menggunakan sepenuhnya momen keterbukaan yang diciptakan peristiwa Mei 1998. 

Gambamn tentang terns melemabnya pengaruh buruh terlibat saat Undang-undang 

perburuhan yang baru tentang serikat buruh akhimya disabkan pada perrengahan 

tahun 2000. Walau terdapat protes dari mayoritas organisasi buruh, tetapi masih 

rnernungkinkan bagi pemerintah memecab-belah sarikat buruh yang baginya 

berbahaya bagi 'kepentingan nasional'. Ketika organisasi buruh mampu menuntut 

kenaikan upah minimum namun yang berakibet terus meningkatkan angka 

panganggumn dan prores para pengusabe- kenaikan harga yang kian melonjak dan 

betkumngnya subsidi pemarintah atas layanan dasar dan bamng-bamng secara terus­

menerus akhimya melenyapkan nilai riil kenaikan upah tersebut 

Suatu ujian atas kekuatan serikat buruh te!jadi pada 2002, dengan terns 

dilontarkannya gagasan kontroversial tentang undang-undang hubungan industrial 

yang baru yang ketika itu para aktivis buruh memilih bersikap brutal terbadap 

berbagai hambatan, di antaranya mengenai implementasi hak mereka melalrukan aksi. 

Ba.rangkali tidak ada gambaran mengenai lemahnya posisi buruh terorganisasi 

Indonesia yang lebih jelas daripada ancaman yang dilayangkan para investor Korea 

Selatan dan Jepang, juga dari sekalompok pengusaha lokal, bahwa kelak 'modal 

mereka akan hengkang' dari Indonesla. Para investor ini menganggap kenaikan upab 

dan masa1ah-masalah yang ditimbulkan buruh beiakangan membuat ildim investasi 

Indonesia kurang kondusif dibanding negeri pesaing seperti Cina,. Vietnam atau 

Myanmar. Pejabat pemerintah menanggapi hal ini dengan roengerem kenaikan upah 

buruh dan mengontrol serikat buruh, sementara mereka jarang sekaii membooahi 

sumber-sumber lain yang mengakibatkan biaya produksi rnenjadi tinggl. termasuk 

prosedur dan blaya birokrasi yang tidak sedikit Sudah sangat sering dilaporkan di 

media nasional bahwa hai ini akan menyediakan banyak senjata bagi kepentingan­

kepentingan yang hendak mencegah muncuinya gerakan buruh Indonesia yang !ebih 

efektif.17 

Maka dengan berkurangnya modal dari investor dan penurunan daya beli 

pasar, menyebabkan perusahaan tidak mampu mencapai nilai keuntungan tertinggi 

17 Vodl R. Hadiz,. 30 Aguslll5 2006,Pt>litlkGerakmBurflh di Asia Tmggaro. Ar!iclc.blog.com. 
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dalam sebuah basil produksi, melainkan dapat rnenyebabkan kerugian jiks tetap 

mernpeliabankan jumlah pekelja yang m"'ghasilkan produksi yang tidak memiliki 

permintaan pasar, sehingga keuntungan tidak dapat diraih. Dalam keadaan seperti ini, 

perusahaan mengelwukan beberapa kehijakan agar anggaran produksi seauai dengao 

modal yang ada, salah satunya adalah dengao pengurangan tenaga kelja, misalnya 

merumahkan lenaga kelja dengao baoya memberi.kan uang dibawah uang minimal 

regional (UMR) ataupun melakukan pemutusan hubungan kelja (PHK) secara 

sapihak 

Pemutusan hubungan ke!ja secara sepihak terkadang menyehabkan timbulnya 

masalah atau perselisihan anlanl perusabaan dan pekelja, namuo pemerlnlah Ieiah 

mengatur melalui Panitia Penyelesa,jan Perselisihan Perboruhan (P4) sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tcn!ang PHK jo. Undang-undang 

No. 22 Tahun 1957 tenlang Penyelesaian Perselisihan Perburubao yang belum dapat 

memberikan perlindungan maksimal begi burublpekelja. Hal ini karena putusannya 

yang menggambang merupakan akibat tidak dapet dilakukannya eksekusi languung 

dan masih mernungkinkan unluk digugat lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

ksrena dikategorlkan sebagai bidang administratif (penjelasan pasal 48 ayat (I) 

Undang-undang No.5 Tabun 1986 tcntang Peradilan Tata Usaha Negara). 

Sehingga prosedur yang harus dilewati dalam penyelesaian sengketa 

pecburuhanlketenagakerjaan ini tidak dapat memenubl harapan sesual dengan asas 

peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan. Upaya untuk mengganti perundang­

undangan yang diraaakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dibidang 

ketcnagakeljaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1998 dan menghasilkan 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tcntang Ketenagakerjaan, sedangkan 

penyelesaian masalah perburuhan diatur dalam Undang-undang hubungan industrial 

yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2004. 

Fenomena-fenomena di atas merupakan seba.gian kecil dari banyaknya 

pennasalaban-permasalaban dibidang hukum perburubao, salah satu masalah yang 

masih boleh dibilang masih bersifat polemik yaitu mengenai Pemulusan Hubungan 

Kerja(PHK) secara sepihak akibat keaalahan berat menjadi alasan pelaksanaan 
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penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada masalah 

"PERLINDUNGAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA 

KESALAHAN BERAT (Studi .!Casus terhadap Swat Keputusan Direksi PT.TASPEN 

(Persero) ). 

B. Rumusan Masalah 

!. Bagaimana meksnisme Pemutusan Hubungan Ketja (PHK) berdasarkan 

Peratumn pertmdang-tmdangan yaug berlaku,khususnya tentang Pemutusan 

Hubungan Ketja akibat Kesalahan berat? 

2. Apakah Pemutusan Hubungan Ketja yang dilalruksn oleh Direksi PT.Taspen 

(Pemero) dengan memberlkan Sural Keputusan Direksi tentang Hukuman 

Displin Sangat Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas 

permintaan sendirl sebagai Karyawan Perusaha.an sudah sesual dengan 

perundang-udangan yang berlaku? 

3. Apakah Sural Keputusan Diraksi PT.Taspen (Persero) tenl3ng Hukuman 

Displin Sangat Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas 

permintaan sendirl sebagai Karyawan Perusahaan yang tidak sesuai dengan 

Perundang-undangan Ketenagakerjaan dapat digugat Ire pengadilan Umum 

ataukab ke pengadilan Hubungan Industrial? 

C. Tujnan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penehtian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

secara sepihak oleh perusahaan berdasarkan Peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya Pemutusan Hubungan KeJja akibat Kesalahan berat. 
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2. Untuk mengetBhui len1ong sudah sesuai a1on tidak Sura! Keputusan Direksi 

PT.TASPEN (Persero)ten1>ng Hukurnan Displin Sangot Berat berupa 

Pemberhentian dengan Ho!llll!.t tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Koryawan Perusahaan, dengan Perundaug-undangan yang berlaku. 

3. Untuk mengetahui apakah Surat Keputusan Direksi PT.Taspeu(Persero) 

tentang Hukuman Displin San gat Berat berupa Pembementian dengan Hormat 

tidak atas permintaan sendiri seba.gai Ka:ryawan Perusahaan tidak sesuai 

dengan Perondaug-undaugan Kerenagakeljaan dapat digugat dan diajukan ke 

pengadilan umum atau pengadilan hubungan industrial. 

D. Melode Penelilian 

Metode Penelitian yang diganekan oleh penulis dalam karya tulis mengenai 

Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kelja Karena Kesalahao Berat (Studi 

Kasus Terhadap Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) merupakan penelitian 

Yuridis Nonnatif, yaitu Penelitian terhadap suatu permasalahan yang kemudian 

ditinjau berdasarkan perundaug·Wldangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan 

secara yuridis norrnatif sehingga penutis ingin mengkaji peraturan perundang­

undangan yang berlaku (iusconstitutum) di bidang ketenagakeijaan di Indonesia dan 

penulis juga mempergunakan pendekatan yuridis empiris yang digunakan ontuk 

mengetahui penempan dari peraturan perundang~undangan yang berlaku pad.a 

lapangan hukum ketenagakerjaan tersebut 

Seiain itu pene1itian ini menitik·beratkan pada penelitian dokumen atau 

kepustakaan yang intinya mencari teori-teor~ pandangan-pandangan yang reJevan 

dengan permasalahan yang dibahas, akan tetapi untuk rnelengkapi data yang 

diperolen dari peneli6an dokumen atau kepustakaan, maka dilakukun penelitian 

lapangan. guna me1engkapi penelitian inl perlu didukung dengan penelitian lapangan 

yaitu dari nara sumber yang berkaitan dengan Jlerlindungan Hukum Pemutusan 

Hubungan Kelja Karena Kesalahan Bernt (Studi Kasus Terhadap Sural Keputusan 
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Direksi PT.Taspen (Persero) serta berdasarksn pemturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Peneliti beru>aha mendapatkon basil berupa gambamn yang bersitat deskriptif 

analitis ten1lmg pokok pennasalahao. yaitu basil penelitian dapat melukisksn keadaan 

obyek masalah yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis berdasarksn data-data 

yang diperoleb berkaitan dengan Pedindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kecya 

Karena Kesalaban Berat (Srudi Kasus Temadap Surat Keputusan Direksi Pt Taspen 

(Pemero) ). 

Penunjukan dam dari penelitian kepusmkaan dan penelitian lapangan, dilekuksn 

sebagai berikut : 

a. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah suatu cam pengumpulan data dengan membaca 

dan mernpelajeri bahan-bahan bacaan yang berupa literatur-literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. 

Adapun ruang lingkup penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut : 

1. Sumber Dam 

Data. yang dilrumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, 

yang diperoleil deri : 

a. Bahan hakum primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat.u terdiri dari: 

I. Kita.b Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang·Undang Nomor 13 talmn 2003 tenmng Ketenagekecyaan 

3. Undang·Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang l'enyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial 

4. Peraturan lain yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) akibat Kesalahan Berat 

111 Suekanlo, Socrjor.o, 1994, Pe11elilitm Hulmm Nomltllif(Srwtu Tbyl:nmn Sfngkol). bJmJ3. 
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b. Bahan hukum sekunder 

Yaitu hahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer," 

yang terdiri dari : 

1. Berbagai bahan kepustakann yang membahas rnengenai Perlindungan 

Hukum Pemutusan Hubungan Kelja Karena Kasalahan Bem~sebagai 

karyawan perusahaan. 

2. Berbagai basil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja 

terla!it Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Karena 

Kasalahan Berat,sebagai karyawon peruaahasn. 

c. Bahan hukum temier 

Yaitu hahan huknm yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

techadap baban bukum primer dan bahan hukum sekunder," yang terdiri 

dari: 

I. Kamus Hukum ( Belanda-lndonesia) 

2. Kamus Inggris-Indonesia 

3. Kamus Bahasa Indonesia 

2, Tehnik Pengumpulan Data 

Tekuik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan dangan cam mempelajari 

secara sistematis bahan-bahan yang tersedia. baik yang berupa literatur, 

peraturan perundang-undangan yang bersifut teoriiis rnaupun yang 

mempunyai hubungan dengan pennasalahan 

b. Penelitian Lapangan 

L Data 

Data yang diperoleh dari penelitian Iapangan adalah data primer tentang 

sesuatu yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemutusan 

1~ Ibid. 
Z'j !bid. 
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Hubungan Kelja Kaiena Kesalahan Bell!! sebagai karyawan perusahaan untuk 

memperoleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi penelitian dan 

subyek penelitian sebagai berikut: 

a. Lokasi Penelitian 

Lekasi Penelitian dilakukan di PT.Taspen (Persero) Cabang Bogar yang 

pemah melakukan Pemutusan Hubungan Keija terhadap Karyawan 

Perusahaannya, agar dipemleh basil penelitian yang dapat memberikan 

jawaban atas rumusan masalah, selain itu pula penelitian di PT.Taspen 

Cabang Bogor dapat menjadi sumber data primer untuk mendukung data 

kepustakasn. 

b. Subyek Penelitian 

Disini penelitian dilakukan kepada para nara somber~ dan pihak yang 

berkaitan dengan Pernutusan Hubungan Kerja, yang relah direntukan dan 

dipilih oleh penulis yang dianggap lebih tabu tentang Pemutusan 

Hubungan Kelja (PHK) akibat hukuman displin sangat berat berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

karyawan perusahaan,antara lain Ketiga mantan Karyawan PT.Taspen 

yang mendapat Surat Keputusan Direksi PT .Taspen (Pen;ero) 

2. Alat Pengumpulan Data 

Djsi.nJ penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para nara sumber, 

yaitu Narasumber yang berwenang di Perusahaan yang pemah mengadakan 

pemutusan hubungan keJja (PHK), dan pihak Pekerja yang mengalami PHK 

yang telah ditentukan dan dipilih oleh penulis yang dianggap lebih tabu 

tentaog perlindungan hukum bagi pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK). 
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E. Kerangka Teorilis 

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kemngka teoritis dan kerangka 

konsepsional sebagai sualu hal yang penting. Kerangka teoritis menguraikao segala 

sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "theore •ma" atau 

ajaran, kemngka konsepsional mengvngkapkan behurapa konsep atau pengertian yaag 

dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum." 

Bagi negam~negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidakr 

tidaknya dfbutuhkan tiga syarat yaitu, pertama, adanya economic opportunity 

(investasi rnampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, 

political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, legal 

certainty atau kepastian hukum." Ketentuan lain berkaitan dengan perpajakan, 

ketenagakeJjaan, dan masalah pertanahan semua ketcntuan inj akan menjadi 

pertimbangan bagi investor dalarn melakukan penanaman modaL" 

Jika dikaitkan antara investasi atau penanaman modal dcngan 

ketenagaketjaan, yakni keduanya saling mempengaruhi dan berkorelasi satu sama 

lainoya di mana jika iklim investasi berjalan dengan baik maka sekiranya lapangan 

pekerjaan akan semakin memberikan peluang bagi calon--calon tenaga kerja dan akan 

mengurangi tingkat pengangguran dan kagilu pun sebaliknya jika system regulasi 

dibidang ketenagakerjaan dapat efuktif dalarn prakteknya dan memciptakan iklim 

yang kondusif dalam hubungan industrial maka dapat menjadi salab satu penunjang 

dari dataaguya modal-modal asing ke Indonesia" 

11 &le!jono Soeki!D.to dan Sri Mahrnudji. Peneli!ian Hukum Normatif Suab1 Tifljauan Smgkat, 
(Jakarta: RejB Orafindo Pen;eda, 2001 ), hJro, 7. 

n Pancras l Nagy, Country Risk, How lo Asses, QuaniiJY and Monitor (London: Euronomy 
Publications, 1979), page 54. Dikutip dari Erman Rajagukguk. Hvkum Jnvestasi di Indonesia Pokok 
&hasan {Jal<.m1a: Fak-ultas Huk"UUll Univers!Lo.s Indonesia, 2006), him 40. 

n Sentoss. Sembiring. Hukum {nwslasi, cet I, {Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 32-33, 
Mc:ngenni pentingnya jlllllinan kepastian hu1rum bagi investor ini juga dapat dili.bat pada CSIS, 
"Nask:ah Akademik Rnncengan Undang·Undang Penanaman Modal,"'" hlm. 29. 
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Sehingga terhadap pembahasan daJam petSpektif kepastian hukem dibidang 

ketenagaketjaan di Indonesia dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan 

kerangka beq>ikir tentang teori sistem hukum atau Legal System Theory yang 

dikembangkan oleh Lawrence M Friedman." Friedman menyatakan bahwa suatu 

sistem hukem atau legul system terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur sttu.ktur hukum. 

substansi hukern dan budaya hukum. 

Sttu.ktur menganduog pengertian kerangka yang memberikan perlindungan 

menyeluruh bagi suatu sistem hukum. Struktur ini terdiri dari elemenRelemen ju.mlah 

dan besar ba.dan petSdtian, bagaimana peraturan perundang-undangannya dan 

prosedur ape yang harus dilakaanakan oleh pars penegak hukum. Struktur bersimt 

sebagai pembatas gerakan.Zl 

Substansi dari suatu sislem hukum mengandWig pengertian peraturan yang 

sesungguhnya, norma dan tatan.an pergsulan masyarakat yang herluku dalam suatu 

sistem.26 Substansijuga mengandung pengertian produk atau keputusan dari pembuat 

peraturan perundang-undangan.~ 

Budaya hukem mengsndung pengertian siksp perilaku masyarakat terhadap 

2-1 Lawrence M. Friedman, Hulwm Amerika: Sebuoh Pengantar (American Law: An 
lntrodm:fian, ')"" Edirion), ditetjemahken olch Wishnu Basuki (Jnkarta: Tntanusa, 2001). hlm. 6-8. 
Alnsan pcnulis menggunakan reori sistetn hukum atau Legal System Tlteory yang dikembungkan oleb 
Lawrence M. Friedmnu, karena penetiti beqlendapal bahwa pembabasan aspck kepastisn hukum selelu 
melipu!l a.spclc atau unsur substansi hu.kum. sttuktur hukum atau aparatur hukum dan budaya hukum 
masyarakat Di samping itu. peneliti sependepal dengm pendapat dari Inosentius Smnsul bahwa 
argumentasi lain yang mendorong peneliti menggunakan leori iui ia.lah bahwa program pen:ibnnguoan 
hukum di Indonesia mengacu atnu menggunakan kerangaka berpilcir sistem hukum yang 
dikembangkan Friedman. Banmgimli penyebabnya illlah bWerapa akademisi huk"tlm ynog sering 
menggunakan toori ini tcrlibat secara langsuag sebnga:i biroknlt dalam penyusunan program 
pembangutlnn hukum nasional. Di antanmya dapat disebutkan Prof Erman Rajagukguk yang dalam 
tuHsannya sering menggunakan teori sistem bukutn yang dikembangkan olcll Friedman dan karena 
jebatannyn dalam birokrasi seperti pemah menjadt Dirjen Hukum dun Penmdq-undang:an 
Dcpartemen Kehakimao RI (I 998) dM kemudian diangknt menjaill Wakil Sekretruls Kabinel Rl. 
KOOuu jabatan t.ersebut menyentuh SCClli1l hwgsung dalam prognu:n pembang:unan hukum nfi.Siona.L 
Sebaguimano. dikutlp dar:i Inoscnlius Smnsul, Perlind:mgan Kon:mmen~Kemungkinan P11nerapan 
Tcmggung Jawab Murlak (Jnka.rta: Program Pnscasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 
hlm.2l 

ll Lawrence M Friedman, Americtm Law, (United States of A.merica: W,W. Norton & 
Company, 1984), pagc,5. 

Vi lbid,page6. 
11 {bid. 
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hukum dan sisrem hukum. Hal ini mencakup bagajmana kepercayaan, nilai, ide dan 

pengluuapan mereka te!hadap hukum. Ide pemikiran ini yang membuat hukum dapat 

be!jalan sebagaimana mestinya" 

Mengacu pendapat Friedman mengenai suatu sisrem hukum yang baik, maka 

penulis dalam tesis ini akan lebih menekaakan rerhadap permasalaban substansi 

hukum, aparatur hukum dan budaya hukum dari sisrem hukum yaitu menyangkut 

substansi dari paratumn perundang-undangan yang terkait dengan tesis ini yang 

menyangknt bidang ketenagaketjaan yang berkembang di lndonesia dan selalu 

mengalami perubaban-pembahan akan peraturan pelakaananya dari undang-undang 

pokoknya 

Sebagaimana yang dikatakan Friedmann, babwa substansi huknm selalu 

mengalami perubahan melalui empat jenis tipe perubaban (point of impact)."' 

Keempat jenis perubaban tel1!ebut adalah, perli:lma perubahan yang berasal dari luar 

sistem huk:um) yaitu rnasyamk:at namun dampaknya hanya bern.khir pada perubahan 

sistem hukum itu sendiri. Kedua, perubahan yang berasal dari luar, yaitu dari 

masyarakat dan membawa dampek pada perubahan masyarakat Ketiga, perubaban 

dari dalam sistem. hukum itu sendiri. namun hanya berdampak secara inLemal hukum. 

Keempat, perubahan dari dalam hukum sebagaimana digambarkan oleh Friedmann 

pada dasamya akan melabirkan karakreristik hukum dipandang dari posisi dan 

hubungannya dengan masyarkat yaltu substansi hukum yang represif. otonom dan 

responsif.30 

u Ibid. 

:s M Friedmann, Law in a Changing Society, (Loodon: Stcvens&SonsLimited,. 1959), blm269· 
270. (Dikutip dari 1esis: Ylllia Fitri Rachmasari, "Iroplikasi Atw·a.n Pejanjum Kerja Wnktu Tertentu 
(PK\\'T) Terbndap Perlinduogan Pekerja/Buroh Dikailkan Dengan Undang-Undang Nornor 13 Tilhun 
2003 Tentang Ketenagakexjaan", {Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta. 2006), him. I I. 

:;o Satya Arirumto, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2004,lllm.l17. (Jbid.,Wm.I2.) 
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Adapun hukurn harus dapat memfonnulasikan menjadi satu kesatuan yang tepa! 

dahnn subslansi hnkum ternebut )'llkui harus memuat: 

I. Stability, yakni hnkum harus dapat mengakomodir kepentingan yang saling 

bersaing; 

2, Predictability, )'llkui hukurn harus dapat memberikan suatu kepastian akan 

hukum; 

3. Fairness, yakni hukurn harus memberikan suatu keadilan di masyamka~ 

4. Education, yakni hukurn tidak semata-mata diperuutukan guna memberikan 

hukuman, akan talapi juga dapat sebagai pendidikan di masyamkat; dan 

5, The special Development abilities of The Lawyer, 31 

Oleh karena itn, tujuan hukum ekonom1 Indonesia yang terpenting Jalah dapat 

mencegah disintegrasi bangsa. mendorong pertwnbuhan ekonomi lreJuar dari krisls 

dengan sukses, dan meningkatkan kasejahteraan sosial bagi semua lapisan 

masyarakat Hukum. institusi hukum1 dan sarjana hukum memainkan peran yang 

san gat pent:ing bagi terwujudnya "imp ian" hukum ekonomi tersebut 3~ 

F. Kerangka KoMepsional 

Dalam kerangka konsepsional ini penulis akan mempergunakan definisi-definisi 

dari behnmpa pendapat-pendapat para ahli dan dari pemtumn perundaog-undangan 

yang mengatur, narnun daiam penulisan tesis nantinya penulis akan lebih 

mengedepankan definisi-definisi yang bersumber dari Undang-Unda.ng Nomor 13 

Tahun 2003 tenlang Ketenagakerjaan. 

a. Pengertian hukum perbumhan 

Hukum perbumhan adalah Sebagian dari hukurn yang berlaku (segala 

peraturan-peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja ant:ara 

11 Leonard J Theberge. "Law and Economic Development," Joumal of fntert41lional Law and 
Policy (Vol 9, 231, 1980): 232. Dii.'Utip dmiEmmn Rajagukguk, Ibid. 

l1 Ennan Rajagukguk, ''Hulrum Ekonomi lndonQUa: Menjaga Persatunn Bangsa, Mcmulihkan 
Ekonomi. dan Mempcrluas Kestjahteroan Sosial,'' Jurnal Hukum Bimis (Volume 22 No. 5 Tahun 
2003), hlm.22. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



20 

buruh (pekeija) dengan majikan alan perusabaannya, mengenai lata kebidupan dan 

tata kelja yang langsung b""""'gkut paut dengan hubungan keija ter>ebut 33 

Mr. Molenaar menyatakan babwa": 

"Hu/wm Perhuruhan (Arbeidrechts) ada/ah hugian dari hubungan yang ber/a/w yang 

pada po/<oknya mengaltlr hubungan antara buruh dan majil«Jn, buruh dengan buruh, 

dan burnh dengan pengua.ra." 

M Soetikno dabun bukunya yang berjudul Hulmm Perburuhan, mengartikan 

hukum perburuhan adalah "Keselurohan peraiUran-peraturan hukum mengenai 

hubungan kerja )Ung mengakibatl«m seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah 

perinrah/pimphum orang lain dan mengenai l«Jadaan·keadaan penghidupan yang 

Iangsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebttt. ms 

Prof Imam Soepomo berpendapat babwa Huknm perburulum adalab "Sualtl 

himpunan pera.turan, baik tertulis maupun tidak yang herkenan dengan kejadian 

dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. ,.J6 

Dari bebempa perurnusan mengeoai definisi Haknm Perburuhan yang 

dikemukakan oleb beberapa abli huknm rersebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai unsur~unsur yang terdapat dalam pengertian Hukum 

Perburuhan. antara lain : 

L Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, 

2. Peraturan tersebut mengenat suatu kejadian, 

3. Adanya orang (buruh/peke~a)yang beke!ja pada pihak lain (majikan), 

4. Adanya upah. 

Undang-undang Nomor I 3 Tahun 2003 ten1ang Ketenagakeljaan telab 

melaknkan pemhabaruan terhadap beberapa atul1ll1 perundang-undangan perburulum 

baik peninggalan kolonial Belanda maupun peratoran perundang~undangan nasionat 

yang sudah dimsakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat lni. Dalam Pasat 1 

;n Sapo«rn., Karta G. dan Widirulingsih, RG., 1982,Palnk~pokok Huktun Ptrtlwrultan. hlm.2 
~Ibid., hlm2. 
'
1 !bid .• ltlm2. 

16 Soepomo, Irrnun, l983,Pn;gmtb1r H11krm1 Pe:rlmrulum. Mm3. 
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angka 1 Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2003 lllntang Ketenagakerjaan dijelaskan 

bahwa: 

''Ketenagakerjt:Ulll ada/ah sega/a hal yang berhubungan dengnn tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. " 

Beulasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersahut dapat dirumuskan pengertian 

Hukum Kelllnagaketiaan adalah Semua peraturan hukum yang berkaitan dengan 

renaga ketja baik sebelum kerja., selama atau dalam hubungan ke<ja, dan seaudab 

hubungan ketja 

Jadi pengertian hakum ketenagakeljaan 1ebih luas deri hakum perburuhan yang 

selama ini ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hakum antara buruh 

dengan majikan dalam hubungan kelja.37 

Pengertian Pengusaha menurut Pasal 1 ayal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003 adalah: 

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik :;endiri; 

h. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berd;n· sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. Orang perseorangan, persekutuan, at au badan hukum yang be rod a di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan b yang berkedudukan di luarwilayah Indonesia. 

Sedangkan Pengertian Perusahaan menurut Pasal l ayat 7 Undang-undang 

Nomor 13 1abun 2003 adalah : 

a, Setiap hentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak miftk orang 

per:seorangan,milik perselmtucm, atau mifik badan hukum, baik milik 

swasta maupun mih'k negara yang mempekerjakan pekerjaiiJuruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memptmyai penguniS 

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah a tau imba/an 

dalam bentuk Jain. 
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Adapun pengertian dari perlindungan hukum adalah "Suatu benhllc 

perli'ndungtm dari pada peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang 

bermasyarakat hendaknya wajib mentaatinya, hagi peianggaran terdapat sanksi."38 

Perlindungan ini dilaksanakan selama dan sesudah masa kerja oleh karena itu 

perlu kiranya suatu sarana perlindungan dan kepastian bukum, terutama bagi mereka 

yang sedang mencari pekerjaan allW sedang melaksanakan hubungan kerja, maupun 

setelah berakhlmya hubungan kerja"' Kemudian mengenai peugertian akan hak 

tersebut ialah suatu bentuk kebebasan untuk berbuat sesuatu menuruthukum."' 

Dalam prakteknya biasanya perlindungan hukum bagi pekeljalburuh te!Sebut 

ialah mengenai pemumsan hubungan kelja atau sering disingkat dengan PHK Di 

mana jike pekerjalburuh tersebut dikenakan pemutusan hubungan kega terse but make 

aken menimbulkan hilangnya mata pencarian dari peketja/buruh tersebut sehingga 

aken menggangu kesejahteraan dari peketja/buruh dan keluarganya. 

Kemudian sebelum membahas tentang PHK itu, pertama-tama yang hendak 

dibahas mengenal arti tenaga kerja itu sendiri yaitu: 

"setiap orang yang mampu melakukan pekerjoon (di da/am atau di luar 

hubung an kelja) guna menghasilkon barang-barang atau jasa unluk 

memenuhi kebutuhan maxyarakat,;adi di sini terkandung arti yang luas. vii 

Awal sebelum terjadinya suatu PHK itu sendiri iaJab dengan adanya suatu perjanjian 

keJja di mana perjanjian kerja tersebut merupakan awal dari suatu proses hubungan 

kerja yang dilakukan oleh pihak majikan/pengusaha dan pihak peke<ja/buruh, dan 

dapat diketahui bahwa perjanjian kerja tersebut memiliki beberapa definist-definisi 

yaitu: 

1ll Y an PfllllU!dya Puspa, Kamus Hukum, (Semanmg: Aneka llrnu, 1977), hlm.439. 
19 Djumadi, Hukum Perhurulmn Pe1jonjian Kelja, Cell[, (Jakarta; Rajawati, i 993), hlm.5. 
4(} lbid.,hlmAlO. 
~ 1 Abas Kus18.ndi, /Iukum PerbumhaJJ Ketentttan Pokok Tenaga Kerja, {Bandung: Mutiara 

Rayll, 1978), hlm,20. 
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1. Petjanjian kerja adalah Perjanjian antam seorang butuh dan seorang majikan, 

petianjian mana ditarulai dengan ciri adanya suatu upah a tau gaji rertenfll yang 

dipetjanjikan dan adanya suatu bubUllgan dipemtas (dienst£Veriloeding), 

dimana pihak majikan berbak memberi perintab-perintab yang barus ditaati 

oleb pihak lain." 

2. Menurut Pasal I Butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa petjanjian ke!ja yaitu : Perjanjian an1ma peke!jalburub 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syiUl!t-syarat ketja, bak 

dan kewajiban pent pihak. 

3. Menurut Yunus Shamad, berpendapat bahwa petjanjian kelja ialah Suafll 

peljajian di mana seseorang mengikat diri untuk bekeija pada orang lain 

dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syamt-syarat yang 

dijanjilwl atau yang diserujul bersama. 43 

4. Petjanjian Perburuhan ada1ah Suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun 

tidak, yang berkenaan dengan sua.tu kejadian di mana seseorang bekelja pada 

orang lain dengan menerima upah."' 

5. Peljanjian perburuhan aclalah Mula-mula peijanjian perburuhan merupakan 

hasil perundingan antar serikat-serikat buruh dengan para rnajikan-majikan 

yang berlaku sebagai kebiasaan-kebiasaan yang kemudian pada ahad XIX 

pertengahan kedua dengan kuasa mengikat sebagai hukum ke:biasaan.41 

Petjanjian ketja ini dapat dibuat secara tertulls maupun secam lisan yang mana 

hal rersebut ditentukan di dalam Pasal 51 Ayat (I) Undang-Undang Nomor l3 Tabun 

2003. Sadangkan dalam pe!jajian ke!ja tersebut barus dibuat berdasarkan: 

1~ R. Soebckti, Aneka PcrFJ"tmjian, (Bandung: Citra Mltj'B.Bakti., l995),hlm.SR 
~1 Yunus Sbamad, HubungatJ Industrial di Indonesifl, {Jakarta: Bins Sumher daya Mo.nusio., 

1995), hlm.5S. 
4~ Halili Toha & Hari Prmnon~ Hubungan Ket:fa Aw:aro MtJjikan Dan JJunth, {Jakarta: Rinekn 

Ciptu, I99l),hlrn.2. 
4s FX Djumilildji, dan Wlwoho Soejono, Pmjanjiqn Perburuhan dcm PerburuhfJJI Pw1casila, 

CeLl, (Jnkarta: Bina Akassra, 1987), blm.9. 
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I. Kesepa.katan kedua belah pihak. 

2. Kemampuan a1au keea.kapau melakukau perbuatan hukum. 

3. Adanya peke!jaan yang dipeljanjikau. 

4. PakeijWI yang diperjanjikan tidak bertentangau dengan ket<:rtiban umum, 

kesusilaan dan peraturan perundangan yang berlaku.46 

Set<:lah adanya suatu peijanjian kelja yang dibuat oleb pihak peke!jalburuh dengan 

pihak penguseba/majikan ma.ka senantiasa di dalamnya mereka akan melakakan sualu 

bubungan kerja dianwa kedua belah pihak yang saling menganlungkan satu dengan 

yang lainnya. 

Adapun delinisi dari hubungan kerja ini dalam Paso! I butir 14 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 ialah : 

"Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian 

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah". 

Husni dalarn Asikin berpendapat bahvva hubungan kelja ialah: 

"Hubtmgan antnra buroh dan majikan seteiah adanya pejanjian kerja, yaitu 

suatu petjanjian di mana pihak huruh mengikatlam dirinya pada pihak 

majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan 

kesanggupannya unhtk mempekerjakan si buroh dengan membayar upah.''41 

Dapat dik:atakan bahwa mereka terikat dalam suatu perjanjian , yang disatu pihak 

pekerjalburuh bersedia bekerja dengan menerima upah dan dipihak lain pengusaha 

mempeke!ja.kan pekerjalburuh dengan memberi upah." 

46 Mai.mun, Hukum Kerenagokerjaan, {Jakart11: Paramita, 2004}, hlm.37-38. 
47 Ztllnal Asikin (e<t). Dasar·Dasar Hu!atm Perburnlum, (Jakarta: Raja Grafmdo Persw:ia, 

l993),hlm.Sl. 
411 !man Soeporoo. Hlfkurtt Perburulum - Bidang Hubungan Ketja, (JDkarta: Djambatan, 1987), 

him.!. 

UNlVERSIT AS iNDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



25 

Kemudian dapat dilihat juga babwa unsur-unsur dari hubwlgan ketia ada 4 

(empat) yang penting yaitu : 

L Adanya pekeljaan (Pasall601 a KUH Per data dan Pasal341 KUH Dagang}. 

2. Adanya perintah orang lain (Pasal1603 b KUH Perdala). 

3. Adanya upab (Pasall603 p KUHPerdata} 

4. Teabatas waktu tertenfll, karena tidak ada hubungan kelja berlangsung terus­

menerus. 49 

Hubungan kelja pada intinya meliputi hal-hal mengenai : 

a. Pernbuatan peganjian kelja (yaitu merupakan titik tolak adanya hubungan 

kelja); 

b. Kewajiban buruh (yaitu melakukan pekeljaan, seka!igus merupakan hak deri 

pengusaba atas pekeljaan tersebut); 

c, Kewajibanlpengusaha (yaitu membayar upah kepada peketja, sekaligus 

merupakan hak deri sipekerja atas upab); 

d. Berakhir hubungan kelja; 

e. Cara penyelesaian antara pibak-pihak yang barsangkutan."' 

Setel.ah adanya suatu hubungan kerja tersebut secara otomatls adanya 

hubungan induatrial yang teljadi antara plbak pengusaba dan pihak pekerjalburuh 

dalam Lembaga Kerja Sarna Bipartit Lernbaga kerjasama biparti~ yang dimaksud 

lembaga kerjasama bipartit dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 adaiah : Forum komunikas; dan konsultasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan hubungan industrial di satu pemsahaan yang anggotanya terdiri 

dari pengusaha dan serikat pekerja I serikat buruh yang sudah tercatat ins/f1nsi yang 

herranggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau tmsur peketjalbumh. 

49 Abdul Khnkim, Pengam:ar Hukum KeteiJagakerjarm indonesia, {Bandung: Citro aditya Bakti, 
2003), hlm.25-26. 

~ Scdjun H, Munu!ang, PolwJ:~PokokHulmm Ketenagalwrjaan, (Jakarta: Pencrbit Rinekn Cipia, 
1990, hlm.64. {tesishal8) 
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Selain adanya Bipartit dikenal juga Lembaga Kelja Sarna Tripartit yaitu dalam Pasal 

l angka 19 Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2003 LKS Triparti adalah :Forum 

komunikas1: konsultasi, musyawarah tentang masalah ketenagakerjacm yang 

anggoianya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, 

dan pemen·ntah. 

G. Sistemanka Penulisan 

Pada pembuatan tesis yang berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Pekelja 

TerkaitPemutusan Hubungan Kerja" disusun dengan sistematika sebagai berikllt; 

a. Bab l ( satu ) Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalab, rumusan 

masalah, tujuan penelitian. sistematika umian. 

b. Bab 2 ( dua ) akan membahas mengenai Sejamh Perlinduagan 

Ketenagak:eljaan, aspek-aspek pemutusan Hubungan Kerja bes.erta semua 

Penyebab dan aiasannya,termasuk didalamnya mengenai semua syarat-syarat, 

mekanisme hingga bak·hak apa saja yang hams diterima pihak yang 

mengalami Pemutusan Hubungan Kelja sesuai dengan peraturan perundang­

undangan yang berlaku 

c. Bab 3 ( tiga ) akan membahas mengenai kronoiogis awal hingga 

dikeluarkannya Surat Ketetapan Direksi PT. Taspen (Persero) terbadap 

hukuman displin saagat berat berupa pemherhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sehagai karyawan perusa.haan. Kemudian dikaitkan dengan 

sesuai a tau tidak Surat Ketetapan Direksi PT.Taspen (persero )terse but dengan 

perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah yang hendak 

dibahas dalam penuhsan tesis ini. 

d. Bab 4 ( empat ) tent>ng dapatkah Sural Ketetapan Direkai PT.Taspen 

(pemero) tersebut yang tidak sesuai dengan perundang·undangan yang berlaku 

digugat oleh ketiga manta.n karyawan PT.Taspen (persero) tersebut ke 

Pengadilan Umum ataukah Kepengadilan HnbWlgan Industrial. 

e. Bab 5 ( lima ), yaag terdiri dari kasimpulan dan saran. 
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BABII 

KEPINGAN-KEPINGAN SEJARAH PERLINDUNGAN 

KETENAGAKERJAAN, ASPEK HUKUM PERBURUHAN DI 

INDONESIA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) 

ILl. Sejarah Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia 

27 

a. l'eogaturan Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia Era Orde Lama 

Dibandingkan dengan negara Korea,Malaysia dan Negara-negara Asia 

Tenggara pada umurnnya,lndonesia adalah Negara yang lebih awal mengeluarkan 

serangkaian hukum perbumhan yang sangat berpihak kepada buruh. lni dikeluarkan 

tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia." Perkembangan 

perburuhan diEm Orde Lama tidak terlepas dan k.ooteks pe~uangan kemerdekaan. 

Secara alur sejamb harus diakui hahwa gemkan buruh di Indonesia awalanya 

merupakan bagian penting gerakan nastonalis Indonesia secara keselunthan. 32 Karena 

oleh penjajah llelanda gemkan Buruh tersebut dimusuhi dan dinilai berbahaya secam 

politis, serikat buruh memperlibatkan orientasi poiitik. yang makin kuat dengan 

mengangap hahwa satu-satunya jalan keluar dari penindasan dan kemiskinan yang 

rliaiami oleh kauro buruh di Indonesia adalah dengan menumbangkan rezi.m 

Koloniai.1) 

Gagasan penghapusan segala bentuk penindasan dan eksploitasi menjadi ida 

yang menyatukan gemkan buruh dalam gerakan Revolusi kemerdekaan, kendati 

penjajah telah dihalau dengan proklamasi kemerdekuan, gagasan ini tetap menjadi isu 

besar yang hidup pada gerakan bumh. 

Menilai Undang-undang perburuhan yang dikeluarkan seJarna Orde Lama dan 

tidak dicabut selama Orde Baru, James Castle, Ketua Kamar Dagang Amerika di 

" Chris Manning,. "Does Gh>baliUJ!itm Undemtilte Lnbmu SttJndart$'? LeSSOrtS From East Aria, " 
Au$1ralt"'tm Joumal of Imcmational Affairs. Vol.52,no2,199&: 133. 

nlskand!Lf Tedjasukmana, Tile Political Clwr.oc!er ofTiu: frrdatesiau Trade Umffl1 Mf.ll'mtfflf. 
Morrogroph Series~ (N4W York: Cornell Univernity-,1958) Cbapkr.vnl 

Jl lbfd. Him. 23 
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Jakarta, mengaiakan "Bertentan.gan dengan persepsi umum, hu/nlm perburuhan yang 

berlaku se/ama era Soeharto adalah salah soru paket penmdangan yang paling pro­

buroh diAsia,"54 

Penilaian di alas tidak meleset jika melihat substansi undang-undang di 

bidang perburuhan yang muncul selama orda lama, paket perundang-undangan yang 

dikeluarkan pada masa itu,seperti: 

- Undang-undangKecelakaan, Uu No.33 taltun 1947 

- Undang-undang Kerja,Uu No.12 tahun 1948 

- Undang-undang No.23 !ahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan 

- Undang-udang No.2! !ahun 1954 tentaog Perjanjian Perburuhan antara 

Serikat Buruh dan Majikan 

- Undang-undang No.l8 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi JLO nomor 

98 mengenai Berlakunya Dasat-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan 

untuk Berunding Bersama 

- Undang-undang No.22 tabWl 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perbtunhan 

- Undang-undang No.l2 tabwt 1964 tentang Pernutusan Hubungan Kelja di 

PerusabaanSwasta 

Substansi semua undang~undang diatas memperlihatka:n bahwa posisi gerakan buruh 

cukup dominan secara p<>litis selama Orde huna, banyak pemimpin serikat buruh 

duduk di parlemen babkan hingga !ahun 1956 terdapat Fraksi Buruh khusus di 

Parlemen yang sebagian besar terdiri dari para pemimpin SOBSI. 55 

Hsmpir semua undang-undang perouruhan Orde Lama memang pro-buruh 

yang seean1 kental mengungkapkan kesadaran babwa kanm burub adalah sokoguru 

pemhangunan, hal inl bisa dibuktikan dengan meiihat gaga.lian yang dlungkapkan 

dalam bagian "Menimbang" pada semua paket undang~undang tersebut 

$l Terjcmuban bebas dari "Can!rtlry to publfc perceplion,fabaur law in effect during tltcSuJrarto era 
Wtl$ 01re t1jdw mtJS! }JM-labour s.:rs ojlegi:t/alimr in dte regkm ". JamC$. Castle," Time Foe new em of labour 
rela1ions, ''Thelekarta Post (20 Juli 2001): 7 

3$ Iskandar Tedjasukzmma., Qp.cit hlm.ll8 
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Namun, kelemahan utama dari asumsi ini adalah keyakinan bahwa Undang­

undang akan menyelesaikan hubungan burub dengan majikan yang pada dasamya 

atau terutama berkamkter ekonomis. Sebingga masalah burub dan majikan dipebami 

sebagai masalah hukum semata-mata,dan semua energi selia tenaga diarahkan bukan 

unfllk membanguo saling percaya (mutual trust) antam buruh dan ~ikan.Selama 

orde lama ini, ketidakseimbangan sosial-ekonomis antam bureb dan majikan memang 

cukup disadari akan tetap~ inWvensi pemerintah nnfllk menyeimbangkan lewat 

undang-undang tidak disetiai usaha-useba administratifdan tekuis yang kumpresif 

nntuk menciptakan pengaturan bersama (ccllective regulation) bidang hubungan 

industrial oleh bureb dan rnajikan melalui institusi perundingan kulektifyang stabiL" 

Hal ini juga terl<ait dengan lilkta bahwa bampir selurub substansi hukum perbureban 

yang lahir selama orde lama merupakan adopsi hukurn perbureban yang berkembang 

di Eropa Barat khususnya Belanda, adopei substansi undang-undang adaleb safll hal, 

sadangkan penerapannya adalah hal lain yang mengandalkan inftastruktur/institusi 

dan budaya hukurn yang sesuai.s7 

b. Pengaturan Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia Perburuhan 

Selama Orde baru. 

Awal orde baru didasari ada.nya peristivva drnmatis,khususnya pembantaian 

dan penghancuran elemen Partai Komunis IndonesialPKI tahun 1965, yang 

mengubah secara penuanen konstelasi kekuatan politik dan berdampak '""""' 

mendalam atas nasib organisasi buruh~ sehingga pasca tahun 1965> kaum buruh 

berada pada posisi lebili rendah dari yang pernah teJjadi da1am sejatah sebelumnya '* 
Orde baru memang mewarisi situasi~kondlsi ekonomi yang porak~poranda. 

karena itu salah satu tugas utama yang diemban oleh Orde Baru dibawah komando 

Soeharto adalah Mengerakan kembali roda ekonorni.Tujuan pertumbuhan ekonomi 

>~ MMSen Sinaga, Pengadilm: Perlmr11han Di brdow:;ia (finjauan f!uhwn Kritiso.tas Umia11g·uud!mg 
PPHJ)'"'JilkBrla: hlm21 

n Jsknndac Tedjakuru:wa.1T1e Dewlopment tJfLabaur P<J!it:y mnJ Legfslattcm itJ11teR£Public of 
lllfkmesia, Tesis untukgelllr Doktor di Cornell University,(Miehil!an: University Microftlms.J:n¢,1961 )Hlm.11·12 

"' Vodi R. Hadiz., Warkerand the SJnte in NP.w fkdcr f1rdmtesia, (London: Roulkdgc,l997) Hlm,59 
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merupakan mktor paling penting untuk menjelaskan kebijakan parouruhan Orde 

Bam. Rezim Soebarro menempkan sttategi modemisasi difensif (defensive 

modernisation) dimana pengusabn berusabn mengatur segalanya dan mengontrol 

organisasi buruh unb.Jk mengejar pertu.mbuhan eJronomi ~ 

Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa »sejak a\Wl pamerintah 

Orde bam telah menggariskan kebijaksaannya untuk: pertarna, mememngi inflasi dan 

melakukan rehabilimsi samna dan prasamna ekon<>mi. Kedua,dibidang politik, 

membangun stabilitas nasional guna mendukung progtam pembangunan ekonomi.'.oo 

Dima.sa Orde baru, selain pendekatan ekonomis. aspek lainnya yang sama 

pentingnya dalam kebijakan perouruhan Orde baru yaitu pertimbangan-pertimbangan 

poHtik yang mendasarinya Dom.inasi militer dalam masa orde baru juga turut 

mencegab kebangkitan kembafi ge<akan beibasis massa yang cenderung radikal, 

tennasuk didalamnya gemkan buruh yang berkembang selama Orde Lama serta 

dianggap penyebab kempuhan dan kahancuran Orde Lama. 

Jad~ motif utama Orde Baru sejak awal berkuasa ada!ah kontrol terbadap 

semua jenis organisasi yang berbasis massa, entah berbasis massa partai politik 

maupun berbasis roassa serikat burub.61 Terut.arna untuk mengbapuskan penga.ruh 

a/iran kiri dari gerakan buruh dan arena politlk secam Juas. clri utal!la pengaturan 

relasi buruh·majikan-negara selama Orde Bam adaiah Kontrol Negara yang sangat 

kuat atas Organisasi buruh dan pengingkamn terus menerus terhadap ke!J!s buruh 

sebagai kekuatan sosiaL 62 

Se!ama Orde baru, banya ada 1 (satu) kebijakan pelburuban setingkat Undang" 

undang yeitu Undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagaketiaan. namun 

di akbir radupnya Orde bam, tepatnya bulan Oktober 2002 Undang-undang Nomor 

25 tahun 1997 rersebut dicabut sete!ah 2( dua)kali dirunda berlakunya. 

~ Pendapat Dwight Y King., lhHL, Hlmfii 
ro Abdul Hakim O.Nusantam, '"Tinjaumt terlladbp Organi=!iiBuruh dan Hukrun Perb11rnfuvt di 

lmhtesill" (Jaimrla; INFID,l995}hlm.30 
6! Vcdi R. Hadiz.,Op.Cfl, lllm.6l 
61 Ibid. hlmJI3 
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Pada periode ini,pendekatan militeristik delam bidang perburuhan menjadi 

semalcin kuat dengan diangkataya LaksamJ!lla Soedomo menjadi Mentari Tenaga 

Kerja. Pada periode inipun teljadi peristiwa yang sangat tnlgis dalam hal 

pengandalian buruh sec= militerisik yaitu kasus Ma!oinah yang hingga kini masih 

menjadi misteri. 63 

Selain sahagai alat kentrol pemerintah orde baru untuk meredam gelllkan 

massa buruh yang kuat, rokoh-tokob miller juga belperan menjadi pelaku utama 

bisnis hingga saat ini masih dipena:hankan. 

James Castle menilai bahwa hubungan Industrial selama 30 tahun lebih 

dibawah. orde baru ditandai oleh kon1rol pusat yaog otoriter,saling euriga,dan bahkan 

kebruta.lan.64 

c. Pengaturan Perlindunga.n Ketenagakerjaan di Indonesia Perburohan 

SeJama Orde Reformasi 

Pada era ini, ditandai dengan krisis hubungan industrial, dengan factor utama 

yaitu gagalnya hukum perburuhan sebagai instrument pembangunan hubungan 

industrial. ~olak social beropa demo-demo buruh dan eJemen social lainnya turut 

mewarnai pembahasan dan pengesahan Undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang 

Ketenagskeljaan yang setelah dua kali ditunda dan akhimya dicabut pada bulan 

Oktober 2002. 

Tonggak penting dizaman em Presiden B.J.Habibie adalah Ratifikasi 

Konvensi Intemationaf Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kehebasan 

Berserikat dan perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keputusan Presiden 

nomor 83 lahun 1998, yang kemudian di era Presiden Abdurahmao Wahid dijadikan 

dalam bentuk Undang-undang Nomor 21 lahun 2000 tentang Serikat Pekerja! serikat 

Buruh. 

Sementam itu, unruk mengantikan Undang-undang 25 lahun 1997 tentang 

KetenagakeJjaan yaog Ielah dicahut pada era Presiden B.J.Habibie, pemerinlahah Era 

~ Alex Supartono, Marsimllt.Com;mrTangan MD iter d<»t Pofilik Perburulum, (Jakarta. YLBHI.I999) 
64 Terjemahan bebas dari "·"' .arttlroriklimJ CEittml control,mutmtl suspicion and evt:~t brn/Qiity 

dmmcteri:ed 30 .war.r()findustrial relotion.r under d1e 11cw ordt:r." James Castle, Lo~;.Cit 
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Presiden Abdumhman Wahid di awal mhun 2000 mengajukan dua (2) rancangan 

Undang-undang Ke Dewan Perwakilan lW<yat yaitu 

l. Rancangan Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial(PPHI); 

2. Rancangan Undang-undang ternang Pembinaan dan Perlindnngan 

Ketenagake!jaan (PPK). 

Namun, atas pengajuan Rancangan Undang-undang diatas, penolakan·penolakan 

terhadap Rancangao Undang·undang tersebut tak pemah suru~ !<arena kalangan 

serilmt burub menilai dua (2) Rancangan Undang-undang tersebut merupakan 

manifestasi bam dari Undang·undang nomor 35 tahun 1997 dan tidak me!indungi 

kaum buruh. 

Bagi kalangan pengusahaldunia usaha, kahadiran dua (2) Rancangan Undang­

undang tersebut dianggap tidak akomodatif terhadap dunia usaha dan bias menjadi 

boomerang bagi perekonomian Indonesia 65 

Kendati banyak sekali pertentangan dan gejolak serta protes-protes menyertai 

proses pembahasane dua Rancangan Undang-undang terse~ pada akhimya 

kaduanya disahkan menjadi Undang-undang yaitu Undang·undang nomor 13 mhun 

2003 yang disahkan pada bulan Maret 2003 sedangkan Rancangan Undang-undang 

PPHJ disahkan menjadi Undang-undang pada rapat paripuma DPR-RI tanggal 16 

Desember 2003. 

B Aspek~aspek Hukum Perburuban di IndoBeSia 

I. Aspek bukum perburuhan sebelum hubungan kerja 

Berhubungan dengan kegiatan mempetsiapk.an caJon tenaga kerja sehingga 

memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kelja. termasuk upaya 

untuk memperoleh/mengakses fowongan pekcrjaan baik di dalam maupun di luar 

negeri dan mekanisme yang harus dilalui tenaga kerja sebelum mcndapatkan 

pekerjaan. Bidang-bldang tersebut mcliputi : 

<11. "Dunia Usaha Miuto DPR tolak Sahkr.m RUU PPHI daJr PPK" Kompas tanggal 19 
September 2002. 
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I. Maksud penempatan Tenaga Kerja 

2. Persyaratan dan penempatan tenaga keJja, 

3. Para pihak dalam penempatan Tenaga keJja, 

4. Pelaksanadan prosedur penempatan Tenaga Kerja, 

5. Perlindungan tenaga keJja yang bekelja. 

2. Aspek hokum perburuhan dalam bubungan kerja 

Hubungan kerja adalah bubungan antam pekerja dengan pengusaba yang 

tetjadi setelab adanye. perjanjian ke!ja, yakni suatu peljanjian di mana pekerja 

menyataksn kesanggupan untuk bekelja pada pihak perusabaan/majikan dengan 

rnenerirna upah dan majikan/pengusaha menyatakao kesanggupannya untuk 

mempekerjaksn pekelja dengan membayar upab. 

Uosur-unsur yang harus diperbatiken Pekerja dalam bubungan kerja, antara 

lain: 

L Perjanjian ke!ja yang menjadi dasar labimya bubWlgan kerja, 

2. Perlindungan norma kerja, 

3. Pengawasan perouruban, 

4, Perselisihan Perburuhan atau Hubungan Industrial. 

5. Keselamatan dan kesehatan kerja, 

6. Perlinduungan upab, 

7. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), 

8. Mengerai bal darurat lainnya misalnya mogok ke!ja dan penutupan 

perusabaan. 

3, Aspek hukum perburuhan setelah hubungan kerja 

Aspek hukum setelah hubungan kerja maksudnyti adalah aspek hukum yang 

berkaitan dengan tenaga keJja pada saat puma kerja tennasuk pada saat pemutusan 

hubungan ketja dan hak~haknya ak.ibat teijadinya PHK tersebut 
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Aspek hulrum yang berkaitan dengan masalah te<Sebut diatas adalah : 

1. Mengenai Pemutusan Hubungan Ketja {PHK), 

2. Huk-hak tenaga kerja yang di PHK, 

3. Mengenai jaminan sosia1 tenaga kerja khususnya untuk prognun kematian dan 

hari tua 

Perlindungan pekega rnenc&lglrup : 

1. Norma Keselamatan Ketja, 

2. Norma Kesehatan Kelja, 

3. Norma Ketja, 

4. Ganti Rugi akibat kecelakaan akibat pekeljaan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Imam Soepomo membagi perlindungan 

pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu : 

1. PerJindwtgan ekonomis, 

2. Perlindungan sosial, 

3. Perlindungan Teknis. 

Pemerintah telah mengatur mengenai penyeJesaian masalah akibat hubungan 

kerja meialui Panitia Penyelesaian Perselisiha.n Perburuhan (P4) sebagaimana diatur 

da1am Undang-untiang No. 12 Tebun 1964 tentang PHKjo. Undang-undang No. 22 

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perse1isihan Perburuhan yang belum dapat 

memberikan per1indungan maksimal bagi buruh/peketja Hut ini karena putusannya 

yang mengambang merupakan akibat tidak dapat dilakukannya eksekusi langsung 

dan masih memungkinkan untuk digagst lagi ke Pengsdilan Tata Usaha Negara 

karena dikategorikan sebagai bidang administratif (penje!asan pasal 48 ayat (1) 

Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Useba Negara). Sehingga 

prosedur yang harus dilewati dalam penye1esaian sengketa 

perburuhan/ketenagakerjaan ini tidak dapat memenuhi harapan sesua:i dengan asas 

peradilan cepat, mudah. dan biaya ringan. Upaya untuk mengganti perundangp 

undangan yang diruakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dibidang 

ketenagakerjaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1998 dan menghasilkan 
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Undang-undang Namar 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakeljaan dan Undang-undang 

Nomar 2 Tahun 2004 rentang Penyelesain Peselisihan HubunganlndustriaL 

d~ Sifat hulmm Ketenagakerjaan di Indonesia 

Hukum KetenagakeJ;jaan dapat bersimt perdata/privat dan dapat pula bernill!t 

publik. Dikn!akan bernimt perdata l<Mena Hukum Perouruhau mengarur pula 

hubungau anttua individu dalam hal ini antam buruh dengau majikan di mana dalam 

huhuugan keJ;ja yang dilakukan membuat sua1u perjanjian yang lazim disebut 

perjanjiau keJ;ja, sedangkan ketentuan meugenai perjanjian ini diaiUr dalam Buku m 
KUHPerdata. 

Perlindungau pekelja melalui Hukum Ketenagakerjaan yang barsifut publik 

antara lain: 

l. Dahun hal-hal terten1u pemerintah ikut campur tangan dalam menangaui 

masalah...masalah perbumhan. misalnya dalam penyeJesaian perburuhan dan 

atau Pemutusan Hubungau Kelja (PHK) yakui dengau dibentuknya Panitia 

Penyelesaian Per.;elisihan Peburuhan D""tah (P4D) dan (Panitia Penyelesaian 

Per.;elisihan Peburuhan Pusat (P4P), 

2. Adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundang~undangan 

perburuhan. 

C. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Hukulil Nasional 

Setiap hubungan keJja yang teljadi antara pihak pcngusaha dangan pihak 

buruh selalu dituangkan dalam suatu perjanjian yang dinamakan dengan PeJ;janjian 

Kerja.Hubungan kerja baru terjadi seteJah adanya pe.rjanjian k:erja tersebul dibuat dan 

ditanda-tangani oleh para pihak, baik pihak pengusaha selaku majikan maupun pil1ak 

buruh selaku pekelja. 

Dalam peJ;janjian kelja tersebut pihak buruh mengikatkan dirinya untuk 

bekalja dengan menerima upah dari pihak pengusaha, sedangkan pihak pengusaha 

mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan pihak buruh dengan kompensasJ berupa 
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Upah. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak Buruh dalam rnelakukan 

pekerjaan terse but berada di bawab pimpinllll pihak Pengusaha."' 

Narnun setelab berakhimya masalwaktu berlakunya perjanjian kelja yang 

ditanda-tangani oleh kedua belab pihak, Pengusaha d8ll Buruh maka bemkibat 

te!jadinya pemutusan hubungan kerja secara beik-baik karena masing-maing pihak 

sadar d8ll rnengetahui saat bernkhimya Hubungan Kelja tersebut,sehingga masing­

masing pibak telah berupaya mempersiapkan diri dalarn mengbadapi kenyataannya 

tersebut 

Lain halnya dengan Pemurusan Hubungan kalja yang terjadi karena 

perselisihan, pada Pemutusana Hubungan Kerja ini biasanya berdampak yang cukap 

berarti bagi para pihak terlebih lagi bagi pihak buruh yang dipandang mempunyai 

kadudukan yang lemab dibandingkan dengan pihak pengusaba." 

Pemutusan bubungan karja sepertinya menjadi isu yang sangat penting, 

bahkan yang terpenting bagi pihak burab, karena dengan bernkbirnya d8ll bethentinya 

mereka bekerja maka berarti pula mereka kebilangan mata pencahariannya, yang 

secara tidak Iangsung mereka anggap sebagai awai dari penderitaan mereka dan 

keluarga yang bergantung hidup d8ll pakerjaan tersebut 

Meskipun secara teori,pihak buruh berhak melakukan Pernutusan Hubungan 

Kerja. namun pada kenyataannya pihak pengusahalab yang lebih sering terlebih 

dahulu mengakhiri Hubungan Kerja tersebut 68 

Telah dijelaakan diatas, bahwa PHK bagi perusahaan swasta diarur dalam 

Undang-undll!lg No. 12 Tahun 1964. PHK adalah pengakbimn hubungan kelja antara 

pengusaha dengan pekelja yang terjadi karena berbagai sebab. 

«>Imam Socpomo,lfukthtt Perlmndltm BuimJg HubWlgan [;pja, Cctakrul kc VII,(Jakarta: Djemtmtan 
1994} h\m.l 

fl1 Zaenal A::;ik!n cta!.,Dastzr..Ja.s.ar H~th.tm Pcrburultati,(Jakada; PT .Raja Gmfindo Persada. 1994), 
Hlm.l40 

Ql Imam Socpomo, Pengrm11.1r Huhim Perburuiu:w (Jilkar!a: Djembalan,l999), hlmJS& 
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Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake~aan memberikan 

pengertian dalam Pasal 1 angka 25, menyahutkan PHK adalah: 

''Pengaldlitan hubungan kerja kmma suatu hal tertentu yang mengaki­

hatkan heraAhimya hak dan kewajihen antara buruhlpekerja dengan 

pengusaha." 

Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kelja tidak 

lellllliSuk undang-undang yang dieahut olah Undang-undang No. 13 Tahun 2003. 

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 disebutkan setiap PHK yang 

teljadi harus mendapatkan lam dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Peburuhan 

Daerah (P4D) w>tuk PHK perornngan dan (Panitia Penyelesaian Per.;elisihan 

Peburuhan Pusat (P4P) untuk Pemutusan Hubungan Kelja Massal. Yang dimaksnd 

Pemutusan Huhungan Kelja Massa! yaitu Pemutusan Hubungan Kerja/PHK terhadap 

10 (sepuluh) ol1lllg pekelja atau lebih pada suatu perusahaan dalam satu bulan a1lru 

teljadi rentetan PHK yang dapat menggambarkau itikad pengusaba untuk 

mengadakan PHK secara besar-besaran. Sedangkau dalam Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 mensyarstkan PHK setelah adanya penetapen dari lembaga penyelesaian 

perselisihau perburuhan. Lembaga ini sebagai pengganti dari P4D dan P4P'" 

Namun seiring perkembangan di bidang ketenagakerjaan dahun penyelesaian 

perselisihan hubungn perburuhan yang kernudian digunekau istilah hubungan 

industria~ yaitu melalui Pengadilan Hubungo Industrial dan di luar Pengadilan yang 

diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-undang ini menghapus 

keberedann Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. 

Jenis-jenis PHK dalarn Hukum Perburuhanf ketenagakeljaan dikenal ada 

beberapa macam, yaitu : 

1. Hubungan ketja putus demi hukum; 

2. Pernutusan hubungan kerja oleh buruh/pekerja; 

3. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/pengusaha~ 

4. Pernutusan hubungan kelja oleh pengadilan. 
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• Ad. I Yang dimaksud dengan Hubungan Kerja Putus Demi Hukum ada1llh 

Bahwa Hubungan Kelja itu putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya 

tindakan dari salah satu pihak,baik itu pihak buruh maupun pihak pengusaha. 

Pasal 1603 huruf (e)7ll yang dimaksud dengan pasa1 ternebut tootunya dalam 

konteks apabila Hubungan Kerja tersebut rerjadi merupakan hubungan keJja 

yang labir dari petjanjian kerja yang diadakan untak waktu tertenln. 

Yang dimaksud dengan hubungan ketja diadakan untak waktu tertentu anlala 

lain ialah jika ; 71 

l.Berakhimya dikaitkan dengan kejadian yang semata·mata tergantung pada 

kehendak salab satu pihak; 

2.Seornng buruh yang diterima unruk peketjaan tertentu,bekerja unruk tertentu 

hingga selesainya peketjaan tersebu~ 

3.Seorang buruh yang diterima sebegai pengganti ornng lain selama sakitnya 

berlangsung,bekerja untuk waktu tertenfn; 

4.Dalam hal bubungan kerja untuk selama peperangan, sampai buruh kawin, 

dan seJama pihak pengusaha selaku majikan memiliki ijin untuk 

menjalankan usahanya. 

Pemutusan hubungan ke;ja demi hukem dalam pmktek dan secara yuridis 

disebahkan oleh ; 

a. Berakhimya Peljanjian Ketja Waktu Tertentu (PKWT); 

Belllkbimya PKWT tidak hanya karena berdasarkan waktu yang telah 

disepakati, tetapi juga karen a telab selesainya peke;jaan yang dipetjanjikan. 

b. Peketja telah rnencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam peljanjian kerja 

atau pemtu= perusahaan atau Petjanjian Kerja Bersama {PKB); 

1QKitab U1rtkmg·rmdtzug Jlukum Pcrde~ta, RSubekii dan R.Tjitmsudibyo.~.ke-36 ,2005 (Jakarta: 
PT l'mdnya Panunilha,.2005), balatn~.tn 413 pssai.J6031mruf {c) berbunyi "Hubungan kclja bernkhir demi hulrum, 
jika habis waJ..iUnya yang dtletapkl!ll dn!.am peljanjian ata.u dalam: petatumn undmtg-UI'lillng ata:u, jika semuanya 
itu !itlak ada, menurut kebiBmllln. PemberilahUB.n tenlrulg pcmutusan hubungan. ketjn dalam haJ lni hnnya 
dipcrluktm: L jikll hal itu dijanjibn rlalam swat pt;janjian ll.lau dal11rn qlootcn~ 2. jika menurut pcm.IUnm 
undang-undnng atau rnmurut kcbiasaan, juga da!a.m hal Jamanyn hubungan kcrja ditctapknn sebelumn)'ll., 
dibaruskan adanya pcmbcrilahum tc:numg pemufusan itu, dan kcdua belah pihak, tlalam iud yang dipcrbolchkan., 
tidak mengadakan pcnyimpangan dcngan perjanjian tcrtulis atw dengan reg!cmen, (AB. 1:5; KUHPerd. 1339, 
!60lj dst., l603q,l603u; KUHD433,448 dsl) 

71iml!lll Soepamo, Htllam1 PerbttrultanBidangRabtmgml Kerja,(Jakarta: Djcmbnhm,l994) him. 145 
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c. Pekeija teloh meninggal dunia. 

Mengenai meninggalnya pekerja/buruh statusnya tidak sama dengan 

meninggalnya pengusaha. Jika pekeljalburuh meninggal dunia berakibat 

pemutusan hubungan kerja demi ltukum, tetapi tidak demikian habaya jika 

pengusoha yang meninggal dunia. Jadi hubungan kelja tidak berakhir karena 

alasan pengusoha meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan. 

Demikian juga terkeit dengan peagalihan hak atas perusohaan yang 

disebabkan penjua!an, pewarisan, atau hiboh. Bila teljadi pengalihan 

perusohaan, maka segala hak pekerjalburuh menjadi tanggungjawab 

pengusoha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan dengan 

tidak rnengurangi hak-hak pekerja/buruh (Pasal 16 Ayat (3) Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003). Bila pengusoha haru bermaksud melohukan 

pemutusan hubungan kerja,. maka wajib mengajukan permohonan penetapan 

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai 

ketentuan Pasal!SI danPasal!52 Undang-undang Nomor 13 Tohun 2003. 

• Ad.2 Yang dimaksud Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak buruh,disaat 

pihak buruh memiliki wewenang sepenuhnya untuk melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja dengan peiSetujuan dari pihak pengusaha selaku majikan, 

tiap saaat ia menghendakinya. Dalam hal ini, para pihak adalab Bebas. Pihak 

buruh berhak pula untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara 

sepihak tanpa persetujuan dari pihak pengusoha selaku majikan. Apabila 

dipeijanjikan adanya masa percohaan, make selama masa itu berlangsung 

pihak buruh berwenang untuk seketike mengakhiri hubungan kerja dengan 

pemyataan pengakhiran. Selanjutnya. syarat-syarat pengunduran diri yang 

harus dipenuhi oleh seorang buruh antara lain:12 

a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat­

lambatnys 30(tiga pulub) hari sebelum tanggal mulai mengundurka diri; 

72lndoncsis, Undaug.mtdang tmttmg KetmagakujDa11. UU Nomor 13. U:ml'man Nesara Nomor 39 
tehun2003, TambahanLembatuoNegam Nomot4279hurof (t).,Pasai 162 ayat (3). 
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b) Tidak terikat dalam ikatan dinas; 

c) Tetltp menjalankao kewajibannya hingga tanggal pengundtlllUl diri. 

Selain syarat-syarat tersebu4pihak buiuh juga dapat mengajukau pennohonan 

pemutusan hubungan kerja atas dirinya kepada lembaga yang berwenang, yaitu 

Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial, dengan kondisi apabila pihak pengusaba 

melakukau perbuatan-petbuatan sebagai berikut:13 

a) Menganiaya, mengbinasecam kasar atan mengancam pekeljalburuh; 

b) Membujuk danlatau menyuruh pakelja/buruh untuk melakukau perbuatan 

yang bertentangan dengan peraturan perundang·undangan; 

c) Tidak membayar upab tepet pada wuktu yang relah ditentukau selarna 3 

(liga) bulan berturut-turut atau lebih; 

d) Tidak melakukau kewajiban yang Ielah dijanjikau kepada pekerja! buroh; 

e) Memerintahkau pekeija!buroh untuk melaksanakan pekerjaan di luar 

yang diperjanj ikan; atau 

1) Memberikan pekerjaan yang membahayukan jiwa, kcselarnatan, 

kcsebatan, dan kasusilaan pekerja!buroh sadaagkaa pekerjaan tersebut 

tidak dicantumkan pada pe!janjian kerja. 

Namun, pihak buroh juga barus sangat berhati-hati dalam mengunakau huknya 

mengajukau permohonan Pernutusan Hnbungan Kerja kepada Lembaga 

Penyelcsaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini dikarenakan jika alaaan­

alasan yang diajukau banac-banar tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan akan 

barakibat merugikan pihak buroh yang bersangkutan dapat dikenai Pemutusan 

Hubungan Kerja oleh pihak penguaaba tanpa harus ada penetapan dan tidak berbak 

atas uang pesangon1uang penghargaan masa kerja ataupun pengantian-penggantian 

lainnya. 

• Ad.3 Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak pengusaha sepertinya merupakan 

jenis pemutusan hubungan keija yang paling sering tedadi serta penyebab dan 

pemicunya pWl bisa bermacamAmacam, mulai dari perselisihan antar 

buruh,antara buruh dengan perusahaan, hingga masalah kondisi perusahaan 

n Ibid, Pnsal 169 
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yang tengah dirundung kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membaya.r 

gaji buruhnyaPemutusan Hubungan Ketia oleh pibak pengusaba se!Jiku 

majikan inilah yang biasanya berdampak buruk,khususnya bagi pihak buruh 

dan keluarganya dalam rangka mempertahankan kelangaungan hidupnya. 

Pihak pengusaha juga dapat melakukan Pemutusan Hubungan Keija 

pada buruh yang diped<erjakannya apahila pihak buruh tersebut terbukti 

melakukan kesalahan yang t.ergolong bernt. Adapun jenis-jenis kesaleban 

yang dapet digolongkan kedala.rn kesalahan herat yang di!Jikukan olah pihak 

buruh antam lain:14 

L Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapen barang dan/atau uang 

milik perusahaan; 

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 

perusahaan; 

3, Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 

mengeda.rkan natkotika, psikutropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungao 

kerja; 

4. Meiakukan perbuatan asusila atau perjudian eli lingkungan ketja; 

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi ternan sekerja 

atau pengusaha di lingkungan kerja; 

6. Membujuk ternan seketja atau peogusaha untuk melakukan perbuatan yang 

bertentangan dangan peraturan perundang-undangan; 

7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan 

bebaya ba.rang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian begi 

perusahaan; 

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan ternan sekerja atau pengusaha 

dalam keadaan bahaya di tempat ketja; 

1
' Ibid. Pasall S& 
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9. Membongkar atau membooork.an mhasia perusahaan yang seharusnya 

dirahasiakan kecuali untuk kepentingm negam; a!au 

10. Melalrukan perl:matan lainnya di lingkungm perusahaan yang diancam 

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Narnun, Pengusaha dilamng melakakan Pemutusan hubungm kerja terhadap 

pekerjalburuh karena alasan Kesalahan Bemt seperti yang disebutkan dalam Pasal 

!58 Undang-undang Nomor !3 Tahun 2003 remebut,karena diperlukan adanya 

Putusan Hakim Pengadilan Umum yang sudah berkekantan tetap/Inkrac/Jt sesuai 

dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-l/2003 

tangga126 Oktober 2004, Pasal 158 temebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat." 

Kemudian direrbitkannya Sumt Edamn Menteri Tenaga Kerja dan 

Tmnsntigrasi Republik lndonesia Nomor : SE-!3/MEN /SJ-HK!l/2005 ten1lmg 

Putusan Mahkamah Konstutusi Atas Hak Uji Materil Undang • Undang Nornor 13 

Tahun 2003 Ten!ang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negam 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Beri!a Negam Nomor 92 

Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka unlllk memberikan kejelasan hagi 

masyarakat, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut : 

I. Mahkamah Konstitusi menyafllkan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal !58 ;Pasal !59 ; Pasal 160 ayat (!) 

sepanjang mengenai anak kalimat 11 
.... bukan atas pengaduan pengusaha "; Pasal 

170 sepanjang mengenai anak kalimat 11.,Pasai 158 ayat (1) ... 11
; Pasai 171 

sepanjang menyangkut anak kalimat .... Pasal 158 ayat (1} ... " Pasal 186 

?},SeOOlumnyn kctenlwm Wnimg jenis-jenis kcsalahan bcrat t¢lnh di.otur de !am pasall58 tyai (l) dari 
Undang-um:lang ienl1lng Ke!enag~~kcljaan,l.cmOO.ran Ncgara Rcpubtik Indonesia mhun 2003 Nonwr 39, inmbah!lll 
Lemba!M Negarn Rcpublik Indonesia Nomot 4279. Nomun, o!eh putusan Mahktunah Konstitusi Nomor; 
Ol2H'UU-J120031tmggal26 Okiober 2004, Pasal 158. terse but dinyatnkan tidak mcrnpunyui kekuatan hukum yang 
mengikat 
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sepanjang mengenai anak kalimat " ... Pa.ml 137 dan Pasal 138 ayat (1) .... • 

titlak mempunyai kekuaian hakum 1111mgikm., 

2. Sehubungan dengan hal teJ:sehut hutir I rnaka Pasal-pasal Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaao yang dinyatakan tidak 

mempunyai kekaatan hukam mengika~ dianggap titlak pernalt ada dan titlak 

dapat digunakun lagi sebagai dasar I aeuan da/am pei!Jil!lesai/m lmbungan 

indaslriaL 

3. Sehubungan dengan bal tersehut butir I dan 2 di alas, maka penyelesaian kasus 

pemutusan hubungan ke>ja (PHK) karena peke>ja/bureh melakukan kasalahan 

berat perlu memperhatikan hal - hal sebagai hurikut : 

a Pengusaha yang akan melaknkan PHK dengan alasan peketja/ 

buruh melakakan kesalahan bernt ( eks Pasal\58 ayat (l ), maka PHK dapat 

dilakukan setelah ada putusan hakim pldana yang teJah mempunyai kekuatan 

llllkumtetap. 

b. Apebila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan peketja/ buruh tidak 

dapat melaksanakan peketjaan sebagaimana mestinya maka berlaka 

ketentuan Pasal160 Undang- undang Nomor 13 Tahun2003. 

4. Dalarn hal terdapat " aluan men.desak " yang mengakibatkan tidak: 

memungkinkan hubungan kelja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh 

upaya penyetesaian melalui lembaga penyeJesaian perselisihan hubungan 

industriaL 

Sehingga, apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan ketja karena aJasan 

pad a pasal\58 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut tanpa adanya Putusan 

Pengadilan Umum yang berkekuatan Hukum tetapflnkracht, maka pemutusan 

hubungan keljanya adalah batal demi hukum. 
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Pemyaratan lain yang hams dipenuhi pengusaha dalam melakulam pemutusan 

hubungan ketja adalah bukti pendulrung, (Pasal !58 ayat (2) Undang-undang Nomor 

13 Tahun 2003) : 

a. peketjalburuh tertangkap laogan; 

b. ada pengakuan dari pekOijalburuh yang ben;angkatan; atau 

c. hukti lain berupa laporan kejadilln yang dihuat oleh pihak yang be<Wenang di 

perusahaan yang ben;angkut:an dan didukung sekurang-karangnya 2 (dua) 

orang saksi. 

Dari penjelasan diatas,dapat dikatakan bahwa apabila pihak pengusaha/majikao 

ingin melakukan pamutusan hubungan ketja terhadap pihak buruh yang beketja pada 

mereka, pihak pengusaha/majikan baruslah memiJlki alasan-alasan serta diduk:ung 

bukti-bukti yang bemdat mengeatkan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan ke~a. 

Serta pihak pengusaha dihuang untuk melakukan pamutusan hubungan kelja terhadap 

pihak buruh,dalam hal buruh tersebut" 

a. Pekeljalburuh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melam-paui 12 (dua be!as) bulan secara terus-

rneneros; 

b. Pekelja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuat dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan 

yaog berlaku; 

c. PekOijalburuh menjalaokan ibadah yang diperintabkao agamanya; 

d. PekOijalburuh menikab; 

e. Peketjalburuh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau 

menyusui bayinya; 

£ Pekerjalburuh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 

pekerjalhuruh lainnya dl dalam satu perusahaan. kecuah telab diatur dalam 

perjanjian ketja, peraturan perusahan, atau perjanjian kelja bersama; 

16 Ibid,Pasal153 
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g. Peke!jalburuh mendirikan, menjadi anggo1a denlatau pengurus serikat 

peketialserikat buruh, pekeJjalburub melakukan kegiatan serikat 

peke!jalserikat hurub di luar jam ke!ja, a1au di dalam jam keJja atas 

kesepakatan peogusaha, atau becdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian ke!ja, pemturan pemsahaan,atau pe!janjian keJja bersama; 

h. PekeJjalburuh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 

perbuatan pengusaha yang melakukan 1indak pidana kejabetan; 

i. Karena palbedaan paham, agarna, alimn politik, suku, warna kulit, golongan, 

jenis kelamin., kondisl fisik., a1au status perkawinan; 

J. Peke!jalburuh dalarn keadaan cacat felap, saki! akihat keeelskann ke!ja, atau 

saki!: karena bebungan kelja yang menurut sural keterangan dokter yang 

jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 

Apabila pihak pengusaha tetap melakukan pemutusan hubungan ke!ja karena 

alasan~alasan tersebut diatas,maka Pemutusan Hubungan Ketja tersebut adalah batal 

demihukum. 

• Ad.4 Yang dimaksud pemutusan hubungan ketia oleh pengadilan yakni 

adanya penetapan Pemutusan oleh pengadiJan perdata biasa atas permintaan 

pihak yang bersangkutlm berdasarkan alasau yang dianggap panting 

(gewitchige reden). Yang tidak tennasuk dalam Pemutusan Hubungan ketja 

kategori ini seperti misalnya termaksud dalarn pasal 1603 huruf (m) Kitab 

Undang·undang Hukum Perdata.77 

11 "Jikti }¥0/i dori anak yangmosih di bawah umur berpmdapat. lwhwa p61jaujian /(qjo yang dia@km 
olch wrakyang mo. silt di hawaii umur 1/U aktm a tau Ielah nrr:mpwtyai a!.:ihat yt:wg menrgikuu Mginya, atmt bahwa 
~rt:Jt-5_VOMC yang &n:al!lttm tfa{(lm pa!.!<1/ 16l)]g tidok lety&mhi, makn ia bokh mcugajuknn 51tror pem1oharum 

kepoda pr:ugad11aJ1 dl tempar k-alkmran :.ebenamya wtak yang madll di lmwah tanur iht, agar pcrjtoJjftHr itu 
diJsyatakmr pulw>< Pengadikm tidnk bolelt mrdulw:knn pemu:Jwt111n itu sebelum mendengar otau mcmanggil 
dm~gtm S<J!t mwk yang madh di ha!WIJ um11r itu, sl rnajikP1, d(mjugb hatm· lwrfa peuinggr;lan dt<fam l!af tmok 
yang rtuuih df buwah unmr itu herndo di bawa/1 pe:FW{l/(an dan bafai lwrlll peniuggakm ftu ditugadmn sebagai 
wali pengpwos. Jika pengddiltm me!JJ/usbm pe:rmohonan. in hams mtmeraph.m saat lwbungmJ koja illt af«.vt 
btJMJJtir. TidQk ada jalan wrtuk nwlawmJ p<aMtopr:m fu,rebttl rm1JU4 mengurmrgi W£W<!Itang jak.;a agwtg pdfia 
Mal!kzmtalt Agwtg. rattuk mmg11jukm pcrmtntaan bua.si terltadcp penetupa/1/uselwt demt /n!petlttugan tardang· 
ur~d:mg."(KlTHPeW, 366, 1603v, RO. 170.) 
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2.Peayelesaian penelisibao perburultaulketenagakerjaan 

Menurut Charles D. Dmlce da.larn Aloysius Uwiyono", perselisihan anJaia 

pekeijalhuruh dengan peugusaba da,pat teljadi karena dida.hului oleh pelanggaran 

hukum juga dapat teljadi karena bukan pelanggaran hukum. 

Perselisihan perouruhan yang teljadi akibat pelanggaran hukum pada. 

umumnya disebabkan karena : 

I. Te!jadi palbedaan paharn da.larn pelaksanaan hukum perburuhan. Hal uti 

tercennin dari tindakan peltelja aillu majikan yang melanggar suatu ketentuan 

hukum. Misalnya peugusaha tidak mempertanggungjawahkan pekeljanya 

dalarn peogmm Jamsostek. 

2. Tindakan pengusaha yang diskriminatif, misalnya jabatan, jenis peke!jaan, 

masa kerja yang sarna tapi karena perbe<laa jenis kelamin lalu diperlakukan 

barheda 

Sedangkan perselisihan perouruhan yang te!jadi tanpe dida.hului oleh suatu 

pelanggaran, umumnya disebabkan oleh: 19 

1. Perbedaan daiam mena&irkan hukum perburuhan. Misalnya menya.ngkut cuti 

melahirkan yang mengalami keguguran, menurut pengusaba udak berhak atas 

cuti penub karena menga1ami keguguran kandungan, namWl menurut pekerja 

atau serikat buruh hak cuti harus tetap diberikan dengan upah penuh meskipun 

buruh hanya mengalami keguguran alau tidak melahirkan, 

2. Teijadi karena ketidaksepahaman dalam perubahan syamt~syarat kerja. 

Misalnya buruh atau serikat buruh menuntut kenaikan upah, uang makan 

tetapi pengusaba tidak menyetujuinya. 

Pemerintab mengatur penyelesaia.n perselisihan perburuhan pertama berdasarlcan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tenfang Penyelesaian Pernelisihan 

Perburuhan, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Dalam 

Undang-undang ini,dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Hubungan 

Kerja adalah "PerseHsihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat 

ill Th\iyooo, Aloysius, 200J,HakMagok di lndmi!Sfa, hlm. 215. 
1'!> LaJu lfusn~ Pmyelc.wicm Pe~lisilum Hubunpr Industrial mclalui Pengadilw1 dan Di Lnar 

Pengadikm, (Jtlkat1A: PT .R.IIja Gntfindo Persltda.)OOS), hlm.41 
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mengenai pengakhiran Hubungan Kega yang dilakukan oleb saleb satu pibak baik 

pibak Burub maupun pibak pengusaba." 

Masih menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Persebsihan Hubungan Industrial, Perne!isihan perburuhan dapat dibedakan anuua 
Perselisihan Hak (rechts-geschil/en) dan Persellsihan Kepeotingan (balangen­

geschi//en) yang dimaksud dengan Perselisihan Hak adalah Per.sellsihan yang timbul 

karena saleb satu pibak tidak memenuhi isi Peganjian Kelja, Peganjian Perburuban, 

Pemturan Majikan, ataupun merryalahi ketentnan hukann."' 

Sadangkan yang dimalooud Per.sellsihan Kepentingan ada!eb Per.selisihan yang 

tlmbul da!am hubungan kelja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pembuatan, dan atau perubahan syarat-syar.;t kega yang ditetapkan dalam Perjanjian 

Kerja,atau Peraturan Perusahan. dan atau Petjanjian Keija Bersama.81 

Pernelisihan kepentingan ini dapat diajukan pada Pengadilan Hubungan 

Industrial untuk menampung semua bentuk perselisihan, namun dalam praktaknya 

sering menimbulkan aksi-aksi sepibak seperti pemogokan(slri/re) atau penutupan 

perusahaan (lock out)."' 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu melalui : 

I. Pengadilan Hubungan Industrial, merupakan Pengadilan Kbusus yang bemda 

peda lingkungan peredilan umum (Pasal 55 Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2004), 

2. Di luar Pengadilan, dengan cara : 

a.. Penyelesaian melalui bipartit, 

b. Penyelesaian melalui mediasl, 

c. Penyelesaian melalui konsiliasi. 

d. Penyelesaian melalui arbitrase. 

~ Jndonesia.(c), Undang-undang nomQf 2 lll.hWl 2004 tc:n«mg Pmyelcsaion Perncllsihan Hut:..mg.an 
l'ndustrial, Pasa.ll ayat 2 

111 Undang-undlmg noJUl)r 2 tah.un 2004 lcnUI.tlg Penyelesaia.n Perse!i:sihM Hubungsn Industrial, P.est~l 
layat 3 

&l Zalnal Asikin d.al, Dnsar-dasar Httlamr Perb11rtli1mr, {Jakarta :RsjaGrafindoPersada} 
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• Ad.a Penyelesaian me/a lui bipartit. 

Penyelesaian peiSelisihan industrial yang terbaik adalah penyelesaian 

pernelisihan oleh para pihak yang berselisih secam musyawa:rah mufukat tanpa ikut 

campur pihak lain, sehingga dapat memperoleh suatu basil yaeg menguntungkan 

kedua belah pihak ltuleh sehabnya Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2004 tentang 

Penyelesaian Perse!isihan Huhungan Industrial mengharuskan suatu perselisihan 

industrial yang terjadi dise!esaikan dehulu dengan cara penmdingan bipartit, karena 

dengan cara bipartit tersebut kedua beleh pihak dapat soling melakukan proses 

parundingan dengan baik karena tidak perlu adanya intervensi pibak lain dan proses 

mwar-menawar amu negoslasi kedua beleh pihak akan lancar. 

Adapun pengartian perundingan bipartit dalam Pasal 1 Angka 10 Undang­

Undang Nomor 2 Tehun 2004 yakni: 

''Penmdingan antara pekerjalbumh atau serikat pekerjalserikat buruh 

dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan huhungan industrial. n 

melihat pengertian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dafam 

perundingan bipattit ini tidak adanya intervensilc.ampur tangan dari p.ihak Jain diJuar 

para pihak yang berselisih dan bal ini akan mempermudeh jalanuya proses 

perundingan dan fuktor penghematan biaya amu akan dapat menekan pengeluaran 

biaya dalam penyelesaian perseHsihan tersebut Dalam proses bipartit tersebut setelah 

menyelesaiakan perselisihan tersebut maka hasiJ perundingan tersebut harus 

dibuatkan risalah dan ditmdamngani kedua beleh pihak sesuai Pasal 6 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 

Tata cara dalam proses bipartit ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang­

Undang Nomor 2 Tehun 2004 dan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

l) Perundingan untuk rnenyelesaikan secara musyawanth untuk mencapai 

rnufukat yang dilakukan para pihak. 

2) Jika musyawarah yang dilak:ukan mencapai kesepakatan penyefesaian, 

dibuat Petianjian Bersama yang ditandamngani pam pihak. 

3) PerjanjJan bersama tersebut bersifat mengikat dan menjadi huk:um serta 

wajib dilaksanakan para pihak. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



49 

4) Peljanjian ben;ama tersebut wajib didaftarkan oleh pam pihak yang 

melakukan pe~anjian pada Pengedilan Hubungan Industrial pada 

Pengedilan Negeri di wilayeh pam pihak melakukan Peljanjian 

Bernama. 

5) Apabila Perjanjian Bersama tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu 

pihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohorum ekselrusi 

pada Pengedilan Hubungan Industrial pada Pengedilan Negeri di 

wilayah peljanjian ben;ama didallarl<an untuk dapat penetapan 

eksekusi. 

6) Dalam hal pemohon ekselrusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri 

tempat pendaftaran Pcrjanjian Bersama. pemohon eksekusi dapat 

menajukan permohonan eksekusi mela1ui Pengadilan Hubungan 

Industrial Pada pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon 

eksekusi untuk diteroskan ke Pengedilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan ekselrusi. 

Dalaro perundingan bipartit ini ada angin segar saat-saat ini dikarenakan telah 

dideklarasikannya Forum Bipartit Nasional yang dideklarasikao oleh sejumlah serikat 

burub dan pengusiha di Jakarta tepatnya hari Kamis tanggal2l Feb111ari 2008, Forum 

ini bertujuan untuk menyeJesaikan berbagai persoalan ketenaaketjaan secara internal 

oleh burub dan pengusiha tanpa dipolitisasi oleh pihak keriga, dan juga dibarapkan 

dengan adanya Forum Bipartit Nastonal akan memperbaiki iklim investasi nasional 

dan mengantisipasi ancaman ketidakpastiaan usaha pada masa pemilu.83 

• Ad.h PenyeJesalan melalui mediasi. 

PenyeJesaian melalui medlasi (mediation) ini diJak:ukan melalui seorang 

penengah yang disebut mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suaru sengketa 

oleh pihak ketiga yang dapat diterima., tldak berpiha.k dan netral serta membantu para 

pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara terhadap perrnasaiahan yang 

disengketakan, 

!0 Kompas, 22 Februari 2008, Fcrut11 Bipartit Na.skmal Diilddo((Jsikan. 
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Adapun menurut Pasal 1 Angka I! Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2004 

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan babwa mediasi 

adalab penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, per.;elisihan 

pemutusan hubungan keija, dan perselisihan antar serikat pekeija/seriknt buruh hanya 

dalam satu perusabaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atru lehih 

mediator yang netraL 

Sedangkan rnenurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2004 

menyebutkan babwa mediator edalab pegawai instansi pemerintab yang 

ber1llnggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenubi syarat--syarat sebagai 

mediator yang ditetapkan menteri untuk melakukan medi.asi dan mempunyai 

kewajiban memberi anjurnn tertulis kepeda psra pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan hak, peiSelisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubungan keJja, dan perselisihan antar seriknt pekeJja/seriknt bumh hanya dalam satu 

perusahaan. 

Dari pengertian di alas dapat disebutkan bahwa mediasi dilakukan oleb pihak 

ketiga yang netral tapi yang menjadi mediator adalah pegawai pada instansi yang 

bur1anggungjawab di bidang ketenagaketiaan. 

Berdasa.rkan ketentuan yang berlaku umurn. penyelesaian sengketa rnelalui 

mediasi tidak terdapat unsur peksaan antar para pihak dan mediator, para pihak 

meminta secara sukarela kepada mediator W1tuk membantu penyelesaian konflik yang 

teljadi. Oleh karena itu, mediator hanya berkedudukan memban!u para pihak agar 

dapat mencapai kooepakutan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang 

berselisih. Setelah mengetahui duduknya suatu perkara maka seorang mediator dapat 

menyu.sun suatu proposal penyelesai.an untuk ditav.wkan kepada para pihak yang 

berselisih agar perkara tersebut dapat beijalan dengan lancar dan menemukan 

penyelesaian perkara secara sating menguntungkan (win-win). 

Penyelesaian perseJisihan hubungan industrial melalui medlasi rnenurut Pasal4. 

didahului dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Jika perundingan bipartit gaga!, salah satu atau kedua belah pihak mencatat 

perse1isihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang 
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kerenagakeljaan setempat dengan melampirkan bukti upaya peeyelesaian 

secara bipartit sudah dilakukan; 

b. Setelah menerima pencat.llm, inslanSi yang bertanggungjawab di bidang 

ketenagakeqaan wajib menawarkan kepada pam pihak untuk menyepakati 

memilih penyelesaian melalui konsiliasi afau arbitrase; 

c. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari para pihak tidak menetapkan pilihan, 

instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakeljaan melirnpahkan 

penyelesaian kepada mediator. 

• Ad.c Penyelesaian melalui konsi/iasi. 

Penyelesaian melalui konsiliasi (consulia1ion) ini dilakulum oleh seorang atau 

beberepa orang alan badan sebagai penengah yang disebut knnsuliaror dengen 

mempertemukan atau membari fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihannya secara damai Konsiliator ikut serta secara aktif 

memberikan solusi terbadap masalah yang diperselisihkan. 

Adapun menurut Pasal I Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

konsiliasl adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan 

hubw1gan kerja, dan perselisihan antar snrikat pekelja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan melaJui musyawarah yang ditengahi oJeh soorang atau lebih konsiliator 

yang netral. 

Sedangkan menurut Pasal l Angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

konsuliator adalah seomng atau 1ebih yang memenuhi syarat-syamt sebagai 

konsuliatvr ditetapkan oleh menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib 

memberi anjuran tertuiis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan 

perselisihan kepentingan, perselisihan peru.utusan hublUlgan ketja, dan perseHsfhan 

antar serikat pekerja!serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa konsilator penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial berasal dari pihak ketiga, di luar pegawai instansi 

yang bertanggungjawab di bidang ketengakeljaan. 
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Berbeda dengan mediator yang be<asal dan pihak instansi yang 

bertanggungjawab di bidang ketenagakeijaan, sedangkan konsiliator itu sendiri tidak 

berasal dari pegawai instansi, Perl>edaan lainnya mediasi itn juga menangani 

perselisihan hak juga, sedangkan dalam konsiliasi tidak menangani perselisihan hak 

Lahimya lembaga tersebut diatas mengbapus kebemdaan P4D an P4P 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tallon 1957 dan Undang­

undang No. 12 Tahun !964 tentang PHK 

D. Prosedur Pemutusan Hubunga.n Kerja 

Prosedur pemutusan hubungan kerja menurut Undang~undang Nornor 13 

Tahun2003: 

I. Sebelumnya semua pihak (pengusaha, pekeljalburuh, serikat pekerja/serikat 

burub) harus melakukan upaya untuk menghindari teljadinya pemu!USan 

hubungan kerja; 

2. Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan sarikat pekerja!serikat buruh atau 

pekerjalburuh mengadekan perondingan; 

3. Jlka perundingan berhasil, buat persetujuan bersama~ 

4. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohorum penetapan disertai dasar 

dan alasan-alasannya kepada lembaga penyolesaian perselisdum hubungan 

industrial; 

5. Selama belum ada penetapan/pulusan dari lembega penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanekan segala kewajiban masing­

masing. Di mana pekerjalburuh tetap menjalankan peke!jaannya dan pengusaha 

membayar upah. 

Khusus mengenai penanganan pernutusan hubungan kelja masat yang 

disebabkan k:eadaan perusahaan. seperti rasionalisasi~ resesi ekonomi, dan lain-lain!M 

menyarankan sebelurnnya meiakukan upaya petbaikan : 

a. Shamud. Yunus, 1995, Hubunganlnd!Z(/rial di Jndouesfa, PI. Bintt Sumlxrr<laya ManU$ia, JakatU., 
hl.m.24t. 
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1, Bentuk pemaikan perusahaan melalui peningkatan efisiensi atau penghemat1ln, 

antara lain : 

a. Mengumngi shifl (kerja giliran), apabila perusahaan menggunakan kelja 

sistem shlfi. 

b. Membamsi atau menghapuskan ker;ja lembur sebingga dapat mengurangi 

biaya tenaga ker;ja. 

c. Bila upaya di alliS belum berhasil, dapat dilakukan pengulllllgan jam kerja. 

d. Meningkatkan usabe-usaha efisiensi, seperti mempercapat pensiun bagi 

peketjalburub yang kurang produktif. 

e. Meliburkun atau merumahkan peker;ja!burub secara bergiliran untuk 

sementara waktu, 

2. Bila upaya-upaya butir l tidak berbasil untuk memperl>ailci keadaan perusabaan, 

make pengusaba terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cara : 

a. Sebelumnya barus merundingkan dan menjelaskan kepada serikat 

peketja/serikat buruh rnengenai keadaan perusahaan secara riil, agar mereka 

memabami alasan pamutusan hubungan ker;ja yang dilalrukan oleh pengusaba. 

b. Bersama serikat pekerja/serikat burub merumuskan jumlab dan kriteria 

pekerja yang akan dikenai pemutusan hubungan kerja. 

c. Merundingkan persyaratan dalam melakukan pemutusan hubungan k:eJja 

secara terbuka dan dilandasi dengan itikad beik. 

d. Setelab pe111yamtan pamutusan hubungan kar;ja disetujui bersama, selanjumya 

dilakukan sosialisasi untuk dapat diketabui oleh selurub pekerja/burub, 

sebagai dasar diterima atau tidaknya syarat-syarat tersebut 

e. Bila sudah ada persetujuan dari masing-masing pekerja.Jburuh. ditetapkan 

proritas pelaksanaan pemutusan bubungan ketja kepada pekerja/buruh secam 

bertahap. 

f. Pada saat penyelesaian pemutusan hubuogan ketja, dibuat persetujuan 

bersama. dengan menyebutkan besarnya uang pesangon dan lain-lain. 
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g. Selesai melaksanakan mngkaian di atas, dilakukan rekapitulasi untuk dasac 

mengajukan pennohonan ijin kepada lembaga penyelesaian pe,.elisiban 

hubungan industrial melalui Dinas Ketenagake~aan setempat 

3. Pengadilan Hubungan Industrial 

Pengadilan huhungan industrial adalah pengadllan khusus ad hoc yang herada 

pada lingkungan peradilan umum. Pnegadilan ini bertugas dan berwenang untuk 

memeukan dan memutuukan : 

1) Ditingkat perouna mengenai peffielisihan penyelesaian huhungan ketia; 

2) Ditingakat pertruna mengenai pe..elisihan hak; 

3) Ditingkat pertama dan terakhir mengenai peffielisihan kepentingan; 

4) Ditingkat pertruna dan terakhir mengenai pernelisihan antar serikat pek~a 

dalam saw perusabaan'' 

Prosedur pernidangan dipengadilan hubungan industrial sama seperti hokum acam 

perdala pada peradilan umum, perbadaannya adalah para pihak tidak dikenakan hiaya 

aksekusi untuk nilai gugallln dibawah Rp.l50.000.000.-(seratus lima puluh ju1a 

rupiah). 

Susunan majehs hakim pada pengadilan hubungan industrial terdiri dari : 

I) Hakim dari pengadilan negeri; 

2) Hakim ad hoc yang terdiri dari dua orang yang mewakili organisasi peke!ja 

dan organisasi pengusaha; 

3) Panitera mada dan; 

4) Panitera pengganti 

Adapun prosadur pengajuan gugallln dan persidangan di pengadilan hubungan 

industrial~ terdiri dari :116 

as fudooesia,(e), Undang·undllns oonmr 2 Whun 2004 len lang Pmyelesa.ian Persclisihall Hubungan 
Jndusttial,fr:'156. 

LibertusJehani, Hak-hak Peketja Btia di PHK, (fangem:ng, Visi Media. 2006) haJaman 
24 
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1) Gugamn diajukan kepengadilan hubU!Igan industrial yang daerah hukumnya 

meliputi tempat domisili pekelja; 

2) Gugamn harus dilampiri dengan risaJah penye!esaian me!alui mediasi; 

3) Gugatan barns mencantumkan pokok-pukok pe!SOIIlan yang menjadi 

per.;elisihan bemerta identitas pam pihak dan dokumen yang menguatkan 

gugatllll; 

4) Apabila purselisihan rersebut menyangkut perselisihan hak /lrepentingan yang 

diikuti dengan perselisihan PHK, pengadilan Hubungan Industrial 

memutuskan terlebih dabulu perl<ara perselisihan bak dan alan kepentingan;117 

5) Apabi!a proses beracaranya adalah proses cepat sesuai pennohonan tertulis 

salah satu pihak maka dalam rujuh hari keJja setelah permohonan diterima, 

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan pene1apan tentang dikabulkan atau 

ditolakuya punnohonan tersebut Apabila dikebulkan Kerua Pengadilan 

Negeri maka dalam jangka waktu tujuh hari keJja setelah keluarnya 

penetapan, menenlukan majelis bakim, hari, tempat dan jangka waktu sidang 

tanpa prosedur pemeriksaan. Tenggang waktu uniUk jawaban dan pembuktian 

kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14hari keJja;" 

6) Apabila dengan proses biasa, maka dalam waktu paling bona tujuh hari keJja 

seteJah penetapan majelis hakim. ketua majelis hakim melaknkan sidang 

pertama; 

7) Apahila dalam sidang pertama terbukti secara nyata pengusaha tidak 

melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak pekeJja seperti upah 

dan lainnya sambil rnenunggu penyelesaian PHK maka hakim ketua sidang 

akan menjatuhkan putusan seta yang memerintahkan pengusaha untuk 

membayar semua kewajibannya itu~ 

, Tndonesia,.(c), Und!lOg-undangnomor 2 tahun 2004 tcnumg Pc:n)'\'llcsaian Pen>elisihnn Hubunson 
Industrial,g,asal 8:7. 

lndooesis.,(e), Undang·undang norn0f2 tahun 2(1{}4 tenlangPenyelesaian Persellsihan Hubtmgan 
Irulustrial,pussi9R dan pasu! 99. 

UN IVERS IT AS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



56 

8) Apabila pengusaha mengabaikan putusan itu maka bakim akan 

memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan 

indusirial Putusan sela itu tidak dapet diajukan perlawanan hukam atau upaya 

hukum~ 

9) Selambat-lambatnya lima pulub bari kerja sejak sidang pertama Majelis 

Hakim membarikan putusannya; 

10) Putusan majelis hakim rentang perselisahan hak dan PHK mempunyai 

kekuatan hukem lelap apabila dalam waktu empat betas hari ke<ja tidak 

diajukan permohonan kasasi oleh pihak yang badir atau empathelas hari ketja 

serelah puusan direrima oleh para pihak yang hadir. 

Setelab tingkat pengadilan Hubungan lndusirial, upaya hukem dan para pihak 

adalah mengajukan kasasi ke Mahkamab Agung selambat-lambatnya tlga puluh bari 

kerja sejak tanggal penerimaan permohonan. Putusan kasasi itu dapat 

menolak/membatalkan atau mengabulkan kasasi. 

Penolakan kasasi lehih menyangkut juder factie seperti hakim relah salah 

menerapkan hulrom, atau kasasi yang diajukan bukan merupakan wewenang haklm 

kasasi atau mungkin kasasi yang diajukan tldak sesuai dengan pokok perkera. 
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BABill 

KAJIAN VURIDIS TERHADAP SURAT KETETAPAN DIREKSI 

PT.TASPEN (PERSERO) TENTANG HUKUMAN DISIPLIN 

SANGAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK 

HORMAT TIDAKATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI 

KABYAWANPERUSAHAAN 

A.Krooo!ogis 

BENNY RAJAGUKGUK, S.E., selalru Kepala Seksi Pene!apan Klaim (PK) 

yang diangkst berdasarl<an Sura! Keputusa.a Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor: 

SK-18/DIRIUP.6/2002 tanggal l Agustus 2002, balk secara sendiri-sendiri ataupun 

bersama-sama dengan YUL!ANTO UJANG FIBlSONO dan Drs. SARDJU bin 

KR.OMO DIMEJO, sejak bulan Juni tabun 2004 sampai dengan bnlan Desember 

2006 atau setidak-tidaknya di antara tabun 2004 sampai dengan lllhun 2006, 

bertempat di Kantor PI'. T ASPEN Cabnng Bogar Jalan Raya Pajajanm Kotak Pos 

383/Bogor Kola Bogar, bahwa Benny Rajaguguk bersama-sama dengan Yulianro 

Ujang Fibisono dan Drs. Sardju Bin Kromo Dimejo. telah menerima 13 (tiga belas) 

bnrkas pengajuan klim tunjangan janda veremn yang diajuksn janda vereran yang 

seolah-otab rnasih hidup dan rercanmm dalam SK Veteran, padabnl kenyataannya 

berkas-berkas tero<but diajuksn oleh janda kedua veremn dan diajuksn oleh orang 

lain yang tidak ada hnbuogannya dengan vereran dimaksud serta berkas yang 

diajuksn tersebut tetab berkode punah "P". Selanjutnya berkas-berkas pengajuan 

klim tunjangan janda veteran yang relah berkode punah "P" yang diajukan tersebnt di 

proses tanpa pe!lietujuan pembukaan kode kasns dalam nota dinas Kopala Cabang PT. 

T ASPEN (Persero) Boger serta pembnkaan dan pengaktifan berkas-berkas yang telah 

berkode punah "P" tersebut tidak sesuai dengan prosedur yakni dibuka dan diaktifkan 

o!eh pejabat yang tidak berwenang yaitu oleh terdakwa selalru Kepa!a Saksi 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



58 

Penetapan Klim, sehingga perbuatan tersebut telah menyebabkan teljadinya 

pembayamn kepada pemohon tunjangan janda veteran yang tidak berbak, yaitu 

dibayarkan kepada janda kedua dan kepada orang lain yang tidak ada hubungan 

dangan veteran yang dimaksud. Khusus nntuk penghentian pembayaran tunJangan 

karena veteran, janda atau duda veteran telah meninggaJ dunia.,. fata cam dan 

prosedumya adalah pert>Una-tama untuk meyakinkan apakah veteran, Janda atau duda 

veteran memang benar teWt meninggal dunia, maka terlebih dahulu hams dilakukan 

wawancam, pengeoekan langsung ke lapangan (on the spot) kenrudian barns 

konfirmasi kepada yang membuat sumt kematian. Selanjutnya Kepala Bidang 

Pelayanan mernbuat Nota Dinas kepada Kepala PT. TASPBN (Persero) agar kode 

"P" dapat dibuka. Setelah mempelajari basil wawancara yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelayanao, Kepala PT. TASPEN (Pemero) memberikan pemetujuan dengan 

mengijinkan untuk membuka dan merubah kode "P" _ Kemudian dangan persetujuan 

dari Kopala PT. T ASPEN (Persero) yang berbentuk Nola Dinas, maka Kepala Seksi 

Data Peserta dan Pemasaran (DPP) membuka dan merubah kode "P" didabuu sistem 

komputer PT. T ASPEN (Per.;ero) dengan memasukkan Nomor Induk Karyav.an dan 

mengetikkan password terlebih dahulu. 

Akibat perbuatao Benny Kajagukguk,SE., Yulianto Ujang Fibisona dan 

D!l>.Sardju sebagaimana diumikan diatas, leW. memperkaya diri ia dan orang lain 

yakoi pam Janda vetemn yang tidak berhak atau orang lain yang tidak ada bubungan 

keluarga sama sekali yang dipalsukan identitasnya seoJah-olah janda veteran yang 

teroantum dalam SK Vereran yakoi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang telah 

menerima pembayamn rape! dan tunjangan buJanan selama periode bulan Juni 2004 

sampai dengan bulan Desember 2006, sehlngga telah. pula merugikan konangan 

negara cq PT. TASPEN Cabang Bogor sebesar Rp.397.592.500.- (Tiga ratus 

sembilan puiuh tujuhjuta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah.89 

w. Sum! Dakwlll!n laksa Penunlut UmiJlfl Ktjaksaan Negeri Bogor untuk lerdakwa llenny 
Raj11gukguk,SE, llmggal 11 Oktober2007 
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Akibat dari perbuatan mereka, maka ketiga karyawan PT.Taspen (Persero) 

cabang Bogar tersebut oleh Peoyidik Kejaksaan Negeri Bogor di1ahan karena Tindak 

Pi dana Korups~ untuk: 

- Yuianto Ujang Fibisono Teriritung mulai Tanggall8 Juni 2007 s/d tanggal 07 

Juli 2007 (tingkat Penyidik) dan seterusnya sesuai dengan Bunyi Penetapan 

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 185/Pen/Pid /2008/PT.Bdg tanggal 

19 Maret 2008. 

- Drs.Sardju Terhitung mulai Tanggal 18 Juni 2007 s/d tanggal 07 Juli 2007 

(tingkat Penyidik) dan seterusnya sesuai dengan Bunyi Permohonan 

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bognr Nomor 

W8.U2.HN.OU0.305/2008 tangga119 Maret 2008. 

- Benny Rajagukguk,SE Terhitung Mulai Tanggal 20 Juni 2007 sld tanggal 9 

Juli 2007 (tingkat Penyidik); dan seterusnyn sesuai dengan Bunyi Penetapan 

Ketun Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/Pen/Pid /2008/PT.Bdg tanggal 

16 Apri12008. 

Karena ketiga karyawan PT.Taspen (Persero) ini ditahan dalam Runtah Talnntan 

Negat>IRUT AN Paledang di Boger untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan 

oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bogor dalam hal Tindak Pidana Korupsi maka 

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan 

khususnya Pasal 160 aynt (3)" dapat diterapkan temadap mereka. 

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Sardju dan Bapak Yulianto 

Ujang Fibisono, mereka menjelaskan babwa sebelumnya pemab diperiksa oleh 

Satuan Pengawas lntem (SPI) PT.Taspen (Persero) dalam hal lolosnya tunjangan 

Dana janda veteran yang tidak sebarusnya diherikan kepada yang tidak bedlak namun 

basil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern tersebut bingga sekarang Bapak Drs.Sadju 

dan Bapak Yulianto Ujang Fibisono tidak mengetahul kesimpulannya serta 

~. Pasal 16(} a)'l:lt (3) Undang-und~~:ng Ket"n11pkelja.an; "PcugustJm ®pat mdakuktm fWJ>Itlft1Si1tl 

hulnmgan kerjo t<:rlradop pekuja!hurnh }\'lAg seteln!J 6 (rmam) bulan tidak dopot mehzhtkmt pelwJaau 
selxtgainta!ta mestinya karma Mfnn, pn:ISM perhm:: pfdana sebPgaimmta dinwksud da/mr1 nyat (1). " 
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sebelumnya perkam ini bernifut pidana yaitu tentang Pemalsuan dan tidak ada 

pegawai Pf. Taspen cabang Bogor yang dijadilr.on t.ernangka91 

Kemudian yang menarik dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

Drs.Sardju dan Yulianto Ujang Fibisono ditemukan bsbwa mereka berdua diberikan 

Sura! Keputusan {SK-DIREKSI) Pf.Taspen {PERSERO) 1lm1ang Pemberhentian 

mereka sebagai Karyawan Perusshaan Pada tanggall8 Juni 2007 pada sebuah &pat 

pimpinan Pf. Taspen eabang Bogar di Bogar serelah Rapat Pimpinan tersebut selesai 

mereka benlua langsung ditangkap oleb pibak penyidik Kejaksaan Negeri Bogor 

karena menjadi tersangka korupsi sedangkan Sural Keputusan Direksi tersebut 

tertanggsl 13 Juni 2007 ini berarti ada jada waktu yaitu 5(lima) hari keterlambatan 

pemberian Sural Keputusan Direksi tersebut sedanglr.on dalam Sural Keputusan 

Direksi ternebut dalam Pasal3 disebutkan: 

"Keberatan afi.IS Keputusan ini dapat diajulwn dalam tenggang waktu 

14(empat be/as) hari sejak diterimanya Keputr:san ini. ". 

Jika dibaca dari dasar ''Membaca" atas Sumt Keputusan Nomor :SK-

07/DIRIUP.S/2007 bshwa disebutkan Yulianto Ujang Fibisono mengajulr.on Surat 

keberatan Pada Tanggsl 25 Juni 2007 dan Hasil Persidangan Badan Pertimbangan 

Kepegawaian tanggsl16 Juli 2007 dan Keputusan Surat Direksi Pf.Taspen (Pernem) 

Nomor:SK-ll7/DIRJUP.8/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dalam dasar "Menimbang'" 

disebutkan : 

a. Babwa setelah memperhatilr.on keberatan yang diaJukan oleh Saudana 

Yulianto Ujang Fibisono,SE.MM NJKI98719691286 tangga125 Juni 

2007 dan basil sidang badan Pertimhangan Kepegawaian tanggsl 16 

Juli 2007 dopa! disimpulkan bahwa hal-hal yang dijadilr.on dasar 

keberatan tersebut tidak mengandung hal-hal/ data baru yang dapat 

dijadikan dasar untuk rnengubah hukuman disiplin sebagaJmana yang 

diretapkan dengan Keputusan Direksi Pf.Taspen {Per.;eru) 

Nomor:SK-05/DIRJUP.8/2007 tanggal13 Juni 2007; 

91 Wowo.ncarn kcpnda Bopak Drs:.Sardju dan Bnpt.lk Yulianto Ujang.F di Rutan Palcdang­
Bagor langgul 09 Juni 2008 
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b. Bahwa pelangganm yang dilakulom olelt Saudara Yullanro Ujang 

Fibisono,SE.,MM NIIU 987!9691286 tersebut dan !tukurnan yang 

dijatuhkan kepadanya dipandang suda!t tepat sesuai dengan 

pelangganm disiplin yang Ielah dilakukannys; 

c. Bahwa dengan mempertimbangkan tersebut diams dipandang perlu 

mengnku!tkan Keputusan hukurnan disiplin sebagairnana Keputusan 

Direksi PT.Taspen (Persero) Nomor:SK-Q5/DIRIUP.8/2007 tanggal13 

Juni 2007. 

Masih dahun kesempatan dan peroincangan yang dilakukan penulis !erl>adap 

Dm.Sardju dan Yulianlo Ujang F, mereka merasa dirugikan alas penangkupan pihak 

Penyidik Kejakuaan Negeri Bogor, karena mereka bertiga tidak dapat fokus untuk 

melekakan pembelaan ataupun Keberatan alas Surat Kepuwsan Direksi PT.Taspan 

(Persero) yang mereka terima, knnena mereka harus menjalani proses perneriksaan 

oleh pihak Penyidik Kejakuaan Negeri Bogor serta merekn dalam posisi ditahan 

dalam Rutan Paledang Bogor sedangkan jika menaka hendak mengajuka Nota 

Pembelaan ataupun keberatan terhadap SK-Direksi PT.Taspen tersebut mercka hams 

datang dalam sidang maje1is di PT. Taspen (Persero) Pusat di Jakarta. 

B.Asas Praduga Tidak bersalab 

Negara Kesatuan Republik lrulonesia adalah Negara yang berdosarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tu.nggi hak asasi 

manusia serta yang menjamin bahwa segala hak warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukam dan pemerin!ahan,serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahannya itu dengan tidak terkecuali. 

Menurut Sri Soernantri, suatu Negara Hukum harusJah memoouhl beberapa 

Unsur antara lain:92 

1. Pemerintab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 

91 Mien Rukmini, Per/indungan HA}vf melalui As as Praduga Tidak Bersa/ol1 dan Asas 
Persamaan Kedudukm dalam Hukum pada Sis/em Pen:rdilan Pidamt Indonesia, 2003 Halaman4344 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



62 

2. Adsnya Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; 

3. Adsnya pembagian kekuasaan dalrun negara; 

4. Adsnya pengawasan dari badsn-badsn pemdilan. 

Khusu.s mengenai Asas Praduga tidak BCI'SO!ah ini diatur dalrun Pasal 8 Undang­

undang Nomor 14 tahun 1970 Joncto Pasal 18 Undang-undsng Nomor 35 tahun !999 

tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan babwa: 

"Setiap orang yang disangka, dirangkap, ditahan, dituntut danlalml 

dihadapkan didepan Pengadi/an, wajib dianggap adak bersalah sebelum adanya 

putusan Pengadilan yang menyatakan kasalahannya don mempero/eh kakuatan 

hukum yang tetap. '' 

Jika di tinjau dari segi Asas P.mduga Bersalab yang merupekan asas utama 

pertindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (due proses of law) 

yang mencakup sekomng-kurangoya :" 

I.Perlindungan terhadap tindakon sewenang-wenang dari pejabat negara; 

2.Babwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidakoya terdakwa; 

3.Babwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak barsifitt rabasia); dan 

4.Babwa tersangka/terdakwa barns diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri 

sepenuh~penuhny.a. 

Tindakon Direksi PT.Taspen (Perxero) dengan mernberikan Surat Keputusan Direksi 

tersebut boleh dikatakan tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalab, karena 

mendahului fungst pengadiJan umum dan belum adanya keputusan majeils hakJm 

yang bersifut inkracht. 

Jiks dipertemukan dengan Keputusan Hakiru Mabkamab Konsritusi, setiap 

Pengosaba dalam hal ini bisa ditujukan kepada Direksi PT.Taspen (Persero) dilarang 

melakukan Pemutusan hubungan ke!ja terhadap peke!jalburuh karena alasan 

Kesalaban Berat seperti yang disebutken dalam Pasal !58 Undsng-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tersebut karena diperlukan adanya Putusan Hakim Pengadilan Umum 

yang sudah berkekuatan tetap!Jnkrocht. 

m. Ibid, halnmnn 40 
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Sesuai dengan Putusan Mlljelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 

012/PUU-112003 tanggal 26 Oktober 2004, Pas.al !58 tersebut dinyatalam tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Kernndian diterbitkannya Surat 

Edarnn Menteri Tenaga Kelja dan Transndgrasi Republik Indonesia NOMOR : SE-

13fMENISJ-HKill2005 tentang Putusan Mahkamah Konstutusi Atas Hak Uji Materil 

Undang • Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeljaan Terbadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telalt dimuat 

dalam Berita Negara Nomor 92 Tebun 2004tanggal 17 Nopember 2004, maka untak 

mernberikan kejelasan bagi masyarakat, dipandang perlu menerbitl<an Sura! Edarnn 

sebagai berikut : 

L Mahkemah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Talmn 

2003 tentang Ketenagakerjaan, klnuus Pasal 158 ;Pasal 159 ; Pasa1 160 ayat 

(I) sepanjaug mengenai anakkalimat " .... bukan alas pengaduan pengusaha "; 

Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat " .. Pasal 158 ayat (I) ... "; Pasal 

171 sepanjang menyangkut anak kalimat ... .Pasal 158 ayat (1) ... "Pasal 186 

sepanjang mengenai anak kalimat " ... Pasa/ 137 dan Pasa/ 138 ayat (1) .... " 

lidak mempunyai kekuatanlmkum mengikllt., 

2. Sehubungan dengan hal tersebut butir I maka Pasal-pasal Undeng-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan yang dinyatalam tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, ditmggap titlak pernah ada dan 

lidak dapoi digruw.kan liJgi sebagai dasar / acllllll dahun penyelesaitm 

hubungan iadustrial 

3. Sebubungan dengan hal teJSebut butir 1 dan 2 di alaS, maka panyelesaian 

kasus pemutusan hubungau kerja (PHK) karena pekerjalburub melakukan 

kesalahan berat perlu memperllatikan hal · hal sebagai berikut : 

94 .SCbelumnya kelcntuan lctUMgjenls.jenis ke'iO.Iahan beta! telllh diatur dalsm pasa11S8 uyat (1) dari 
Undung-undang tentang Kctcnagpkerjtwl,l.anbanm Negam Republik Inlfunesia talum 2003 Nornoc 39, ttunbalnm 
Lemlxuan Negam Republik Indooesia Nomor 4279. Nemun, oleh publsan Mahknmnh Konstitusi Nomor: 
012/PtJUwv.2003 tanggal26 Oktobcr 2004, Pasa! !58 !crscbut dinyatakan tidak mcmpunyal kclrua!M hukum yang 
mm~at 
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a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan peke~a/buruh 

melakukan kesalahan berat ( eks Pasal !58 ayat (!), maka PHK 

dapat dilakukan seteW. ada putusan bak:lm pidana yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Apabila pekelja ditahan oleh piliak yang berwajib dan pekeljal 

buruh tidak dapat melaksanakan pekeljun sebagaimana mestinya 

maka berlaku ketentuan l'asal!60 Undang - undang Nomor !3 

Tahun2003. 

Surat Keputusan Direksi tersebut jelas~jelas tidak seja1an dan tidak sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik mdonesia Nomor : 

SE-13/MENISJ-HK/lf2005 tentang l'utusan Mehksmah Konstutusi Alas Hak Uji 

Materil Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ten tang Ketenagakeljaan Terhadap 

Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat 

dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, Namun, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Bersarua (I'KB) antara PT.Taspen(l'ersero) dengan 

Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) Nruru>r : JAN-I 0/DlR/2006 

Nomor: 18/SEKATN2006 dalam pasal 

7 ayat (1) butir hurufe yang berbunyi: 

"Pet1lsahaan berhak memberikan sanksi ke.poda karyawan yang melanggar 

lar(ff1gan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama melalui 

meknnisme sebagaimana diatur dalam kepurusan Direksi. " 

Sehingga dari pasal 7 ayat (I) butir humf e memang perusahaan berhak mernberikan 

sanksi kepada karyawan yang me1anggar larangan sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian Kerja Bersama pasall8 tentang lar.mgan perusahaan antara lain ;95 

~ Perjunjian Kcrja Bemuna (PKB) nn!ara PT,Taspen(Persero) dengan Serikat Karyawan 

Taspeo(Sb"KATA) NOIJ;l!>r; JAN-10/DIR/2006 

Nomor: 18/SEKATA/2006 
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Setiap Karyawan dilamng : 

a. Melalrulw! pungutan uang atau menerima komisi dalam benruk 

apapun yang ada bubungannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan, 

untuk kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain; 

b. Melakukan pemaJsuan dok:umen,infonnasi,surat-surat berharga milik 

PERUSAHAAN dan ijazah serta dokumen-dokumen lainnya yang 

terkait dan dapat mengakibalkan kerugian PERUSAHAAN; 

c. Memiliki, menjual, membeli, mengadalkan, menyewakan atau 

meminjam kan barang-bamng,dokumen atau surat-swat berharga milik 

PERUSAHAAN secara tidak sah; 

d. Melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap sesama karyawan 

atau o!llllg lain,baik didabun maupun diluar lingkungan kerja; 

e. Berjudi,mabuk-mabukan,mengkonsumsi Narkoba dan atau melakukan 

perbuatan asusilalpelecehan seksual dengan segala cara dan 

bentukaya; 

f Meiakukan suatu tindakan keijasama dengansesam:a karyawan atau 

pihak lainnya yang mengakibarkan kerugiM PERUSAHAN amu pihak 

lain; 

g. Melakukan perkawinanfpemikahan sesama karyawan, kecuali bagi 

karyawan yang relah melangunngkan perkawinan!pemikahan sesama 

karyawan sebulum tanggall september 1085; 

h. Merokok pada ruang kerja,kecuali pada ruang kbusus yang disediakan 

untuk merokok 

Dalam Perjanjian Ke~a Bersama antara PT.Taspen (Persero) dengan Serika! 

Karyawan Taspen (SEKATA) dalam pasal 56 tentang Tingkat dan Jenis Hukuman 

Disiplln, hukuman disiptin terbagi atas : 

a. Hukuman Disipiin Ringan; 

b. Hukurnan Disiplin Sedang; 

c. Hukuman Disiplin Bemt; 

d. Hulruman Disiplin Sangat Bernt. 
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Serta dalam Pasal 56 ayat (2) Peijanjian Kelja Bersam.a tersebut Jenis Hulruman 

Disiplin terdiri dari : 

a, Tegumn Lisan; 

b. Tegumn Terrulis; 

c. Penurunan Satuan Gaji (SKG); 

d. Penurunan tingkat golongan gaji; 

e. Pembebasan jabalan; 

f Pemberhenlian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri; 

g Pemberhenlian tidak dengan hormat 

Melllllllg jika dipelajari lebih dalam lagi, ketiga mantan Karyawan PT.Taspen 

(Persero) Ini menu rut Peniiaian Satuan pengawas lnteren Perusahaan telah dinilai 

melanggar larangan seperti yang tercantum dalam Pasal 18 butir a dan b Peijanjian 

Kerja Bersama IPKB namun apekeb langsung mereka diganjar dengan Pemutusan 

Hubungan Kelja seperti yang tercantum dalarn SK-Direkai PT.Taspen (Persero) yang 

mereka terima. Sementara mereka disatu sisi juga menghadapi Proses persidangan 

yang belum ada Putusan Pengadilan yang Bemifut Incrocht. 

Kelemahan Jain dar£ Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) tersebut 

yaitu tidak dijadikannya Undang-undang Tenaga Kelja Nomor 13 tebun 2003 sebagai 

Dasar "Mengingat". Sedangkan dalam Peijanjisn KeJja Bersama (PKB) antara 

PT.Taspen (Persero) dengan Serikat Kacyawan Taspen {SEKATA) dalam 

MUKADliVlAH Pel]anjian Kerja Bersama tersebut, disebutkan bahwa' 

" ..... PERUSAHAAN dan SEKATA sepakat bahwa yang menjadi dasar hukam 

pemhuatan Perjanjian Kefja Bersama ini adalah : 

1. Undang~rmdang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujucm Konvensi ILO 

mengenai herlalam.ya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan unJuk 

benmding bersama; 

2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Sen·kat Pekerja,-

3. Undang~undang Nomor 19 tahun 2003 temang Badan Usaha Milik Negara,· 

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ten tang Ketenagaketjaan; 
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5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisilum 

Hubungan Industrial. 

Hal ini bemrti, setiap Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) haruslah sesuai dan 

sejalan dengan Petianjian Ketia Bernama (PKB) ternebut serta Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 tent.ang Ketenagakerjaan dan juga Undang-undang Nomor 2 

1ahun 2004 tent.ang Penyelesaian Perselisihan lfubungan Industrial, baruslah 

dijadikan Dasar bukum dalam Setiap Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) 

khususnya yang menyangkut Keputusan atas Hukuman karena Kesalahan yang 

dilakukan Karyawan dan yang berujung pada Pemutusan Hubungan 

Kerja!Pemberbentian sebagai Karyawan. 
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DAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SURAT KEPUTUSAN 

DIREKSI PT.TASPEN (PERSERO) YANG TIDAK SESUAI 

DENGANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

A.Jenis-jenis Perlindungan Hulrum Bagi Burublpekerja 

68 

Dalam Undang-Undang Da.sar 1945 Pasal 28 menyebutkan bahwa setiap warga 

Negam berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Dengan 

pasal ini maka setiap warga Negam Indonesia berhak untuk memperoleh pekerjaan 

twpa terkecuali. 

"Peketjalburnh dan pengnsaha sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan, 

harkat dan martabat sebagai manusia yang perlu dihormati dan tidak boleh ada 

diskriminasi."~ Sehingga Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya 

mengandung lima kualitas yaitu, "stability", "predictability", "fuirness", "educatinn" 

dan kemampuan profesi hukum yang meningkat 'fl Faktor stabHitas dan situasi yang 

dapat diprediksi merupakan dua syamt mutlak untuk terlaksananya fungsi sisrem 

ekonomi dari suatu Negara, sebagaimana dikatakan oleh Karst dalarn bokunya Law 

and Developing Cou!ltries, yang dikutip oleh Leonard J. Theberge sahagai berikut. 

"The iaw's greatest encouragement to economic development lies in its 

protection of the fruits of labor ... It is tlte security of expectations, assured by 

law in the form of institutions of property. that leads men to work save and 

invest.. The concern for security, i.e, the concern for a development 

9! R. Indiarsoru dan M.J. Sapteuno, op.cll, hlm.25. 
91 Emum Rnjagukguk. ''Perman Hukum Dalam Pembangurum Pndn Era Globalisasi: 

Iroplikasinya Bngi Pendidiknn Hukum di Indoncsin;· Pidato PengukuJlan diucapkan pada upacara 
penerimaan Guru Besar dalnm bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
Jakarta, 4 J:anuari 1997. hlm..lO. 
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conducive state of mind, must be a primary one for any government engaged 

in massive social reform."~ 

Jenis Perlindtmgan tenaga kerja secara umum menurut Soepomo dan Asikin 

dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

a Perlindungan ekcnomis, yaitu perlindungan tenaga keija dalam bentuk 

pengbasilan yang cukup, termasuk bila tenaga keija tidak mampu bekerja di 

luar kehendaknya; 

b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga ketia dalam bentuk jaminan 

kesehatan kerja dan kebabasan berserikat dan perlindungan hak untuk 

berorganisasi; 

c. Perlindungan reknis, yaitu perlindungan tenaga kelja dalam bentuk keamanan 

dan keselamatan kerja. 

Secara yuridis normatif kedudukan buruh adaialt kuat, sebab Undang-undang 

menempatkan seorang pekeljalburuh sebagi pihak yang mempunyai hak dan 

kewajiben yang sebenamya tidak bisa dikurangi oleh pihak pengusaha, namun secara 

sosial ekonomis kedudukan pekeljalburuh sangat lemab sebab pekeljalburuh selalu 

lngin memperoleh suatu pekeljaan untuk mendapatkan gaji/upah dalam kelangsungan 

hidup pekeijalburuh tersebut dan ke!uarganya. 

"Dengan demikian dapat dinyat:akan bahwa secam yuridis normati( antara 

peketjalburuh tidak ada perbedaan dalam kedudukan masing-masing. Kedua belah 

pihak mempunyai kedudukan yang sarna, dan harus mernpertanggungjawabkan 

secara baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.""99 

Bagi seorang pekerjalbumh kehi1angan pekmjaan merupakan sesuatu hal yang 

sangat besar pengaruhnya baik bagi pekerjaJburuh maupun bagi keluarganya, karena 

9ll Leonard J Theberge, "Law and Economic Development," Journal of lntcmaclonal Law and 
Policy (Vol 9: 231, 1980): 232. (Dikutip dari Ennan Rajagukguk, Hukum Pembangunafl, (Jnkmia: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia., 20()5), hlm.l57_ 

99 Ibid,, hlm.26. 
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dengan berakhimya hubungan kelja berarti pekeljalburuh kehilangan mata 

pencariannya dun merupakan awal dari penderitaan pekeljafbwuh apala,gi jika tidak 

segera mendapelkan pekeljaan yang baru untuk menggantiken pekeljaan yang lama 

temebut 

B. Bak-hak karyawan yang terkena Pemutusan Hubuogan Kerja Karen.a 

Kesalaban berat 

Untuk mengunmgi beban pekeljafburuh yang mengalami pemutusan hubungan 

kerja temebu~ make Undang-Undung menetapkan dan mengharuskan peng\Jsaha 

untuk memberikan uang pesangon, uang penghacgaan masa kerja dan uang 

penggantian hak 

Menurut A Ridawan Halim uang pesangon tersebut adalah : "Uang yang 

diberikan kepada buruhlpegawai pada waktu terjadi pemutusan hubungan kelja oleb 

pihak majikan/perusahaan yang berdasarkan larnanya masa keija yang telah ditempuh 

oleh buruhlperusahaan yang bersangkullln dan besar imbalan per jam (c.q gaji tiap 

butan}".100 

Dengan terjadinya pemutusan hubungan ketja tersebut maka pekerja!buruh ak:an 

mendapatkan sejumlah uang pesangon dari pihak perusahaan temapat ia bekerja 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

yaitu: 

(!) Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kelja, pengusaha diwajibkan 

ruembayar uang pesangon dan uang penghargaan rnasa kerja dan uang 

penggantian hak yang seharusnya diterima. 

(Z) Perhitungan uang pesangon sehagaimana dimaksud pada ayat (!)paling sedikit 

sebagai berikut ; 

a. masa kerja kurang dari I (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 

100 A Ridawan Halim, op. cit., hlm.l42-l43. 
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b. masa kerja I (saw) tabun atau lebih rel>pi kumng dari 2 (dua) tabun, 2 (dua) 

bulan upab; 

c. masa kerja 2 (dua) tabun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, tiga (tiga) 

bulan upah; 

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 

(empat) bulan upab; 

e. masa kerja 4 (empat) tabun atau lebih tetapi kunmg dari 5 (lima) tabun, 5 

(lima) bulan upab; 

f. masa kerja 5 (lima) tabun atau lebih tel>pi kumng dati 6 (enam) tabun, 6 

(enam) bulan upah; 

g. masa kerja 6 (enam) tabun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 

(tujug) bulan upab; 

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tempi kumng dari 8 (delapan) tabun, 8 

(delapan) bulan upah; 

l. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upab. 

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kel.ja sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (I) ditel>pkan sebagai berikut: 

a masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tabun, 2 (dua) 

bulan upab; 

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 

(dua) bulan upah; 

c. rnasa kelja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) 

llthun, 4 (empat) bulan upah; 

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih telltpi kurang dari 15 (lima belas) 

tahun, 4 (empat) bulan upah; 

e. masa kerJa 15 (lima bolas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan 

belas)tahun, 6 (enam) bulan upah; 

f masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih telaPi kurang dari 21 (dua 

puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
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g. mass. kelja 21 (dua puluh saw) tahun atl.u lebih tetapi karang dari 24 (dua 

puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun a1au lebih, lO (sepuluh) bulllll upah. 

(4) Uang panggantian bak yang seharusnya diterima suhagaimana yang dimaksud 

pada ayat (I) meliputi : 

a • cuti tahunllll yang belum diambil dan belum gugur; 

b. biaya a1au ongkas untuk pekeljalburuh dan keluarganya di mlllla tempat 

pakarjalburuh diterima bekarja; 

c. penggantian perumahan dan pengobatan dite1apkan l5"A. (lima belas 

perseratus) dari uang pesangon dan uang pengbargWl masa kerja bagi yang 

memenuhi syamt; 

d. hal-hal lain yang dite1apkan dalam perjanjian kerja a1au perjanjian keija 

ben;ama. 

(5) Perubahan penghitungan uang pesangon, perhirungan uang penghargaaan masa 

kerja, dan uang penggantian hak sebagairnana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4) dire1apkan dengan peratul'll!l pemerin!ah. 

Iika diarnatin dengan seksama, temya1a ada kelentahan atas Sural Keputusan(SK) 

Direksi PT.Taspen (persero) hagi ketiga mantan karyawan PT.Taspen (pezsero) yang 

meoerima Surat Keputusan Direksi yang mernberhentikan mereka sebagai karyawan 

perusahaan.Kelemahan temehut yaitu dalam Ba1ang Tubub Sural Keputusan Direkai 

PT.Taspen (Persero) tidak disehutkan menganai Hak-hak Ksryawan yang 

diberhentikan, mhelnya : Uang pesangnn, tunjangan-tunjangan, maupun bak-hak 

lainnya yang wajib diberikan oleh Perusahaan kepada mantan karyawan PT.Taspen 

(Pernero) tersebut, yang ada hanyalah Da1a Karyawan dan susunan ke1uarga dari 

masing-masing ketiga mantan katyawan tersebut 
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Drs.Sardju dan Yulianto Ujang, 

disebutkan bahwa mereka tidak mendapatkan uang pesangon namun mereka 

mengatakan bahwa mereka be.rbak mendapatkan Tunjangan Hari 

Tua,Jamsostek.Uang Pensiun. akan tempi mereka belum mengurus administcasi 

pengajuan-pengajuan untuk mendapatkan hak·hak mereka tersebut karena posisi 

mereka yang dalam tahanan dan status mereka yang Tahanan Lembaga 

Permasyarakatan Pnledang Bogor akan tetapi mereka pesimis akan mendapetkan 

Hak-hak rnereka tersebut dikarenakan dalam Sural Keputusan Direksi (SK) Direksi 

PT.Taspen (Persero) dalam Pasal 2 eda Tuntutan dari Pemsahaan untuk membayar 

Tuututan Ganti Rugi (TGR) yang beaarannya berbeda-beda 

Dalarn Pasal2 Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persem) unfJJk Drs.Sardju 

berbWlyi: 

"Tuntull!n Ganti Rugi (TGR) dengan mengemhalikan uang 

perusahaan sebesar Rp.I99.632.325 ( Seratus Sembilan Puluh sembilan 

Juta Enam Ratus tiga puluh dua tiga ratus dua puluh lima rupiah)" Im 

Pasal 2 Sural Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) untuk Benny Rajagakguk 

berbunyi: 

"Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan mengembalikan uang 

perusahaan sehasar Rp.220.276.275.· (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua 

Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)."102 

Dikarenakan adanya Tuntutan Ganti Rugi yang mesti dibayarkan oleh ketiga mantan 

karyawan tersebut, berdasarkan basil wawancara secara lisan dengan Kopala Cabang 

PT.Taspen Bogor Bapek Dodi Susanto, ketiga mantan karyawan PT.Taspen tersebut 

dapat membayar Tuntutan Ganti Rugi yang tertera dalam Pasal 2 Surat Keputusan 

101 Pasal 2 SKDireksi PT. T aspen (Persero) Nomor: SK -041DIRIUP "8/2007 atas nama : 
Drs.Simlju 

mPasal2 SK.Olreksi PT"Taspen (Perscro) Nomor: SK-OJJDIRIUP.B/2007 atas ntuna: 
Benny ll.Ajagukguk. 
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Direksi PT.Taspen (Persero) dengan dibayar Tunai kepada PT.Taspen (Persero) atau 

dengan cara dipotong lang;ung atas Tunjangan Hari Tua, Uang Pensiun narnun 

semua ifll belum ada keputusan dan persetujuan lebih Ianjut tlari Dev.an Direksi 

PT. Taspen dengan Ketiga mantan Karyawan PT.Taspen (peniero) tersebut. 103 

Hal ini bemrti, andai kala ada keputusan dan perseflljuan lebih lanjut tlari 

Dewan Direksi PT.Taspen, maka ketiga manbln karyawan PT.Taspen (peniero) 

tersebut sama saja mereka tidak mendapatkan bak-hak mereka, karena Tunflltan Ganti 

Rugi ternebut ibarat Hutang yang HARUS merekn lunas~ dan juga Selain ada 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Perusabaan, ketiga mantan karyawan PT.Taspen 

(Persero) akan juga mengbadapi vonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi, dan 

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum berupa Uang Pengganti karena ketiga mantan 

knryawan PT.Taspen (Pernero) ini didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi uang 

negara. 

Adapun bunyi Amar Putusan Pengadilan Negari Bogar untuk : 

2008 

2008 

l. Drs Sardju yaitu: 104 

"Menjatuhkan Pidana selama I (satu) tahun penjara potong mma 

tahanan." 

2. Benny RajagukgakSE yaitu='" 

a. "Menjatuhkan Pidana selama 2(dua) rahun dan 6(enam)bufan potong 

masa tahanan. " 

b. "Pidana denda sehesar Rp.50.000.000.-(limapuluh juta) subsidair 

3{tiga)bulan kunmgan. " 

c. "Menghukum untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.36.000.0000.­

(tigapuluh enamjuta mpiah) subsidair 2(dua)bulan penjara." 

IP5 Wawoncam lisan tanggal6 Junl2008 diKanlor Cabang BogorPT.Taspen (Persero) 
tw Putusan Pengedil1m Negeri Bogor Nomor 342/PID.BJ20071PN.Bgr tanggall4 Mn.rct 

105 PutusanPengadilan Ncgeri Bogor Nomor; 3411PIDJ312007/PN.Bgr tauggall9 Maret 
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3. Yulianto Ujang Fibisono yaitu:~~'16 

a. "Menjatuhkan Pidana selama 2(dua) tahun dan 6(enam)bulan polong 

masa tahanan. n 

b. "Pidana denda sehesar Rp.50.000.000.-{limapolub }uta) subsidair 1 (dua) 

bulan kunmgan. " 

c. "Menghukum untuk membayar Uang Pengganli sebesar Rp.69.000.0000.­

(enampuluh ,embilan juta rupiah) subsidair 3 (tlga} bulan penjara." 

Atas Putusan Pengadilan Bogor tersebut Para Jaksa Penuotut Umum dari masing· 

masing terdakwa menyatalwt Keberatan dan mengajukan Banding ke Pengadilan 

Tinggi di Bandung dengan alasan tidak sesuai dengan Sura! Tuntutan yang dibuat 

oleb Jaksa Penuntut Umum. 

Namun, dikarenakan Sural Keputusan Direksi PT. Taspen (Pernero) teiSebut 

tidak sesuai dengan Keputusan Majelis Hakim Mabkamab Konstitusi Nomor: 

012/PUU-J/2003 taoggal 26 Oklober 2004, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 

daa Transmigmsi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HKII/2005 ten1ang 

Putusan Mabkameb Konstutusi atas Hak Uji Materil Undaag-undaag Nomor 13 

Tabun 2003 Ten tang Ketenagakeljaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara 

Repnblik Indonesia Talmn 1945 daa Ielah dimuat dalam Berita Negam Nomor 92 

Talmn 2004 tanggal 17 Nopember 2004 maks Sural Keputusan Direksi 

PT.Taspen(persero) tersebut dapat disebut cacat hukurn, daa ketiga mantan 

Karyawaan PT.Taspen (Persero) dapat mengl\jukan Gugatan Perdata ke Pengadilan 

Umum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil atas Pemutusan Sepihak: 

oleh Direksi PT.Taspen (P""'ero) yang dijatuhkan sebelwn adanya vonis majelis 

hakim yang bersifut Incracht daa tidak menjunjung Asas Praduga Tidak Ben;alab 

yang merupakan Asas dasar dari penegakan hukurn di Indonesia daa berlaku 

UniversaVumum. 

h~. Putusan Pengadile.n Negeri Bogor Nomor: 3401PID.BI20071PN.Bgr umggal 14 Maret 
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Dari uraian-umisn yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya,dan un!uk 

menjawab rumusan masalab dahuu penulisan tesis in~ maka dapat disimpulkan hal­

hal sebagai berilrut 

l. Mekanisrne Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Bernt sama seperti 

mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja lainnya dengan melewati Prosedur 

Pernutusan Hubuugan Ketia menwut Undang-undang Nomor 13 Tabun 2003: 

I. Sabelumnya semua pibak (pengusaha. pekeijalburuh, serikat 

peketiafserikat buruh) lulrus melalrukan upaya unfnk menghindari 

tetjadinya Pemutusan Hubungan Kerja~ 

2, Bila tidak dapat dihindari, pengusaba dan serikat pekerja/serikat burub 

atau pekerjalburuh rnengadakan perundingan; 

3, Jika perundingan berbasil, buat persetujuan bersama; 

4, Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapen 

disertai dasar dan alasan-alasannya kepada lembaga penyelesaian 

perselisiban hubungan industrial; 

S, Selama belum ada penetapan/putusan dan lembaga penyelesaian 

pernelisihan hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan 

segala kewajiban masing-masing. Di mana pekerjalburuh tetap 

menjalankan peketjaannya dan pengusaha membayar upah. 

Namun ada Persyaratan lain yang barus dipenuhi pengusaha khususnya dalam 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesala.han Berat yaitu perlu 

adanya bukti pendukung. (Pasal !58 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003): 
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a. Pekerjalburuh telfl!ngkap Iangan; 

b. Ada pengakuan dari peketjalburuh yang bersangkatan; atau 

c. Bukti Jain berupa Japnran kejadian yang dibuat o1eh pihak yang 

berwenang di perusehaan yang bersangkutan dan didukung sekurang­

kurangnya 2 (dua) orang saksi 

Dari penjelasan diatas. dapnt dikatakan behwa apehila pihak 

pengusahalmajikan ingin melekukan pemutusan hubungan ketja temadap pihak 

buruh yang beketja pada mereka, pihak pengusaha/majikan haruslah memiliki 

alasan-alasan serta didukung bukti-bukti yang bersuat menguatkan untuk 

dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja serta dikarenakan adanya Keputusan 

majelisHukimMahkamahKonstitusi Nomor: 012/PUU-1/2003 tangga1 26 

Oktober 2004, serta Sura! Edamn Menteri Tenaga Kerja dan Tnmsmigrnsi 

Republik Indonesia Nomor: SE -13 I MEN I SJ-HK I l/2005 Tentang Putusan 

Mahkamah Konstutusi alas Huk Uji Materil Undang;mdang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakeljaan terhadap Undang-undang Dasar Neglll11 Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 

2004 tanggal 11 Nopember 2004, maka Setiap Pernutusan Hubungan Kerja Karena 

Kesalahan Berat, haruslah mernperoleh Keputusan Hukim yang bernuat 

Incrahltetap dan apabila Kazyawan tersebut dalam masa tahanan/ditahan oleh 

pihak Kepnlisian maupun Kejaksaan, dalam renggang waktu 6(enam) bulan 

kedepan, karyawan tenlebut masih berhak rnendapatkan Huk-hak mereka. Serta 

status mereka masih karyawan/buruh sampai ada Keputusan Hukim yang bersifut 

Tetap arau telah melewati masa 6 ( enam) bulan baru karyawan /huruh ternebut 

<bpat di lakukan Pemutusan Rubungan Kerja. 

2. Pernutusan Hubungan Kelja yang dilakukan oleh Direkai PJ.Taspen (Pernero) 

dengan memberikan Surat Keputusan Direksi tentang Hukuman Disphn Sangat 

Berat berupa Pernberhentian dengan Hormat tidak atas pennintaan sendiri sebagai 

karyawan perusahaan kepada ketiga mantan karyawan ternebu~ Surnt Keputusan 
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Direksi PT.Taspen tersebut tidal<: sejalan dengan Kepulusan Majelis Hakim 

Mahkamah Konstilusi Nomor: 012 I PUU -rt 2003 tanggal 26 Oktober 2004, 

serta Surat Edaran Menteri Tenaga KeJja dan Tmnsmigrasi Republik 

Indonesia Nomor: SE-13/MENISJ-HK/112005 tentang Putusan Mahksmah 

Konstutusi allis Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketanagakeljaan Terl!adap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan relah dimuat dalam Berita Nagara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 

17 Nopember 2004 yang berbunyi: 

I. Mahkamah Konstitusi menyatakan bah..,. Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang KetenagakeJjaan, khusu.< Pasal !58 ;Pasal !59 ; 

Pasal 160 ayat (I) sepanjang mengenai anak kalimat " .... bu/ran aliJs 

pengaduan pengusahn "; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat 

" .. .Pasa/ 158 ayat (1} ... "; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak 

kalimat .... Pasa/ 158 ayat (J) ... "Pasall86 sepanjang mengenai anak 

kalimat u ... Pasa/ 137 dan Pasal 138 ayat (1) ,. .. u tidak mempunyai 

kekuai/Jn hu.kam mengikal., 

2, Sehubungan dengan hal ternebut butir I rru1ka Pasal-pasal Undang­

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakeJjaan yang 

dinyatakan tidak mempunyat kekuatan hokum mengikat:,. dianggap 

lidak pel'lwlt ada dan lidak dapat digunakan lagi sebagai dasar 

I acuan Ja/am penyelesaian lmbungan indrutriaL 

3 _ Sehubungan dengan hal tersebut butir I dan 2 di atas, maka 

penyelesaisn kasus pemulusan hubungan ke!ja (PHK) karena 

pekeljalburuh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal -

hal sebagai berikut : 

a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerjalburuh 

melakukan kesalahan berst ( eka Pasal !58 ayat (I), maka PHK 
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dapat dilaknkan setelab ada putusan hakim pidana yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekeijal buruh 

tidak dapat melakeanakan peke<jaan sebagaimana mestinya meka 

berlake ketenroan Pasall60 Undang - undang Nomor 13 Tabun 

2003. 

4. Dalam hal teidapat • akuan mendesak " yang mengakibatkan tidak 

memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, meka penguSaba dapat 

menempuh upaya penye!esaian melalui lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

dan da1nm dasar "menimbang" Sural Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) 

tersebut tidak menggunakau pertimbangan Dasar Hukum Undang-undang Nomor 

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana seharusnya Undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 tersebut wajib dijadikan dasar "menimbang" karena 

Perjanjian Kerja Bernama (PKB) antam Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) 

dengan PT.Taspen (Persero) mengakui babwa Perjanjian Kerja Bersama tersebut 

menjadikan Undang-undang Nomor ! 3 tahun 2003 sebagai satah satu Dasar 

Hukum dalam pemhuatan Petjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebu~ sebingga 

Sural Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) terhadap Ketiga mantan Karyawan 

adalab Cacat Hukum dan tidak menjunjung tinggi asas pmduga tidak bersalab bagi 

ketiga mantan karyawan PT.Taspen (persero) tersebut 

Dalam Proses Sebelum di keluarkannya Sura! Keputusan (SK) tersebut tidak 

ada proses Mediasi ataupun Konsiliasi yang dapat mengakomodir kepentingan 

kedua-belab pihak_ Sural Keputusan PT.Taspen (Persero) mengambarkan bahwa 

Perosahaan telah sewenang~wenang dengan memberhentikan ketiga karyawan 

PT.Taspen (Persero) yang berarti menghentikan sumber nafkah bagi keluarga 

mereka 
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3. Sumt Keputusan (SK) Direksi PT.Taspen (Pemero) dapat saja diajulran ke 

Pengadilan Hubungan Induslrial berdasarlran pasal 82 Undaug-undang Nomor 02 

tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan lndutrial : 

"Gugatan oleh pekerjalhuruh aim! Pemutusan Hubungan Kerja 

sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 1.59 dan Pasal 171 Undang -

undang Nomor J 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan,dapat diajukan 

hanya da/am lenggang waktu I (satu) tnhun sejak diterimanya aiau 

diberitnhukannya keputusan dari pihak pengusaha." 

Namun dalam pasal 83 ayat I Undaug-undaug Nomor 02 tahun 2004 Tentang 

Penyelesalan Hubungan lndulrial : 

(1) "Pengajuan gugattm )tVlg tidak dilampin' rlsafah penyelesaian melalui 

mediasi atau konsiliast, malta hakim Pengadilan Hubungan Industrial 

wajib mengembalikan gugatan kepada pengugaC' 

Sehingga dikerenakan Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Pemero) tidak melalui 

proses Mediasi amu Konsiliasi sebelum ditetaplran dau diseraltlran kepada Ketiga 

mantan Karyawan penerima Surat Keputusan (SK) Direksi PT.Taspen (Pemero) 

maka gugatan pengajuan ke Pengadilan Hubungan Industrial epabila diajukan 

kemungkinan besar akan ditolak oleh majelis Hakim karena sesuai dengan bunyi 

pasal 83 ayat I Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Hubungan Industrial. Sehingga jalan lain yang dapat ditempub oleb ketiga mantan 

karyawan PT.Taspen yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan 

Berat untuk menggugat PT.Taspen (Persero) dapat di ajukan gugamn seeara 

perdata ke pengadilan Umuro tempat dlmana celon tergugat berada. 

B. SARAN-SARAN 

Dari apa yang dibahas dalam penulisan tesis ini.maka Penulis dapat mcnyampaikan 

beberapa sumbangan saran antara Jain sebagai berikut 

L Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 teutang Ketenagakerjaan sebaiknya 

direvisildiperbaiki !<arena sudab ada bebempa pasal-pasal yaitu Pasal 158,pasal 

159, Pasall60 ayat (1), Pasall70, Pasall71 dan Pasal 186 yang berdasarlran 
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Keputusan Majelis Hakim Mahkrunah Konstitusi Nomor: 0!2/PUU-112003 

langgal26 Oktober 2004 dinyaiakan bertenmngan dengan Undang-uodang Dasar 

tahun !945 serta dinyaiakan tidak mempunyai kekualan Hukum mengikat 

2. Agar para pengusaha, Perusahaan maupun Direksil pirnpinan Perusahaan apabila 

hendak melakukan Pemutusan Huhungan Kelja,khususnya karena Kesalahan 

Bera~ agar diperbatikan Keputusan Majelis Hakim Mahkantah Konstitusi 

Nomor: 0!2/PUU-112003 tanggal 26 Oktober 2004, serta Surat Edaran Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ­

HK/1!2005 tentang Putusan Mahkantah Konstutusi alas Hak Uji Materil Undang­

undang Nomor !3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeljaan Terhadap Undang­

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945 sehingga pihak 

Karyawan!Buruh tidak merasa dirngikan alas kepufusan Perusahaan, Pengusaha, 

Pimpinan!Direksi yang mem-PHK mereka sebagai Karyawan,Pekerja/Buruh. 

3, Agar kiranya Surat Keputusan Direksi PT,Taspen (Pcr:sero} perlu dttinjau 

kembali oleh Direksi PTTaspen (pernero) karena ada kelemahan-kelemahan 

yang sangat meruglkan ketiga mantan karyawan PT.Taspen (persero) tersebut 

dan agar di masa yang akan datang PT.Taspen ( Persero) menggunakan Undang­

undan Kerenagakerjaan (Undang-undang Nomor !3 tahun 2003) sebagai dasar 

pertimbangan bukum dalam setiap Surat Keputusan Direksi yang menyanglrut 

tentang Hal-hal yang diatur dalarn Undang-undang Kerenagakerjaan, dan setiap 

hal yang menyangkut karyawan perusahaan. 
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SerikatKaryawan Taspen (SEKATA) Nom;;>r; JAN-10/PIR/2006 

Nomor: !8/SEKATA/2006 
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Jabatan & Organisasi 
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5. Nama 
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Sekjen. Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia 
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Sekjen. Federesi Serikat Pekerja Nasional (dahulu 
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Selatan. 
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a. Ttdak adanya '"'naskah akademis~ yang memberi dasar pertimbangan ilmiah 

perlunya undang-undang a qoo; ----------------·---~-~ 

b. Peoyusunan: UU Ketenagake~aan diwarnai kebohongan publik oleh DPR; -----

2. UU Ketenagake1aan, sebagai salu dari "Paket 3 UU Perburuhan\ dibuat semata­

mats. karena tekanan kepenti01g2n moda! asing dari;>ada kebutuhan nyata buruhl 

peketja Indonesia;----------- ---------~---------

Terhadap alasan..alasan permohonan dimaksud. Mahkamah akan 

mempertimbangkan sebagai berikut: ----------·-------

Menirnhang bahwa meskipun adanya naskah akademis pent!ng untuk membet i 

dasar dan pertimbangan Hmiah bagi satu undang-undang yang dirancang agar tldak 

terjad! salah perhitungan dan kesalahan- logika, keberadaan naskah akademis bukanlah 

merupakan keharusan konstitus!onal dalam proses pembenlukan untfang-undang. Oleh 

karena ilu, ketiadaan naskah akademls RUU Keter:.::.gai<erjaan bokanlah merupakan 

caca~ hukum yang mengakibatkan batalny_? undang-undang a quo sebagaimana 

dldalilkan pa~ Pemohon; -----------~-~----------

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengatakan ada kebchongan 

publik yang direkayasa oleh salah seorang anggota DPR, yaitu adanya Ttm Keel! yang 

seolah-olah mewakili organisasi buruh yang tun.tt serta melakukan konsultasi dalam 

penyuSunan undang-undang a qvo, jikapun benar, hal ltu hanyalah menunjukkan bahwa 

proses penyusunan undang-undang tersebut kurang aspiratif, namun tidak dengan 

sendllinya menjadikan hal dimaksud bertentangan dengan prosedu~ pembentukan 

undang·undang menurut undang-undang dasar. Lagi pula, keikutsertaan masyarakat 

(stakE} flolde!j dalam memberi masukan kepada DPR sebagai sarana penyerap asplrasl 

masyarakat sudah dfanggap ada dafam wujud penyampaian pendapat mela!ui 

demoostrasf~demonstrasi yang te!ah dilakukan buruh pad& saat proses penyusunan 

undang-undang a quo, yang dapat dipandang sebagai penyerapan aspirasi k:aum burnh; ~ 

Menlmbang bahwa keterpautan kepentingan asing dalam pembut;ttan hukum 

satu negara yang dimasukkan melalui persuasi untuk menyeimbangkan kepentingan 

ekonorni pihak yang terkena dampak satu undang-undang, tidak dapat dikalakan 

merup?kan cam pur tangan dalam kedaulatan- satu negara, sepanjang kewenangan untuk 

membentuk undang-undang itu tetap di!akul<an secara bebas dan independen oleh 

pembuat undang undang, tanpa paksaan. tipu daya dan intervensi keKuatan :secara 

• 
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langsung. Kepentlngan modal asing wajar dipertimbangkan secara bebas dan mandiri 

oleh pembual undang-undang dengan mempertlatikan kepentingao nasiona!; ~~--

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan di atas. Mahkamsh 

berpendapat bahwa tidak terdapat cacal hukum secara prosedural yang menyebabkan 

UU Ketenagakerjaan batal dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat, sehingga 

o!eh karenanya, permohonan pengujian formil yang diajukan o!eh para Pemohon harus 

ditofak; ------ -------~----

Pengujian Materil. 

· Menfmbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan UU Ketenagake~aan 

bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pas.a! 28, dan Pasal 33, 

dan secara substansfa! !eblh buruk dari undang·undang sebe!urnnya, dengan argumen· 

argumen yang pada pokoknya sebagai beri~t : -----------~-~~~-----

1. Inti pokok UU Ketenagakerjaan a~alah.rnernbuat mekanisme pasar bekerj~ sebebas~ 

bebasnya dalam konteks perburuhan, di mana buruh · dilihat sem~ta-mata sebagai 

komoditas atau barang dagangan di pasar tenaga kerja yang dipakai kel!ka perlu dan 

dibuang jika tidak menguntungkan lagi, nuansa protektif dar. standar perlindungan 

buruh dalam hukum perburuhan semakin dikurangi dan buruh dibiarkan sendirian 

menghadapl ganasnya kekuatan pasar dan modal, hal mana bertentangan dengan 

Pasat 27 ayat (2} UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "setiap warga negara berhak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"; ~-------------

2. UU Ketenagakerjaan dalarn beberapa pasalnya memasung hak fundamental buruh/ 

pekcrja dan serikat buruhlpekerja, bertentangan dengan Pasal 28 UUO 1945 yang 

menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menge!uarkan pikiran dengan Hsan 

dan tu!isan, ya.itu : --- -----------------~~--~ 

a. Pasal 119 UU Ketenagakeljaan, yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan 

perundingan pembuatan PKB serikal buruh atao pekerja hams dapat membuktlkan 

bahwa serikat perkeljalburuh tersebut memillki jumlah anggota lebih dari 50% dari 

jumlah seluruh buruh/pekerja di perusahaan bersangkutan, kalau tldak serikat 

bunth/pek.elja harus mendapat dukungan !eblh dari 50% dari jumlah. se!uruh 

buruhfpekerja di perusahaan terseb.ut. Hal fnl diartlkan bahwa Pasa! 119 undang­

undang a qUD memberi peluang kepada pengusahafmajikan untuk mengabaikan 

' 
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kewajibannya rT~enghormati hak asasi serikat buruhtpekerja untuk bcrserikal dan 

berkompu! di lingkungan perusahaan yang bersangkutan; ---------

b. Pasal 120 UU Ketenagakerjaan, mensyaratkan bahwa apab!la dalam satu 

perusahaan terdapat lebih dari satu serikal buruh/pekerja, maka yang berhak 

.~ mewaklli buruh da!am melakukan perunllingan PKB adaiah yang mom:!iki enggota 

tebih dari 50 % dari jumlah seluruh buruhlpekerja di perusahaan tersebut, jlkalau 

tidak, dapat bergabung membentuk koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 

50 %, Dan jikalau tidak, seluruh serikat buruh/pekerja bergabung membentuk tim 

yang keanggotaannya dltentukan ser:ara proporslonal berdasarkan jumlah af'lggota 

masing-masing serikat buruhtpekerja; ----------

c. Pasal 121 UU Ketenagake~aan, menentukan batwa keanggotaan serikat 

buruh/pekerja harus dibuktlkan dengan kartu tanda anggota, hal tersebut amat 

merugikan serikat buruhlpekerja yang baru saja tumbuh dan berkembang, 

pembatasan car.a pembuktian mana akan membatasi keleluasaan serikat buruhl 

pekerja untuk mendapatka!'\ hak beraktivitas tennasuk untuk melal<ukan 

perundingan PKB; ~ ---- ----~--·--

d. Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, mewajibkan setlap perusahaan yang 

mempeketjakan 50 orang buruh/pekerja atau !ebih untuk membentuk "Lembaga 

Kerja Sarna Bipartlt", yang terdlri dari wakil pengu~aha dan buruh/peke~a yang 

· difungsikan sebagai "Forum Komunikasl dan Konsultasi~ hal-hal ketenagakerjaan 

di llngkungan perusahaan, haf tersebut sesungguhnya merupakan pengambll 

alihan peran dan tanggung jawab serikat buruhlpekerja untuk melakukan hal-hal 

yang berkaitan dengan hak dan kepentingan buruh dan anggotanya di lingkungan 

perusahaan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUO 1945, dan 

keberadaannya yang bersifat wajib (compulsory) akan mengurangi secara 

signifikan peran dan fungsi serikal buruh/pekerja yang berakibat pada penurunan 

secara besar-besaran keanggotaan serikat buruh/pekerja; -----------

e. Pasai 64 - 66 UU Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang sistem kefja 

"pemborongan pekerjaan~, yang dikenal dengan lstilah "outsourcing" telah 

menempatkan buruh sebagai faktor produksi semata, yang dengan mudah 

dfpekerjakan bita dibutuhkan dan di-PHK ketika Udak: dibutuhkan !agi, ~ehingga 

komponen upah sebagai salah satu biaya (costs) bisa ditekan seminimal mungkin, 

padaha! Pasal33 8Y,Iilt (1) UUD 1945 mengatakan "Perekonomian disusun sebagai 
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usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang diartikan bahwa 

perekonomian kita didasarkan atas demokrasi ekonomi dimana produksi 

dike~akan oleh semua, untuk semua, dengan mengutamakan kemakmuran 

rakyat". Di sinilah ~perbudakan modern~ dan Gegradasi nilai manusia, buruh 

sebagai komoditas atau barang dagangan, akan terjadi secara resmi dan 

diresmikan melalui sebuah undang-undang; 

3. Pasal 158 ayat (1), (2), Pasal 170 UU K~tenagakerjaan telah bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : ftsegala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinyan, hal dimaksud bersifat disi<riminatif 

secara hukum, karena pasal-pasal tersebut membenarkan PHK dengan alasan 

melakukan kesalahan berat yang masuk kualifikasi tindak pidana, yang menurut Pasal 

170 prosedumya tidak per1u mengikuti ketentuan Pasal 151 ayat (3) yaitu bisa tanpa 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industriaL Ketentuan ini 

telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tidak bersalah 

(presuniption r.~ innocence) dan kesamaan -di depan hukum sebagaimana dijamin di 

dalam UUD 1945. Seharusnya bersalah tidakilya seseorang diputus!-:an iewat 

pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang a quo 

melegalisasi tindak pidana di luar pengadilan. Lebih jauh lagi ketentuan Pasal 159 

yang menentukan bahwa : ·apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial", 

sehingga dengan demikian mengalihkan/mencampuradukkan wewenang peradilan 

pidana ke peradilan perdata, yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan pidana; -

4. UU Ket9nagakerjaan secara substansial juga bertentangan dengan standard 

perbun.rhan intemasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO), yang terlihat dalam 

beberapa hal berikut : ---· 

a. Pengaturan tentang mogok kerja dalam Pasal 137 - 145 UU Ketenagakerjaan 

bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak fundamental bun.rh yang 

berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan berserikat dan bero;-ganisasi dan 

untuk melakukan perundingan kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILO No. 87 

dan 98 yang telah dira~fikasi oleh Indonesia. ILO secara tegas menyatB:kan uhak 
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mempekerjakan 50 orang buruh atau lebih, yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan 

konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan yang bersangkutan, tidak perlu 

dltafsirkan meniadakan hak organisasi buruh/pekerja untuk mempeijuangken hak dan 

kepent!ngan buruh/pekelja, karena ;>enunjukan unsur buruh/pekerja yang akan duduk 

dalam forum tersebut dilakukafl secara demokratis, yang dapat ditari1< setiap saat jika 

ternyata bukail kepentingan buruh yang dipertahankan Qaicuu foruri'! koii5u:ta.sl dimu!~u~. 

Olgh karenanya Mahkamah tidak melihat Pasal 106 fersebut bertenlangan dengan U UD 

1945; ---------------------------------------

Menimbang bahwa Mahkamah dap:at menyetujui dalll para Pemohon bahwa 

Pasal 158 undang-undaog a q1.10 berteotangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 

ayat (1} yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukanoya di 

da!am hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kewalinya, karena Pasal158 memberi kewenangan pada pengusaha 

untuk melakukao PHK dengan alasan buruhfpekerJa telah melakukan kesalahan berat 

tanpa due process of Jaw melalu1 putusan pengadilan yang indapenden dan imparsial, 

rnelc,inkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti~bukti 

' yang tidal< pertu diuji keabsahannya menurut hukUm acara yang ber!aku. Di lain pihak, 

Pasa! 160 menentukan secara berbeda bahwa buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak 

yang barwajib karena diduga melat<ukan tindak pidana tetapl bukan alas pengaduan 

pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of 

innocence) yang sarnpai bulan keenarn ma.sih mempero!eh sebaglan <fari hak-haknya 

sebagai buruh, dan apabila pengadilan menyatakan buruhlpekerja yang bersangkutan 

l!dak bersalah. pengusaha wajib rnempekerjakan kemball buruhlpekerja tersebut. Hal 

tersebut dipandang sebagai per!akuan yang diskriminatlf atau berbeda di dalam hukum 

yang bertentangao dengan UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan 

bah~a Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh karena ih.J Pasal 158 harus 

dinyatakan tidak rnempunyal kekuatan huk.um me1iglkat; ~-----

Menimbang bahwa meskipun Pasal 159 menentukan, apablla buruhlpekerja 

yan~ telah di-PHK karena melakukan kesalahan berat menurut Pasal 158, tidak 

meoi3rima pemutusan hubungan ke!ja, peke~alburuh yang bersangkutan dapat 
I . 

menQajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihao industrial, maka di samping 

kete~tuao tersebut melahirkan beban pembuktian yang tidat< adil dan berat bagi 

buruh/pekerja untuk membuktlkan ketidaksalahannya, sebagai pihak yang secara 

• 
Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



ekonomls lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan huk.um yang lebih 

dlbandlng pengusaha, Pasal 159 tentang hal lersebut juga menimbulkan kerancuan 

berplkir dengan mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara 

perdata secara tidak pada tempatnya; ------- ---------·-----

Menimbang bahwa syarnt-syarat yang ditetapkao untuk pelaksanaan hak buruh 

untuk mogok. baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib dan damai 

sebagai akibat gaQalnya perundfngan {Pasal 137}, ajakan mogok !.erhadap buruh saat 

mogok kerja berlangsung dengan tidak melanggar hukom (Pasal 138) maupun syaral­

syarat administratif tentang jaogka waktu pemberitahuan dan lain-lain {Pasal 140- 141). 

yang oleh para Pemohon dfpandang bertentangan dengao standard perburuhan 

intemaSlonal (ILO), Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ketidaksesuaiannya dengan . . 
standard perburuhan intemasionat Hal tersebut disebabkan sejuml.tth pembatasan juga 

diken·al dafam praktek yang diseluju! ILO. Seandainyapun hal itu benar bertentangan 

dengan star.darU ILO ~quod non- maka standard dan norma-norma yang demi1dan 

haru~lah dilihat sebagal bagian dari standard dan norma yang berlaku di Indonesia 

melalui ukuran yang dikenal dalam UUD. i945. Hal itu disebabkan hak asasl l.idak 

dipandang sebagai sesuaru yang berlaku mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

menetapkan bahwa dalam menjalani\an hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang diletapkan dengan undang~undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lafn dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

n11ai-nilai agama. keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyaral!:at demokratis; -

' .. 
Menimbang bahwa walaupuu demikian jika dikaitkan dengan sanksi atas 

palanggaran terhadap Pasal137 dan 138 sebagaimana termuat di datam Pasal i86 UU 

Ketenagakerjaan yang juga terah dlpertimbangkan di atas. Mahkamah berpendapat 

bahwa sanksi dalam Pas at i 86 tersebut tidak proporslonal karena mereduksl hak mogok 

yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin o:eh UUD 1945 dalam rangka kebebasan 

rnenyatakan sikap [Pasal 28E ayat {2) dan ayat {3)1 dan hak untuk mendapat imbalan 

yang adil dan layak dalam hubungan keJja [Pasal 280 ayat (2)]. Pe!aksanaan hak mogok 

yang me!anggar persyaratan·persyaratan yang dltentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 

138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur secara proporsiooai;M-------
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Menimbang bahwa ketentuan Pasal 76 UU Ketenagake~aan yang membed 

syztrat-syarat tertentu bagi buruh perempuan yang bekerja malam, menurul Mahkamah 
' 

justru memberi petiindungan yang perlu bagi buruh perempuan yang dipandang sesuai 

dengan ni!al-nllal yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, yang tfdak harus dillhat dart 

adaoya bias ge-nder yang mengkaitkan perempuan sebagai faktor utama pencetus 

tindakan asusila, melainkan tindakan yang perlu ailakukan menurut niiai-niiai yang di<111Ut 

dalam masyarakat, hal tersebut sama sekali tldak relevan dikai!kan deogan sikap dan 

periakuan yang bersifat diskriminatiFterhadap buruh perempuan; ----------·--~--

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang menyatal<an dari segi ststematika 

dan prosedura! terdapat kerancuan di anfara pasat-pasal UU Ketenagakerjaan, 

Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian merupakan tafsfran dari para Pemohon, 

yang oleh Mahkamah tidal< dllihat secara prinsipil mengandung inkonsistonsl satu dengan 

yang fain dan lfdak bertentangan dengan UUO 1945. Meskipun oleh Pemohon diakui 

bahwa undang-undang a quo membE!ri mandat kepada eksekulif unluk melaksanakan 

undang-undang a quo melalui 5 Undang-undang, 12 Peratutan Pemerintah, 5 Keputusan 

Pre~siden dan 30 Keputusan Menleri, yang dapal diartikan tidak lengkapnya undang-
' . . 

undang dimaksud, keadaan tersebut tidak harus disimpulkan sebegai executive lleavy, 

karena setlap peralUr'dn dapat diuji keabsahannya terhadap aturan yang lebih tinggi. 

Meskipun Ketetapan MPR Nomor 111 Tahun 2000 secara expresis verbiss tidak menyebut 

Keputusan Menteri dalam tata urutan perundang~undangan Indonesia, akan tetapi Pasal 

4 ayat (2) Tap MPR Nomor HI Tahun 2000 tersebut dan pralct1k ketatanegaraan di 

Indonesia, dalam rangka melaksanaKan tugas pemerintahan untuk menjalankan undang~ 

undang, Keputusan Menteri yang mempunyai kekuatar1 hukum mengikat yang bersifat 

umum telah diterinia dan diakui keberadaannya. Walaupun Tap MPR Nomor til Tahun 

2000. tersebut tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang~undang Nomor 10 

Ta~.un 2004 tentaog Pembentukan Peraturan Perudang~undangan pada tan.gga! 2.2 Juni 

20o4, Pasal56 UU a quo, menyatakan, ~semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, 

Keputusan Gubemur, Keputusan Bupati/Walikota, atau Keputusan Pejabat lainnya 

~9bagaimana dimaksud Pasal 54 yang sifRtnya mengatur yang sudah ada sebelum 

undang-undang ini berlaku harus dibaca peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang lnl";--------------- --·-~. -,------

Menimbang bahwa adanya dalil yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan 

yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU Ke!.enagal<e~aan 

• 
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yang dlsahkan o!eh Sidang Paripuma OPR R.l tanggal25 feOruari 2003, o1eh Mahkamah 

dipandang tidak dapal dibukt1kan secara sah oteh para Pemohon, sehingga harus 

dikesampingkan: ---------------

Menimbang bahwa dengan uraian pertlmbangan tersebul di atas, Mahkamah 

berpeodapat bahwa permohonao para Pemohon dapat CJikabulkan uniuk sebagian, yaitu 

sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah tni, dan akan menolak 

permohonan para Pemohon yang selebihnya, karena dipandaog tidak cukvp beralasan;-

Memperhatikan Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 

24 Tar.un 2003 tentang Mahkarnah Kontitus1; ---- ----

MENGADILI: 

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; --------

Menyatakan Undang·undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan:-----------------·----·--·~·-·-----~·-·--·~---~---

• Pas a I 158; ··------------~---··-n•·----------·-------··-············-------

• Pasal 159 ;------~-----·------·--··---------~--····-···············--··--
• Pasal160 ayat (1) sepanjang mengcnai anak kalimat " .... bukan atas pengaduan 

pengusaha ..• '';----~-------~----··---------------··-····-···-·····-···----

• Pasal170 sepanjang mengenai anak kallrnat " .... kecuali Pasa/158 ayat (1), ..... ;-

• Pasal171 sepanjang menyangkut anak kalimat " .... Pasal158 ayat (1) .•. ";---·--·-

• Pasat 186 scpanjang mengenai anak kalimat " •••. Pasa/137 dan Pasaf 138 ayat 

bertentangan dengan Undang-Undang Oasar Negara Republlk indonesia Tahun 

1945; ------------------·-·-··-··-·--

Menyatakan Pasal 158; Pasal159; Pasal 160 ayat (1} sepanjang mengenai 

anak kaUmat <~ •••• bukan atas pengaduan pengusaha ... "; Pasal 170 sepanjang 

mengenai anak kalimat " .... kecuafi Pasal 158 ayat {1) ... "; Pasal 171 sepanjang 

menyangkut anak kalimat ~· .... PaSal 158 ayat (1) .. /'; dan Pasal 186 sepanjang 

mengenai anak kalimat " .... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat {1) •.. " Undang~undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang K:Gtenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat; ----------------~---------------
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Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; -------------------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebul di alas 

tentang pokok perkara dalam Sidang Plena Rapal Permusyawaratan Hakim Konstitusi, 

telah mengambil putusan terhadap permohonan para Pemohon a quo dengan 2 (dua) 

orang Hakim Konstitusi mengajukan pendapat berbeda; --------------------

PENDAPAT BERBEDA {DISSENTING OPINION). 

Hakim Konstitusi : Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan 

Prof. Dr. H. M. laica Marzuki, S.H. 

1. Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstttusi NKRI benar­

benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia "(HAM) melalui 10 

(sepuluh) pasal HAM yang ter~ntum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 2eJ, 

sehingga lebih memperkokoh paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh 

Pembukaan UUD 1945;- -----·------ -----

2. Akan tetapi, sungguh disesalkan bahwa pembaharuan undang-undang di bidang 

ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) justru kurang ramah 

kemanusiaan dan kurang memberi pengayoman (proteksi), khususnya terhadap 

buruhltenaga kerja, seperti ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tercantum dalam 

undang-undang a quo, antara lain: ----

• Kebijakan aoutsourcingnyang tercantum dalam Pasal64- 66 UU Ketenagakerja~a'ri 
telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu. 

. . ' -
dapat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) dan men-dawngrading-l<a"if_ 

mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif 

terhadap buruhfpekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan 

paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 

dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; --------------

• Kebijakan yang tercantum dalam Pasal119, Pasal120, Pasal121, dan Pasal106 

UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan 

Perjanjian Kerja B·arsama (PKB) bagi serikat buruhtserikat pekerja, merupakan 

kebijakan terselubur.g guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan 
' 
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hak-haknya dan mereduksi hakikat k:ebebasan berserikaUberorganisasi bagi 

buruh/peke~a seperti yang dijamin oreh Pasal28 UUD 1945; ------------------

• Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung 

mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang 

lercantum dalam Pasal 137 sampai 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh 

ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruhfpekerja dan 

serikat buruhfpekerja dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 

kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pada hakikatnya merupakan 

pengekangan hak dasar universal perjuangan buruhfpekerja dan serikat buruhf 

serikat pekerja (vide Pasa1140 UU Ketenagake~aan): -------------------

3. Selain hal-hal yang bersifat substansial seperti tersebut di alas (uji materiil UU 

Ketenagake~aan), kiranya dari sudut pengujian formil perlu dipertimbangkan 

kemungkinan untuk dikabulkan. UUD 1945 memang tidak memuat secara rinci 

prosedur (tala cara) pembentukan sebuah undang-undang, karena akan diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 22A UUD 1945). Undang-undang yang 

dimaksud adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan pada tanggar 22 Juni 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesi-'3 Nomor 4389), sehingga belum dapat dijadikan dasar 

hukum prosedur pembentukan UU Ketenagake~aan yang diundangkan pada tahun 

2003. Telapi seyogyanya untuk menilai apakah prosedur pembentukan UU 

Ketenegakerjaan sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, perlu menyimak 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, seperti 

ketentuan dalam Algemene Bepafingen van Wetgeving voor fndonesie (AB, Stb.1847: 

23), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD 

yang lahir atas perintah UUD 1945 yang kemudian juga memerintahkan pengaturan 

lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR (yang memuat ketentuan tentang 

naskah akademik), dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 jo Keputusan 

Presiden Nomor 44 Tahun 1999. Selain itu, juga haru~ mempe:rh~likan asas-asas 

umum peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas tujuan yang jelas, asas 

lembaga yang tepa!, asas perlunya pengaturan, dan asas dapat dilaksanakan, yang 

temyata kemudian asas-asas tersebut diadopsi oleh Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2004 dan bahkan ditam_bah antara lain dengan asas keadilan dan pengayoman 

(vide Pasal 5 dan Pasal 6); -------
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4. Berdasarkao uraian tersP.but di atas, maka se:harusnya yang dikabulkan dari 

permohonan a quo leblh banyak dari pada sekedar yang disebutkan dalam amar 

pulusan Mahkamah; ----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapal Plena Permusyawaratan Ha!dm Konstitusl 

pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2004, dan diucapkan dalam Sidang P!eno 

Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari lni, Kamis tanggal 28 

Oktober 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H selaku Ketua merangkap 

anggota dan didampingi o!eh Prof. Or. H. M. Laica Marzuki. S.H., Prof. H.A.S. 

Na•abaya, S.H., LLM., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad 

Roestandi, S.H.,. Or. Harjono, S.H., MCL., I Oewa Gede Palguna, S.H., M.H., 

Maruarar Siahanii, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dan 

dibantu ofeh lriyono Edy 8udhiarto, S.H. sebagai Panltera Penggantl, dengan dihadirl 

oleh Para Pemohonl Kuasanya. beserta wakit dari Pemerintah; --~M--·~--------M--

K e t u a, 

ttd 

Prof. Or. Jimly Asshiddiqie, S.H. 

Anggota-anggota, 

tid ttd 

Prof. Dr. H. M. Laica Marzukl, S.H. Prof. HAS. Natabaya, S.H., LLM. 

ltd ltd 

Prof. H.A. Mukthfe Fadjar, S.H.,MS. H. Achmad Roestandi. S.H. 

ttd ltd 

Dr. Harjono, S.H., MCL I Oewa Gede Palguna, S.H.,M.H. 
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Maruarar Siahaan, S.H. 
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Panitera Pengganti, 

ttci 

ttd 

Soedarsono, S.H. 

Triyono Edy Budhiarto, S.H. 
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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
ANTARA 

PTTASPEN (PERSERO) 
DENGAN 

SERIKATKARYAWANTASPEN 

NOMQR: JAN· IOID!l;!JZ006 
NOMOR: 18/SEKA TAJ2006 

MUKAD!MAH 

Dalam Negara Pancasila, hubungM antara Pengusaha dengan Peketja barus menunjukkan 
realitas hubungan industrial, yang pada inlinya meqjamin keserasian dan lreselan1S811 
huhungan antam Pengusaha dan Peketja dengan kela.ngsungan pembangunal!. Dalam 

membina, memelihanl, dan menjamin kemantapan huhungan industrial dalam arti luas di 
dalam peruaahasn didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang 
Nomor 13 Tahll!l2003. 

PT T ASPEN (PERSERO) sebagai parusahaan milik negara, yang di dalamnya 
meoweketjakan sejumlah louyawan. secara langsung atau tidak langsllllg di dalam 
pelaksanaan kegiatan· perusahaan tetjadi saling huhuog!Ul antara karyawan dengan 
perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dan dalam kedudukannya sebagai 
perusahaan mitik angara, PT TASPEN (PERSERO), secam moral bnrkewajiban mentl!)jukan 
realitas hubungM industrial yang diharapkan · 

Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) dalam fungsi.nya sebagai mediator antam kepentingan 
karyawan dan parusahaan, yang keberndaannya telab didallarkan ke Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Repubtik Indonesia, maka dengan didorong oleh itiked balk serta 

memperbatikan tujWlll akhir yang hendak dicapai dwi hulruogan industrial, dan sebabangan 
. meningkatnya kesadaran atas hek dan kewajihan karyawan dan perusahaan untuk 
mewujudkan kesejahteraan melalui pelaksanaan kegiatan perusahaan, perlu menata dengan 
haik huhuogan industrial di lingkungan internal PT TASPEN (PERSERO) yang bermonis 
dan dinamis agsr tercipta sinergi yang mengsrah kepada peoingkanm kesadanan untuk 
melaksanakan tugan dan tanggung jawab demi pengembangan perusah!l81l yang selanjutnya 
diwujudkan melalui Perjanjian Ketja Bersama (PKB) berdasarkan proses musyawarah dan 
mufakat. 

Pembin!l81l hubungan industrial dalarn setiap aspak pelaksanaan kegiatan perusahaan antara 
perusahaan dengan karyawan yang terurai seeara rinci di dalam Petjanjian Ketja Beraama, 
akan diwujudkan bnrdasarkan prinsip-prinsip yang saling menghonnati dan menghargai 
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kebersamaan yang sating menguntungkan. 

Dengan adanya Perjanjian Keija Bersama inl, diharapkan akan tercipta kemitraan bersifat 
kekeluargaan dan gotong royong, keseimbangan petwUjudan antara bak dan kew'liiban 
perusahaan dan karyawan di dalam konteks pelaksanaan kegiatan perusallaan, serta adanya 
peluang yang kondusif untuk meningkatkan berbagal hal yang diperlukan berkaltan dengan 
pelaksanaan kegiatan perusahaan balk di pibak karyawan maupun di pihak perusahaan demi 
terwujudnya kesejabteraan di dalam suasana yang berkeadilan. 

Menyadari hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas, maka Direksi yang mengatasnamakan 
perusahaan dan Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) yang mengatasnamakan karyawan, 
dengan kesungguhan dan itikad baik, sepakat untuk mengadakan PerjaJ!iian Kerja Bersama 
(PKB) dengan luu:apan ~agai hal yang diatur di dalamnya dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya untuk lcepentingan bersama antara karyawan dan perusahaan. 

Pada hari ini, senin tanggal t1ga belas , bulan November .. tahwi dua ribu enam 
( 1 J. 11- 2006), di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini : · 

I. PERUSARAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANA TABUNGAN DAN 
ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (PERSERO), yang 
didirlkan dengan Aleta Nomor : 4 tanggal 4 Januari 1982, dibuat dibadapao 
Ny. !mas Fatimah, Sarjana Hukum, Notarls di Jakarta, dan telall didaftarka.n di 
Pengadilan Negeri· Jakarta Pusat Nomor : 547 tanggal 4 Februari 1983, yang te1ah 
mengalami beberapa kali peruballan terakhlr dengan Aleta Nomor : 53 tanggal 
17 Maret 1998, dibuat dibadapan Ny. Imas Fatimah, Sacjana Hukum, Notaris dl Jakarta, 
dan telab .diperbaiki dengan Aleta Nomor : 10 tanggal 2 Juli 1998 yang dibuat 
dibadapan Zulkifli Harahap, Sacjana Hulrum, Pengganti dari Ny. Jmas Fatimah, Sllljana 
Hukum, Notaris di Jakarta dan telall diumumkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor : 31 tanggal 16 April 1999, Tambahan Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor : 2207 tanggal 16 April 1999, yang berketindukan di Jakarta, 
berkantor di n. Le~end. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalarn perbuatan 
lrukum ini diwakili secant salt oleh ACHMAD SUBIANTO, yang bertindak dalam 
jabetannya selaku Direktur Utama PT TASPEN (PERSERO), selanjutnya dalam 
Peljanjian ini disebut PERUSAHAAN; 

IL SERIKAT KARYAWAN PERUSAIIAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI yang selanjutnya 
disebut SERIKAT KARYAWAN TASPEN atau disingkat SEKATA, yang didirlksm 
pada tanggal 28 September 1998, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Tenaga 
Kelja Republik Indonesia Nomor : Kep-43 1/M/BW/2000 tentang Pendaftaran Serikat 
Karyawan Taspen (SEKATA) tanggal 14 Juli 2000, berkedudukan di Jakarta, 
R. Letjen. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam perbuatan bukum ini diwakili 
secant sah oleb DODI SUSANTO, selaku Ketua Umum Dewan Penguros Pusat Serikat 
Karyawan Taspen (SEKATA), selaJ!iutnya dalam Perjanjian ini disebut SEKATA; 

PERUSAHAAN dan SEKATA sepakat ballwa yang menjadi dasar hukum pembuatan 
Perjanjian Kacja Bersama ini adalah : 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



l. Undang-undang Nomor I 8 tabun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO mengenat 
berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama; 

2. Undang-undang Nomor 21 rabun 2000 tentang Serikat Peke~a; 

3. Undang-undang Nomor 19 tabun 2003 tentang Badan Usaba Milik Nngara; 

4. Undang-undang Nomor 13 tabun 2003 tentang Ketenagak~aan; 

5. Undang-undang Nornor 2 tabun 2004 tentang Penyelesaian Perselisilian l:lubungan 
' Industrial. 

Berdasarl<an Peraturan Perundang-undangan tersebut di alas PERUSAHAAN dan SEKATA 
sepakat untuk mengikatkan diri dalam Peljanjian Kelja Bersama, sebagai berikut : 

BAB I 
UMUM 

Pasall 
Pengertian 

Dalam Perjanjian K~a Bersarna ini yang dirnakaud dengan : 

1. l'erjanjian Kerja Be.,.ama (PKB) adalah p~anjian yang rnerupaban basil 
perundingan antara Serikat Karyawan Taspen (SEKA TA) dengan PT T ASPEN 
(PERSERO) yang memuat syarat-syarnt ~a, hak dan kewajiban kedua belah pihak; 

2. l'ERUSAHAAN ndalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dana Tahungan dan 
Asuransi Pngawal Negeri yang didirikan dengan Akta Notaris lrnas Fatirnah, Saljana 
Hukum, Nomor : 4 tanggal 4 Januari 1982 dan te!ah didaftarkan di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat Nomor : 547 tanggal 4 Febrnari 1983, yang telab mengahuni beberapa kall 
perubahan terakhir dengan Akta Notaris lrnas Fatirnah, Saljana Hukum, Nomor : 53 
tanggal 17 Maret 1998 dan telah diperi>aiki dengan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 
2 Juli 1998 yang telab dibuat oleh Zulkiffi Ha!llhap, Saljana Hu.kum, Pengganti dari Imas 

Fatimall, Saljana Hukum. dan telah diumumkan dalam Berita Nngara Republik Indonesia 
Nomor : 31 tanggal 16 April 1999, Tambaban Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor : 2207 tanggal 16 April 1999, yang berlredudukan di Jakarta, berkantor di 
Jl. Letjend. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat; 

3. Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) ndalah organisasi serikat karyawan 
PT T ASPEN (PERSERO) yang didirikan pada tanggal 28 September 1998, 
berlredudukan di Jakarta, Jl. Leyen. Suprapto Cempaka Putih Jakarta, yang disahkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomar : 
Kep-431/M/BW/2000 tentang Pendaftaran Serikat Karyawan Taapen (SEKATA) tanggal 

14 Juli 2000; "1y n 
~~- p- .~ 
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4" Direksi adalah seluruh Anggota Direksi selaku pengurus PERUSAHAAN; 

S" Demosi adalah penurunan tingkat golongao dan/atau jahatan yang dapat diikuti dengan 
pembebasan jabatan karena melakukan pelanggaran disip!in yang mengakibatkan 
tanggungjawab dan penghasilan berlrurang; 

6" Formasi adalah jum!ah posisi yang diper!ukan pada tiap unit organisasi berdasarkan 
kehutuhan dan pertimbangao strategi PERUSAHAAN yang menggambarkan golongan, 
area karir, jalur karir, dan jenjang karir; 

7. .Jasa Produksi adalah imbalan jasa yang dibarikan kepada calon karyawanlkaryawan 
atas perolahan laba "PERUSAHAAN; 

8. G<llongan Awal adaJah golongan yang diduduki oleh karyawan setelah diangkat menjadi 
calon karyawan; 

9. Jabalan Fungsional ada!ah jahatan yang dibarikan kepada karyawan yang bekerja 

berdasarkan keahlian atau keternmpilan tertentu yang dipersyaratkan sehingga manapu 
melakukan tugas sesuai dengan fungsinya dalarn PERUSAHAAN; 

I 0. IIukuman disiplin adalah hulruman yang dijatuhkan kepada karyawan karena 
melanggar peraturan disiplin karyawan; 

ll. Karir ada!ah pangembanganlpeninglrutan karyawan dahnn jabatan dan/atau golongan 
yang dapat dicapai selama masa kerja di PERUSAHAAN; 

12. Karyawan adalah pelaksana, staf dan pejabat struktural/fungsional yang telah memenuhi 
syarat-syarat. yang ditentukan oleh petaturan yang berlaku dan diangkat olah Direksi 

serta diserahi tugas dalam suatu pekerjaanljabatan; 

13" Karyawan Dipekeljakan adalab Karyawan yang dipekeljakan di perusahaanfmstansi 
lain atau sebaliknya, diberlkan imbalan jasa dan pembinaan kariemya d~akukan oleh 
PERUSAHAANf!!ISiansi asal, tunduk pada peraturan yang bedalku" di linglrungan 
instansi dimana yang bersangkutan dipekerjekan; 

14. Karyawan Diperbantukan adalab Karyawan yang diperbantukan ke perusahan/instansi 
lain atau sebaliknya, diberikan imbalan jasa dan tundnk pada peraturan 
PERUSAHAANfmstansi dimana yang bersangkutan diperbantukan, sedangkan 
pembinaan karirnya tetap dilakukan oleh instansi asal; 

15. Keluarga adalab Suami/Istri yang terikat seeara sah dan anak-anek yang sah atau 
disabkan menurut hukum dari Karyawan dan terdaftar pada PERUSAHAAN; 
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karyawan pelaksana yang telah menduduki golongan gaji yang sama sekurang· 

kurangnya 8 (delapan) tahun; 

17. Kompetensi adalah kombinasi dari ketrampilan, pengetahuan, sikap dan perilaku(skill, 
kuowledge, attitude, and behavior) yang dimiliki karyawan agar dapat rnelakaanakan 
tugas dan peran pada posisi yang diduduki secara produkrif dan professional; 

IS. Masa Persiapao Pension (MPP) adalah suatu jangka waktu yang diberikan kepada 

Karyawan untuk tidak masuk hakerja dahun rangka mempersiapkan dan rnenghadapi 

masa pensiun; 

19. Meoioggal Duoia ·ad;Uah kematian yang disebahkan bukan karena dalam atau ada 

hubung>mya dengan pelaksanaan tugas; 

20. Mutasi .adalah kegiatan PERUSAHAAN untuk memindahkan karyawan dati suatu 

pekerjaan ke pakerjaan lainnya yang dianggap setinglolt atau sejajar dengan tujuan untuk · 

menempatkan orang yang tepa! pads temps! yang tepat; 

21. Penilaian Klnerja adalah penilaian terbadap prestllsi kerja karyawan; 

22. Pengembangao · Karir adalah upaya PERUSAHAAN memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk mengembangkan kompetensi dan meniti karimya dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan PERUSAHAAN; 

23. Pengembangan SDM adalah suatu proses untuk · meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan dan kuatitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatilian dan 

pengembangan karir; 

24. Penghargaan adalah suatu bentuk ungkapan terima kasih dati PERUSAHAAN yang 

diberikan kepads Karyawan Tetap yang menyumbangkan bakrinya kepada 

PERUSAHAAN; 

25. PengllasUao atau Take Holll£ Pay (THP) adalah penerimaan bulanan yang terdiri dati 

Gaji Dasar ditamhab dengan tu.Yangan-tunjangan; 

26. Penyesuaian ljazah adalah pengakuan terhadap ijazah yang lebib tinggi dati ijazah yang 

dimiliki oleb karyawan dan diakui oleh PERUSAHAAN yang rnenjadi dasar penetapan 

golongan gaji pada saat pengangkatan pertama sebagai karyawan PT T ASPEN (Persero ); 
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tanggung jawahnya lebih besar dan hlrarkhi jabatannya lahih tinggi serta pengbasilannya. 
meningkat; 

zs. Rekruitasi adalah proses mencari, menemukan, dan menerima pe1amar yang 
mempunyai kemampuan untuk dipekerjakan dalam PERUSAHAAN sehlngga diperoleh 
jumlah dan kuaJifikasi Sumber Daya Manusia yang memadai; 

29. Satuan Kenaikan Gaji (SKG) adalah selisih antara nilai gajf dasar bam dengan gaji 
dasar sebelumnya pada golongan gaji dasar yang sama; 

30. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan 
rekruitasi; 

3L Tewas adalah k~adian meningga! dunia yang dialamlkaryawan pada saat melaksanakan 
tugas PERUSAHAAN; 

32. Tunjangan Produktivitas adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan tugas, fungs~ 
dan tanggungjawah karyawan; 

33. Tunjangao Kemabalao Umum adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan 
kemampuan daya beli dalam memenuhl kebutuben pokok karyawan karena laju inflasi; 

34. Tunjangan Perusabaao adalah tunjangan yang diberikan kepada lcaryawan untuk 
memotivasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawahnya; 

35. Tunjangan Kemabalan Daerah adalah tunjangan yang diberikan karyawan sebagai 
bantuan terhadap tingkat kemahalan hidup didaerah tertentu; 

I 36. Tunjangan Prestasi adalah tarnbahan iml>a!an jasa yang dibayarkan kepAda Karyawan 
I iJerdljSIIfkan atas basil penilaian kinelja lcaryawan yang dikaitkan dengan nilai kinerja 

unit kelja yang bersangkutan; 

i 37. Tuntutao Ganti Rugi adalah tuntutan PERUSAHAAN kepada karyawan yang 
melakukan pelanggaran peraturan dan mengakibatkan kerugian PERUSAHAAN untuk 
mengganti kerugian tersebut; 

38. Uang Duka Wafat (UDW) adalah sejumlah uang yang diiJayarkan kepada karyawan 
dan atau keluarganya yang meninggal dunia; 

39. Waktn Kerja adaJah waktu yang dltetapkan olen PERUSAHAAN untuk melaksanakan 
tugas dinas; 
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40. Waktu lS[tranat auatau w.:m.t.U. J'!.U'-.5 ................ ~" •• ~. - --- ~-, 

istirahat diantara v.'3ktu kexja; 

41. Dispensasi adalah ijin yang diberikan kepada Karyawan untuk meninggalkan tugas 

dalam waku kelja; 

42. Karyawan Temp adalah meliputi seluruh karyawan baik pelaksana ataupun pejabat 
yang telah memenuhi syarat-syarat yang dltentukan dalam peraturan yang berlaku; 

43. Caton Karyawao adalah karyawan yang masih dalam masa percobaan dan belum 
diangkat oleh PERUSAHAAN menjadi karyawan tetap. 

l'asal2 
Ruaog Liogkup Perjaojian 

(I) Peljanjian Kelja Bersama ini terbatas dan hanya berlaku untuk hal-hal yang diatur 
dalam pasal-pasal Peljaojian Kelja llersarna, deogan pengertian akan tetap 
mengindahkan hak-hak kedua belah pihak sesuai dengan k1'!entuan per'atuian 
perundang-undangan yang herlaku. 

(2) Peljanjian Kelja Bersama ini bersifat intern PERUSAHAAN dan selurub karyawan 
yang mempunyai hubungan kerja dengan PERUSAHAAN, sahagaimana yang diatur 
dalam Peljanjian Kerja Bersama ini. 

(3) PERUSAHAAN dan SEKATA mengakui bahwa Perjanjian Kerja Bersama inJ 
merupakan pndoman dan peraturan induk mengenai hak dan kewajiban bagi karyawan 
dan PERUSAHAAN. 

(4) Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian Kelja Bersama ini, baik PERUSAHAAN 
maupun SEKATA tidak akan lierus:dla mengganti, merubah atau membalalkan selah 
satu Pasal atau ayat yang manapuo kecuali oleh karena pelaksanaan Undang-undang 
dan Peraturan Pemerintall, juga tidak akan w.jukan suatu pemtintaan atau tuntutan oleb 
salab satu pihak dalam PKB ini yang berhubungan dengan syantt-syarat·kelja karyawan 
yang dieakup oleh PKB ini, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak. 

(5) Pelja!!iian Kelja Bersama ini berlalru bagi PERUSAHAAN, SEKATA, dan karyawan 
PT T ASPEN (l'ERSERO) diseluruh Indonesia. 

Pasal3 
Tujuan Perjanjian Kerja Benama (l'KB) 

Tujuan PKB ini adalah : 

L Memberikan kepastian hukum bagi PERUSAHAAN dan karyawan di dalam hubungan 
industrial yang mcnjaharkan hak dan kewajihan kedua belah pihak seeara proporsional 
dan seimbang; 
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dapat tercipta hubungan yang sating menguntungkan. 

Pasal 4 
Hubungan SEKATA dengan PERUSAHAAN 

(I) SEKATA adalah mitra PERUSAHAAN dalam melaksanalkan hubungan industrial di 
PERUSAHAAN yang bersifut lrekeluargaan dan gotong royong. 

(2) Untuk menunjang tekat tersebu~ maka PERUSAHAAN dan SEKATA akan 
melaksanakan: 
a. Pembentukan dan penyempumaan sarana-sarana bubungan industrial; 
b. Pertemuan-pertemuan se<an~ teratur sedikituya 4 (empat) bulan sekali. 

BABH 
PENGAKUAN, KEWAJIBAN DAN HAK 

Pasal5 
Pengakuan 

(!) PERUSAHAAN mengakui bahwa SEKATA merupalkan organisasi karyawan yang 
mewakili anggotanya yang mempunyai bubengan ketja dengan PERUSAHAAN. 

(2) SEKATA mengakui bahwa PERUSAHAAN mempunyai bak penuh untuk mengelola 
sesuai dengan kebijakan PERUSAHAAN yang telah ada maupun yang akan dituangkan 
dalam Peraturan PERUSAHAAN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-lretentuan dalam PKB ini. 

Pasal6 
Kewajiban PERUSAHAAN dan SEKATA 

(!) PERUSAHAAN dan SEKATA wajib melaksanakan Pe!janjian ini dengan sahaik­
baiknya. 

(2) PERUSAHAAN dan SEKATA wajib untuk memberitahuka.n isi Pe!janjian Kelja 
Bersama ini kepada seluruh kayawan. 

(3) PERUSAHAAN dan SEKATA wajib mengusahakan agar ketentuan dalam Pe!janjian 
ini dipatuhi olah kedua belah pihak 

(4) PERUSAHAAN dan SEKATA wajib sating rnengbormati dan tidak mencarnpuri 
urusan internal masing-masing pibak, sepanjang tidak berkaitan dengan isi Peljanjian 
Kerja Bersama ini. 

(5) SEKATA memberitahukan secara tertuus kepada PERUSAHAAN bila teljadi 
penggantian pengurus. 

(6) SEKA TA wajib membuat Rencana Kelja setiap tahun. 
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Pasal 7 
Hak PERUSAHAAN dan SEKATA 

(I) PERUSAHAAN berhak: 
a. Mernbuat keputusan strategis untuk kepentingan kem,Yuan PERUSAHAAN; 
b. Menyusun anggaran PERUSAHAAN; 
c. Mengangkat, mempromosikan, dan memutaslkan karyawan; 
d. Mengelola kal)'awan yang · sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

PERUSAHAAN sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlalru; 
e. Mernberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar larangan sebagairnana 

diatur dalarn Peljanjian Kelja Bersama rnelalui rnekanisme sebagaimana diatur 
Keputusan Direksi; 

f. Memberikan penghargaan kepada karyaMill yang berprestasi. 

(2) SEKATAberhftk; 
a. Mewaldli, mernbela, dan melindungi anggotanya; 
b .. Mengatur organisasi dan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan · 

Peraturan Perundang-undangan yang berlakn; 
c .. Membentuk lembaga atau melaknkan kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

peningkatan kesejahternan karyawan; 
d .. Menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan PERUSAHAAN untuk 

mewakili karyawan; 
e. Melaknkan kegiatao lainnya di bidang ketenagakeljaan yang tidak bertentangan 

dengan Peraturan Penmdang-undangan yang berlakn; 
f. Mengajukan keberatan atas tindakan PERUSAHAAN yang bertentangan dengan 

Peljanjian ini; 
g. Mengikuti pembabasan Rencana Kelja dan Anggaran Perusabaan (RKAP) dan 

mernberi masukan atas kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan 
serta Sidang Jabatan. 

BABill 
JAMINAN DAN FASILITAS 

Pasal8 
Jaminan dan Fasi1itas 

(I) PERUSAHAAN dapat memberikan kesempatan kepada Pengurus danlatau Anggota 
SEKATA untuk menjalankan kegiatan SEKATA 

(2) Karyawan yang dipilih oleh SEKATA atau ditunjnk oleh pengurus menjadi waldl 
SEKATA tidak akan mendapat perlakuan disk:rirninatif atan tekanan langsung maupun 
tidak Jangsung dari PERUSAHAAN/atasan karena fungainya. 

(3) PERUSAHAAN dapat memberikan informasi kepada SEKATA terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan perkembangan dan permasalaban PERUSAHAAN. 

(4) PERUSAHAAN dapat menyodiakan ruangan dan per!engkapan 
SEKA TA dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya. 

yang diperlukan 
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Pengurus dan atau Anggota SEKATA dalam menjalankan tugas organisasi yang" ada 
kaitannya dengan PERUSAHAAN" 

(6} PERUSAHAAN dapat memberikan bantuan dana untuk keperluan operasional 
SEKATAyang akan dianggarkan seeara rutin setiap tahunnya 

Pasal9 
Keteotuan Penydenggaraan Kegiatan 

(l) Pengurus dan/atau anggota SEKATA dapat melakukan suatu kegiatan di dalamldi 1uar 
jam kelja baik untuk kegiatan intern maupun ekstern dengan memberitahukan secara 
tertulis kepada PERUSAHAAN" 

(2) PERUSAHAAN dapat memberi dispensasilijin meninggalkan tugas kepada Pengurus 
dan/atau anggota SEKATA yang ditunjok untuk melakokan kegiatan SEKATA seijin 
atasannya" 

PasallO 
Prosodur Peugumpulao luran ~Uuggotaan SEKATA 

(I} SEKATA memberikan kuasa kepada PERUSAHAAN untuk melakokan pemotongao 
gaji karyawan anggota SEKATA sebagai iuran keanggotaan SEKATA setiap bulan. 

(2} Besarnya iuran ditetapkan se.uai dengan Keputusan Musyawarah Nasional SEKATA" 

BABIV 
STATUS DAN PENEBIMAAN KARYAWAN 

Status karyawan terdiri dari : 
a. Calon Karyawan; 
b" K.myawan Tetap" 

Pasalll 
Status Karyawan 

Pasall2 
Penerimaan Karyawan 

(!) Penerimasn karyawan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan 
PERUSAHAAN yang tertuang dalam rencana kelja PERUSAHAAN. 

(2) Penerimaan karyawan merupakan hak dari PERUSAHAAN dan dilakukan sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang berlakn serta sesuai dengan prinsip-prins;p Good 
Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, lndependensi, Akuntabilitas 
Kewajaran, Pertanggungjawaban" """~" •"~ ~ ' 
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pekerjallll yang tepat dengan memperhatikan tujuan peningkatan efiktifitaa dan 
produktifitas tenaga kerja. 

(4) Prosedur, syarat dan ketentuan lain tentang penerirnaan karyawan ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

Pasall3 
Pengangkatan 

(I) CaJon Karyawan harus menjalani maaa percobaan sekurang-kurangnya 6 (en am) bulan 
dan paling lama I (satu) tahun untuk menjadi Karyawan Tetap. 

(2) Apabila telah memenuhl persyarntan-persyaratan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN 
dan telah menjalani masa percobaan, CaJon Karyawan dapat diangkat menjadi 
Karyawan Tetap. 

(3) Prosedur, syarat dan ketentuan lain tenteng pengangkatan karyawan ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

Paaal14 
Mutasi 

(I) Mutasi ke!ja dapat dilaksanakan baik dalarn Unit Kerja a tau pun antar Unit Kerja. 

(2) Mutasi tidak mengaldbatkan penurunan golongan danlatau penurunan penerimaan 
imbalanlpenghaailan. 

{3) Apahila seorang karyawan akan dimutasikan, maka Surat Keputusan telah diterbitkan 
sekurang-kurang I (satu) bulan sebelum tanggal de6nitif 

(4) Larnanya penempatan ksryawan pejabat di Kantor Cabang diatur dalam Keputusan 
Direksi. 

Pasal15 
Promosi 

(I) Seorang karyawan berhak mendapetkan promosi apabila ada formaai peda tingkat yang 
lebih tinggi. 

(2) Promosi dilaksanakan secara adil, dengan mempertimbangkan unsur-unsur kompetensi 
dan prestasi kerja. 

(3) Apabila formasi jabatan tersebut dusi oleh kayawan yang kompetensi individunya 
dibawah kompetensi jebatan, PBRUSAHAAN berkewajiban memberikan pendidikan 
dan pelatihan agar karyawan dapat memenuhi kompetensi jabatan. 

(4) Apabila seorang karyawan akan dipromosikan, maka Surat Keputusan telah diterbitkan 
sekurang-kurang I (satu) bulan sebelum tanggal definitif 
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l'asal 16 
Demosi 

(I) I'ERUSAHAAN dapat melalrukan demosi apabila karyawan me!alrukan pelanggaran 
peraturan disiplin karyawan. 

(2) Setiap pelaksanaan demosi lwus dilaJ<ulrul melalui mekanisme sidaug jabatan yang 
dibadiri oleh Pengurus SEKATA. 

BABY 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

(I) Kewajiban Pokok: 

Setiap karyawan wajib : 

Pasall7 
Kewajiban 

. a_ Setia dau. taat sepenuhnya kepada Negara dau Pemerintab Republik Indonesia yang 
berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar 1945; · 

b. Mempedlatikan dau nndaksanalkan segala Peraturan Pernndang-undangan dan 
Peraturan Perusabaan baik yang langsung menyangkut togas kedinasannya maupun 
yang berlalru secara umum; · 

c. Mentaati sumpabljanji karyawan dan surnpabfjanji jabatan sesuai peraturan yang 
ber!alru; 

d. Menyimpan rahasia perusabaan dan ~tau rahesiajabatan dengan sebaik-baikaya; 

e. Memberikan keteladanan, bersikap tegaa, adil, bijaksana dan memberikan motivasi 
terhadap bawahannya; 

f. Meme!ihara dau meningkatkan keutuhan, kakompalkan dan persatuan serta kesatuan 
karyawan PT TASPEN (PERSERO); . 

g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersernangat untuk kepentingan 
PERUSAHAAN; 

h. Menciptakan dan memelihara suasana dan tingkungan kerja dengan baik; 

i. Mengenakan pak:aian ketja sesuai ketentuan yang berlaku~ 

J. Meataati ketentuan waktu kerja; 

k. Mengisi daftar hadir pada waktu datang dan pulang setiap hari kerja serta pada 
kegiatan-kegiatan yang dise!enggantkan oleh PERUSAHAAN; 
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terlambat baik pada waktu datang maupun setelah waktu tstlranat; 

m. Mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh PERUSAHAAN; 

n. Mengikuti ceramah agama yang diselenggarakan oleh PERUSAHAAN; 

o. Mengikuti senam kesegaran jasmani yang diselenggarakan oleh PERUSAHAAN; 
p. Mengikuti kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan resmi PERUSAHAAN; 

q. Melaporkan setiap terjadi mutasi data pribadi atau data keluarga kepada unit kerja 
yang membidangi sumber daya manusia; 

r. Segern melaporkan kepada atasanoya apabila mengetahui ~da hal yang 
membahayakan atau merugikan PERUSAHAAN; · 

s. Melaksanakan" perpindaban ketempat tugas baru sesuai keputusan pejahal yang 
berwewenang; 

l Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penph pengabdian, 
kesadaran dan tanggUngjawab; · 

u. ~ pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-
nuunng; . 

v. Menggunakan dan memelibara sarana dan prasarana milik"PERUSAHAAN dengan 
efesien dan erektif; 

w. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah diteittukan; 

x. Mengganti kerugian kepada PERUSAHAAN sebagai akibat yang timbul dari 
perbuatannya; 

(2) Kewajiban lain: 

a. Karyawatl .yang tidak masuk kerja bukan karena "l\i.. ~ib menyarnpaikan berita 
kepada atasannya pada hari tidak masuk atau selimtl(at.:lambatnya hari kerja 
herikutnya; · · 

b. Karyawan yang tidak ma.suk kerja wajlb m::,1; 
diketahui atasannya yang selanjutnya di 
membidangi sumber daya manusia; 

c. Karyawan yang akan membawa~!~~~~b;:~~~~ 
kantor harus mendapatkan ijin t.: 

d. Karyawan yang melalcsanakan rugas ke luar 
dilengkapi dengan Sural Perintah Tugas 
rendabnya oleh atasan langsung; 

e. Karyawan yang akan meninggalkan kan<or 
wajib meminta ijin tertufis dari atasarutya; 
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[ Karyawan yang dilantik ataJJ melakukan Serah Terima Jabatan wajtb dtdampmgr 
istrilsuami pada saat acara pelantikanlserah terima jabatan; 

g. Karyawan yang akan melangsuagkan perkawinan/pernikahan kedua dan seterusnya. 
atau akan melakukan percernian wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari 
Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang"undangan yang berlaku; 

(3) Karyawan yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana ayat (I) huruf m dan n pada 
Pasal ini wajib menyampaikan alasan secara tertulis kepada unit kerja yang 
membidangi sumber dnya manusia yang terlebih dahulu diketahui oleb ata.san 
langsungnya. 

Setiap karyawan dilarang : 

Pasall8 
Larangan 

a.·. Melakukan puagntan uang atau menerima komisi dalam bentuk epapun yang ada 
hubungannya deagan pelaksanaan tugas kedinasan, untuk kepeittiagan pribad~ goloogan 
atau pihak lain; 

b. Melakukan pernalsuan dokumen, informasi, SU11lt-surat berltarga rnilik PERUSAHAAN 
dan ijazah serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dan dapat mengakibatkan 
kerugian PERUSAHAAN; 

c. Memil~ menjual, membel~ menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang­
batang, dokumen atau surat-surat berharga rnilik PERUSAHAAN secara tidak sah; 

d. Melakukan tindakan yang bersi.tat negatif terbadap sesama karyawan atau orang lain, 
baik didalarn maupun diluar lingkungan kerja; 

e. Beijud~ mabuk-mahukan, mengkonsumsi Narkoba dan at:au melakukan perbuatan 
asusila/peleceban seksual dengan segala cara dan bantuknya; · 

[ Melakukan suatu tindakan kerjasama dengao sesarna karyawan atau pihak laio yang 
mengakibatkan kerugian PERUSAHAAN atau pihak laio; 

g. Melakukan perkuwinan/pernikahan sesama karyawan, kecuali bagi karyawan yang 
telah melanganngkan perkawinan/pemikahan sesama karyawan sebebun tanggal 
I September 1985; 

h. Merokok pada ruang kerja. kecuali pada ruang kbusus yang disediakan untuk merokok. 
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WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHA T 

Pasal19 
Jam Kerja 

(I) Jumlah hari ke!ja PERUSAHAAN adalah 5 (lima) hari daJam I (satu) minggu. 

(2) Jumlah jam kerja PERUSAHAAN adalah 8 (delapan) jam dahun l (satu) hari dan 40 
(empat puluh) jam delam I (satu) minggu, yang pelaksanaannya diatur sebagai 
berilrut: 
Hari 
Senin s.d. Kamis 
Jum'at 

Jam keija 
07.45 • 16.30 
07.30. 16.30 

,!am istimhat 
12.00- 12.45 
12.00- 1330. 

(3) Dispensasi unruk melaksanakan sholat Jum'at untuk karyawan yang beragama Islam 
diberikan mulai jam !1.30 s/d 13.30. 

(4) Waktu penyelenggaraan upacara bendera dan senam kesegaran josmani (SKJ} termasuk 
dahun kegiatan waktu kelja. · 

(5) Waktu ke!ja padalselamahari-hari tertentu akan diatur lebih lanjut o!eh Direksi. 

(6) Dalam hal peke<jaan yang bersifitt kbusus, Direksi berbak mengatur bari dan jam kerja 
yang ditentukan lain, dengan jumiahjam dan bari ketja sebagaimana dimaksud ayat (I) 
dan (2) Pumi ini. 

Pasal20 
Kerja Lembur 

( l) Beketja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan adalah ke!jalembur. 

(2) Untuk lrepentingan PERUSAHAAN, dahun rangka penyelesaian pekerjaan yang 
mendesak, Karyawan dapat ditugaskan untuk kerja lembur. 

(3) Karyawan yang melalrukan kerja lembur berbak atas pembayaran uang lembur yang 
besamya diletapkan dengan Keputuaan Direksi berdosarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlalru. · 

( 4) Tatacara pelaksanaan ketjalembnr diatur sooara tersendiri dengan Kepntusan Direksi. 

Pasal21 
Waktu Istirahat 

Waktu istirebal mingguan PBRUSAHAAN adalah hari Sahtu, Minggu dan bari libur resmi 
yang ditetapkan Pemerintah. 
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Cuti Tabu nan 

(1) Katyawan yang telah bekelja selama 12 (dua belas) bulan tanpa terputus, terhitung 
sejak tanggal pengangkatannya, bemak atas cuti tabunan selama 12 hari kerja. 

(2) Selama menjalankan cuti tahunan, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan secara 
penuh. 

(3) Katyawan yang akan menggunakan hak cuti tabunannya. wajib mengajukan 
perrnohonan pelaksanaan cuti tahunan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender 
sebelum cuti tahunan tersebut dilaksanakan. 

(4) Cuti tabunan yang tidak dilaksanakanldltangguhkan alas kemauan sendiri sampai 
tirnbulnya bak cuti tabunan yang barn, cutilsisa cuti iabunan yang tidaklbelum 
dilaksanakan · ll)eojadi maksitnal berjumlah 6 ( enam) hari kelja. flka tldak 
dilaksanakanldltanggubkan atas kemauan PERUSAHAAN sampai timbulnya hak cuti 
tabunan yang barn, cutilsisa culi tahunan yang tidaklbelum dilaksanakan menjadi 
berjumlah maksirnall2 (dua belas) hari kelja. 

(5) .Pelaksanaan wti. tabunan tidak boleh dij;anti dengan uang, kecunli sebagai pengganti 
waktu cuti tabunan yang be!urn dilaksanakan oleh Karyawan yang diberhentikan 

(6) Tatacara pelaksanaan cuti tabunan dlatur dalam Keputusan Direk:si. 

Pasal23 
Cuti Besar 

{I) Cuti besar diherikan selama 90 (sembilan puluh) hari takwitn setelah karyawan bekerja 
selama 6 ( enam) tabun berturut-turut tanpa terputus. 

(2) Apabila k:sryawan tidak sempat menggunakan bak cuti besarnya ksrena kepentingan 
perusahaan, dapat diberikan kompensasi berupa uang pengganti cuti besar setelah hak 
cuti besar lewat 3 (tiga) tahun. 

(3) Apahila karyawan mendapat hak cuti besar, maka hak cuti tahunan pada tahun jatuh 
tempo cuti b""" gugur dengan sendlrinya. 

( 4) Besamya uang pengganti cuti besar serta pelaksanaan cuti besar dlatur dalam 
Keputusan DireksL 

Pasal24 
Cuti Bersalin dan Gugur Kandungan 

(I) Karyawan yang molahirkan diherikan hak cuti hersatin selama 1 (saru) bulan kalender 
menjelang waktu bersnlin sesuai dengan pertitnbangan dokter dan 2 (dua) bulan 
kalender sesudah berselin. 

(2) Karyawan yang mengalami gugur kandungan berdasarkan surat keterangan dokter 
bemak atas cuti maksirnum selama45 (empat puluh lima) hari takwim. · ~ 

1\ A i"J::-
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(3) Ketentuan tata cara pelaksanaan cuti bersa!m dan gugur Kanuungw1 ui<~.Lul Ud..la.ta 

Keputusan DireksL 

Pasal25 
Cuti/Istirahat Karena Saldt 

(I) Karyawan yang sakit selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berturut-turut wajib 
menyampaikan Surat Keterangan Dokter. 

{2) Karyawan yang sakit 1ebih dari 3 (tiga) bari w~ib menyampaikan Sural Keterangan 
lstirahat dari dokter. 

(3) Cuti/Istirabat sakit diberikan b~ karyawan yang secara terus menerus saki!, dengan 
menyampaikan surnt keterangan dokter, paling lama 1 !-1 (satu setengab) tabun. 

(4) Dalam hal karyaWll!l menjalankan Cuti/Istitabat saki! sebagaimana dimaksud ayat (3) 
pasal ini, dan akan kembali bekerja, maks karyawan yang bersanglrutan liarus 
membawa surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan dapat bekerfa kembali 

{5) · Tata cara pemberian cutilistirahat sakit diatur dalam Keputusan Direksi. 

PasalU 
Cuti Karena Alasan Penting 

(1) Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 12 (dua belas) bari kelja dalarn satu 
taltun. 

(2) Apahila waktu tersebut sesuai ayat (1) pasal ini tidak mencukupi dapat diberikan itin 
yang diperhitungkan dengan cuti tabunanlbesar. 

(3) Cuti karena alasan penting dapat diberikan kepada karyawan yang telah bekeija 
. sekul110g-kurangnya 6 ( enam) bulan ~ak diangkat menjadi cal on karyawan. 

(4) Cuti karena alasan panting dapat diberikan kepada karyawan yang mengalami suatu 
keadaan yang ndak memungk:inkan masuk kerja dengan mernberikan bukD yang sah 
setelah masuk kerja kembali. 

(5) Keadaan yang ndak memungk:inkan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
adalah melangsungkan perkawinan yang pertama, anaklsu.amilisteri atau orang 
tualsaudara kandung/mertua/menantu mengalami saldt keras atau meninggal dunia. 

Pasa! 27 
Cuti di luar Tanggungan PERUSAHAAN 

(I) Cuti diluar tanggungan PERUSAHAAN dapat diberikan kepada : 

a. Karyawan yang telah bekerja sekurnng-kurangya 3 (tiga) tabun 
menerus; 

secara terus 

Lt r "J:.- ~ 
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b. Karyawan yang me!anjutkan pendidikan formal di luar/di dalam negeri yang 
ilmunya berkaitan dengan kepentingan PERUSAHAAN; 

c. Karyawan yang dalam periode tertentu diwajibkan me!aksanakan tugas negara; 

d. Mengikuti suamilistri belajar di luar negeri/tugas negara di luar negeri. 

(2) Selama waktu pelaksanaan culi di Iuar tanggungan PERUSAHAAN, karyawan tidal< 
memperoleb penghasilan dan segala fasilitas lalnnya dari PERUSAHAAN. 

(3) Kewajiban-kewajiban untuk membayar premi asuransi., iuran keanggotaan dan lain-lain, 
yang menjadi Kewajiban PERUSAHAAN, ditanggung sepenuhnya oleb Katyawan 
yang bersangkutan. 

( 4} Cuti diluar tanggungan PERUSAHAAN diberikan paling lama untuk jangka waktu 2 
( dua).tahun dan dapat dipeq>anjang I (satu) tahun dengan alasan yang songat penting. 

{5) -Selama jangka .,waJrtu pelaksanaan cuti diluar tanggungan PERUSAHAAN tersebut 
masa ketja karyawan yang beraangkutan tidal< dihitung untuk kenaikkan Gaji Pokok 
Berkala, kenalkan pangkat dan perbitungan pengbargaan masa bakli 

(6) Tata cara pelaksanaan cuti di luar tanggungan PERUSAHAAN diatur dalam Keputusan 
Direksi. 

BABVII 
PENGGAJIAN 

Posal28 
Sistem Pengbasilan 

(I) Karrawan diberikan penghasilan barupa Gaji Dasar dan tunjangan-tunjangan lainnya. 

(2) Gaji Dasar ditinjau secara berkala setiap tahun disesualkandengan _: 
a. Tmgkat infias~ 
b. Perkernbangan indeks biaya hidup; 
c. Kemampuan anggaran PERUSAHAAN. 

(3) Dalam menentukan kenalkan ~~ Dasar secara berkala sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) SEKATA dapat mernberikan masnkan sebagai bahan pertimbangan 
PERUSAHAAN. 

( 4) Tunjangan-tunjangan sebagalmana dimaksud dalam ayat (I), terdiri dari : 
a. Tunjangan Produktivitas; 
b. Tunjangan Kernahalan Umum; 
c. Tunjangan PllRUSAHAAN 
d. Tnnjangan Kemebalan Daerah. 

(5) Selain pangbasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diherikan Tunjangan Prestasi 
setiap 4 (empat) bulan sekali sesual dengan prestasi kinelja individu. 
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(6) Kenaikan Satuan KeruuKao lJaJI l..~l\.uJ uw"'"" ..... .... ¥ ............ ~ ···-- __ • ~-­
(NKA) 40 (enipat pulub). 

(7) Kenaikan golongan reguler diberikan selambat-lambatnya 8 (delapan) tabun sekali. 

(8) Komposisi antara Gaji Dasar dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlim/;angkan kemampuan 
perusahaatr. 

(9) Penetapan golongan, Satuan Kenaikan Gaji, dan komponen gaji akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Direksi. 

'' Pasal Z9 
" Pengbasilan Calon Karyawan 
i f CaJon Karyawan diberikan penghasilan sebesar 80% (delapan pulub perseratus) dari 
f' penghasilan bulanan karyawan pada jabatan yang didudukinya. 
:\;' 
r . ., Pasal30 

Penghasilan Selama Sakit 

(I) Kaiyawan yang menderita salcit dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus 
berdasarkan surat keterangan dokter, diberikan peoghasilan penuh tidak termasuk 
tuojangan PERUSAHAAN setelah dikurangi iuran wajib. 

(2) Kruyawan yang menjalankan cuti salcit pada 6 (enam) bulan ke dua dalam bal cuti sakit 
tersebut memerlukan perpaojangan cuti yang dinyatakan dengan surat keterangan 
dokter yang menerangkan bahwa penyakitoya masih dapat disembuhkan, diberikan 
pengbasilan 90"/o (sembilan pulub perseratus) tidak termasuk tunjangan 
PERUSAHAAN setelah dikurangi luran wajib. · 

(3) Karyawan yang tidak masuk kelja karena salcit pada 6 (enarn) bulan ke tiga dalarn hal 
cuti salcit tersebut memerlukan perpaojangan euti yang dinyatakan dengan surat 
keteraogan dokter yang menerangkan bahwa penyalcitoya masih dapill disembuhk:an, 
diberikan penghasilan 75% (tujub pulub lima perseratus) tidak termasuk tunjangan 
PERUSAHAAN setelah dikurangi iuran wajib. 

(4) Karyawan yang tidak masuk kelja karena sakit selama 18 (delapao belas) bulan 
berturut-turut yang dinyatakan dangan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh 
perusahaao bahwa yang bersangkutao dinyatakan tidak rnampu hekelja !<arena sakit, 
maka yang hersangkutao diberbentikan dengan honnat sebagai karyawan dengao 
mendapatkan bak pension dan hak·bak lainoya sesuai dengao ketentuao yang berlaku. 

PasaiJI 
Pengltasilan Selama Penahanan 

{I) Karyawao yang ditaban pibak berwajib uotuk keperluan penyidikan danlatau 
peroeriksaan di persidangan pengadilao karena disangka atau didakwa melakukan 
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ditentukan sebagai berikut : 

a. Penahanan smnpai dengan wak:tu 6 (en am) bulan diberikan penghasilan bulanan 
penuh, kecuali tunjangan-tunjangan yang pembayarannya dilakukan berdasarkan 
kehadiran; 

b. Penahanan untuk waktu lebib dari 6 ( enam) bulan penahayaran penghasilan 
dihentik:an. 

(2) Dalam hal putusan pengadilan atau hasil penyidikan karyawan dinyatakan . tidak 
bersalah, mak:a yang bersangkutan harus direbahilitasi dan seluruh · hak-haknya 
dikembalikan sesuai keteniUan yang berlaku terhitung sejak tidak masuk bekerja karena 
ditahan. 

. (3) Apahila karyawan ditahan karena kecelak:aan lalulintas dalam menjalankan tugas dan 
dengan bukti·bukti yang cukup kecelak:aan tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaian karyawan yang bersangkutan, maka penghasilan tetap diberikan secara penuh 
selama I (satu) tahun, kecuali tunjangan-tunjangas yang pembayarannya ·dilakukan 
berdasarlcan kehadiran. · 

Pasal32 
Pajalk Penghasilan 

(1) Pajak penghasilan atas penghasilan karyawan ditanggung oleb PERUSAHAAN. 

(2) Pajak penghasilan lalnnya, selain ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi. 

BABVDI 
KESEJAHTERAAN 

Pasal33 
.Jenis-jenis kesejahteraan 

f 

(I) Jenis-jenis k~ahteraao yang diberikan oleh perusahan kepada' karyawan terdiri dari : 
a. Tunjangan Hari Raya Keagannum; 
b. Uang duk:a; 
c. BanllUUl Biaya Pemakaman; 
d. Tunjangan cuti; 
e. Pakaian kerja; 
[ Penghargaan pensiun; 
g. Bantuan paket pensiun; 
h. Jasa Produksi!Bonus; 
i. Asuransi; 
J. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan; 
k. Bantuan menunaikan ibadah Haji; 
I. Bantuan biaya ~strik, air, dan telpon bagi pejabat tertentu; 
m. Bantuan biaya pindah sekolah bagi anak-anak karyawan yang pindah tugas atau 

rnutasi ke lain daerah~ 
"" BaniUan bencana alam dan kebakaran. 
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. (2) Pelaksanaan pemberian kesejahteraan diatur lebih lanjut dengan Keputusan DireksL 

Pasal34 
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

(I) PERUSAHAAN memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada karyawan. 

(2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu 
sebelum hari raya. 

(3) Karyawan yang telab mempunyai masa ketja lebih dari 3 (tiga) bulan seeora teros 
menerus tetapi lrurang dari 12 (duabelas) bulan berbak atas Tunjangan Hari Raya...,.:.,. 
proporsional .. 

( 4) Karyawan yang kanena suatu hal berheati bekeija I (satu) bulan sebelum hari raya 
berhak atas Tunjangm Hari Raya. 

(5) Karyawan Yf!!lS'I:arena suatu hal berhenti bakelja lebih dari I (satu) bulan sebelum hari 
raya tidak berbak atas Tunjangan Hari Raya. 

(6) Besamya Tunjangan Hari Raya lreags:maan sakurang-l<uranguya I (satu) kali 
pengbasilan sebulan. 

(7) . Ketentuan besamya Tunjangan Hari Raya keagamaan diatur tersendiri dengan 
Keputusan Direksi. 

Pasal35 
Bantuan Uaog Duka 

( l) Karyawan!Calon Karyawan yang meninggal dunia kepad~ keluarga atau ahli warisnya 
diberikan uang duka 

(2) Uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) pasal ini terdiri dari: 

a Uang duka tewas, diberikan epabila Karyawan!Calon Karyawan meninggal dunia 
dalam danfatau menjalankan tugas; 

b. Uang duka wafut diberikan epabila Karyawan!Calon Karyawan meninggal dunia 
tidak dalam keadaan melaksanakan tugas. 

(3) PERUSAHAAN membarikan bantuan uang duka kepada Karyawan dalam hal 
istri!suami dan a."lak meninggal dunia. 

(4) Pembayarnn uang duka dilaksauakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelab kejadian 
meninggal dunia, 

(5) Besannya bantuan uang duka diatur dengan Keputusan Direksi. 
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............ ..., 
Biaya Pemakaman 

(1) Apabila karyawan atau keluarga karyawan meninggal dunia, dapat diberikan bantuan 
biaya pemakaman oleh PERUSAHAAN. 

(2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) meliputi: 
a. pemandian jenazah; 
b. perlengkapan pemakaman; 
c. tempat pemakaman. 

(3) Apabila semua biaya pemakaman sudab ditanggung olen karyawanlkeluarganya, maka 
PERUSAHAAN memberikan penggantian hiaya yang hesarnya diatur dalam 
Keputusan Direksi, 

(4) Apabila jenazah. karyawan, isteri/suami, anak dimakamkan di luar tempat kedudukan 
semasa bertugas, PERUSAHAAN membamu biaya : · 

a. Biaya pemulangan jenazah; 
b, Akomedasi atau biaya peljalanan l!lltuk keluarganya yang mengiringi jenaz.ah, 

paling banyak 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) omng isterilsuami dan 2 (duo) ofallg anal< 
a tau 2 { dua) orang ahli warisoya dan diberikan untuk selama 2 ( dua) han takwiRL 

(5) Besamya biaya peljalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibarikan makaimal 
selama 2 (dua) bari sesuai dengan hiaya perjabman dinas. 

Pasal37 
Tunjangan Cuti 

(I) Karyawan yang berhak cuti tabunan dibarikan tunjangan cuti tahunan sebesar 1 (satu) 
kali penghasi!an sebu!an, yang dihayarkan pada waktu timbulnya hak cuti tabunan .. 

(2) Karyawan berbak cuti besar diberikan tunjangan cuti besar sebesar 1 !h (satu setengah) 
kali penghasilan sebulan, yang dihayarkan pada waktu timbulnya hak cuti besar. 

(3) Apabila karyawan tidak menjalankan cuti besar atas kernauan PERUSAHAAN, maka 
PERUSAHAAN memberikan penggantian hak euti besar dengan ketentuan untuk satu 
bulan bak cuti besar diberikan penggantian sebesar satu kali penghasilan setiap bulan, 

i dan penggasdan bak euti besar dibarikan maksimal 2 ( dua) bulan hak cuti besar 
karyawan yang bersanglcutan setelah hak cuti besar karyawan berjalan lebih dari 3 
(tiga) tahun. 

( 4) Pelaksanaan dan lata cara pemberian cuti tahunan dan cuti besar serta penggantian hak 
cuti besar diatur dalam Keputusan Direkai. 

Pasal38 
Pakaian Senlgam 

(I) PERUSAHAAN memberikan pakaian seragam berupa: 
a. Pakaian kmja harian; 
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c. Pakaian seragam senam kesegaran jasmani 

{2) Pelaksanaan pemberian pakaian seragam diatur dengan Keputusan Direksi. 

Pasal39 
Tunjanga1_1 Prestasi 

(I) PERUSAHAAN memberikan tunjangan prestasi kepada karyawan. 

(2) Tunjangan prestasi sebagaimana ayat (I) pasal ini diberikan setiap bulan Januari, Mei 
dan September. 

(3) Pelaksanaan dan besamya Tunjangan prestasi diatur secara tersendiri dengan Keputusan 
Direksi. · 

Pasal40 
Jasa Produksi 

(I} PERUSAHAAN mernberikan Jasa Produksi kepada karyawan. 

(2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksu<l da;am ayat (!) sesuni dengan yang telab 
ditetapkan daJam.Reneana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) talwn berkenaan. 

(3) . Besaran dan pelaksanaan pemberian Jasa Produksi kepada karyawan ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi. 

Pasal 41 
Penggantian Biaya Perawatan dan Pengobatan 

(I) PERUSAHAAN menyediakan fusilitas danlatau membetikan . penggantian biaya 
perawatan dan pengobatan Wltuk memelibara kesehatan karyawan dan keluarganya. 

(2) Karyawan dan keluSfganya dapat berobat dengan fusilitas yang disediakan 
PERUSAHAAN atas biaya PERUSAHAAN atau rumab sakit yang ada kerjasamanya 
dengan PERUSAHAAN atau rumab sakit terdekat dengan tempat tinggal karyawan 
dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PERUSAHAAN. · 

(3) Besamya penggantian biaya perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan dan 
keluarganya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan akan diewluasi 
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. 

Pasal 42 
Bantuan Bencana 

(!) Karyawan yang terkena musibab akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa diluar 
kemampuan manusia dapat diberikan bantuan o!eh PERUSAHAAN. 
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a. barang·barang rnitik karyawan yang tidak dapat dipakai lagi atau rusak atau musnah 
karena perjalanan dinas atau tugas dinas; 

b. rumah pribadi yang ditempati sendiri yang rusak dan!atau musnah akibat bencana 
alam, kebakaran, atau sebab lain di luar kemampuan manusia; 

c. barang-barang dan atau perabot rumah tangga milik karyawan yang tidak dapat 
dipakal lagi, rusak, musnah akibet bencana alam, kebakaran, atau sebab lain di luar 
kemampuan manusia. 

(3) Penetapan pemberian bantuan dilakukan tim yang anggotanya terdiri dari wakil 
PERUSAHAAN dan SEKATA 

( 4) Ketentuan lebih lanjut pernbarian bantuan bencana diatur dalarn Keputusan DirekSi. 

BABIX 
PERJALANAN DIN AS 

Pasal 43 
Jenis Perjalanan Dinas 

(1) Perjalanan Dinas adalab perjalanan yang dilakukan Karyawan untuk kepariuan 
PERUSAHAAN dari kotaftempet dimana yang b""""'gkutan berkantor ke suatu kota 
atau beberapa kaWternpat lain. 

(2) Perjalanan dinas terdiri dari : 

a. Perjalanan dinas dalam negeri : 

I. Petjalanan Tugas Dinas : 
l) Perjalanan dinas keluar daerab. 
Z) Perjalanan pindab tugas (mutasi); 
3) Perjalanan dinas mengikuti ujian!pendidikan; 
4) Pefjalanan dinas karena detaseting. 
5) Perjalanan pindab karena pensiun; 

2. Perjalanan Bukan Tugas Dinas : 
- Perjalanan untuk berobat. 

b. Petjalanan dinas Inar negeri di!akukan untuk tugas be!ajar, memenuhl undangan 
institusi llUn, studi bending. dan lain-llUn yang dianggap perlu PERUSAHAAN. 

Pasal44 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

(1) Peljabrnan dinas diberikan kepada karyawan!calon Karyawan!pegawal lain dalam 
rangka tugas kndinasan atau yang ada hubungannya dengan kndinasan, berdasarkan 
Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
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(3) Perjalanan Pindah Karena Pension diberikan kepada karyawan beserta keluarganya 
yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena pensiun, apabila karyawan 
bersanglrutan menghendaki untuk menetap di luar kota. 

(4) Perjalanan unruk berobat diberikan karena karyawan atau keluarganya yang 
berdasarkan surat keterangan dokter harus mendapat pengobatan diluar ternpat 
kedudukannya bekerja. 

(5) Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan kepada karyawan yang melalrukan perjalanan 
dinas jabatan keluar wilayab RJ kemudian kembali ke Tanab Air {Pergi-Pulang). 

Pasal45 
Biaya. Perjalanan DinllS 

Biaya perjalanan dinas dahun negeri dan luar negeri diatur dalam Kepumsan Direksi. 

BABX 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KER.TA 

Pasal46 
Sistem Maaajemen Kesdamatan dan Kesehatan Kerja 

(I) PERUSAHAAN memberikan jaminan serta perlindungan kepada !Wyawan berupa 
filsilitas Keselarnatan dan Kesebatan Kerja. 

(2) Unmk mencegab dan mengurangi kemungkinan teljadinya kecelakaan kerja dan 
panyalcit akibat kelja, PERUSAHAAN menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesebatan Kerja (SM!O). 

(3) Terhadap ruangan dan peralatan kantor harus memperbatikan situasi udara dan standar 
kesehatan. 

(4) Di setiap unit kerja harus tersedia filsilitas PPPK untuk partolongan pertarna apabila 
terjadi keeelakaan atau penyakit yang timbul secara tiba-tiha. 

(5) Di setiap ruangan kerja disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan 
sehagai tindakan awal apabila teljadi kebakaran. 

(6) Setiap paralatan kantor harus diusahakan mernenuhi staodar kesehatan seperti 
pemasangau anti radiasi pada komputer, kursi yang ergonomis dan lainuya. 

(7) Secara~berkala ruangan harus disernprot anti seraogga untuk menghindari berjangkitnya 
penyakit demam berdarah dan malaria serta pes. 
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BABX! 
JAMINAN SOSIAL 

Pasal47 

(I) PERUSAHAAN mengikutsertllkan ka!yawan dalam program: 

a Jaminan Sosial Teru!illl Ke;ja (Jamsostek) yang terdiri dari : 

I) laminan Kecelakaan KeJja; 
2} JanUnan Kem.aWm;. 
3) Jaminan Hari Tua 

b. Asuransi yang terdiri dari ; 

l) TahWlgll!l.HariTuadanJaminanHari Tua; 
2) Asuransi Kematian; 
3) AsurlUJSi Kecelakaan. 

(2) Ketentuan pe!aksanaan jaminan sosial sebagaimana <limaksud. diatas, dialur secara 
tersendiri dengan Keputusan Direkst 

BABXII 
I'EMBINAAN DAN I'ENGEMBANGAN KARYAWAN 

l'asal48 
Filosofi dan Dasar Pembinaan 

(l) Pembinaan dan pengembangan ka!yowan merupakan segala upaya yang dilakukan 
PERUSAHAAN untuk rnenciptakan, memelihara dan meogembangkan kemarnpuan 
dan produlctifitas keJja, rneningkatkan morivasi ke~a dan disiplin ka!yawan. 

(2) Pembinaan dan pangembangan ka!yawan berdasarkan peda: 

a Ketentuao dan perundang-uedangan yang bariaku; 
b. Vis~ misi, tala nilai dan sasanm PERUSAHAAN; 
c. Kodrat manusia yang selalu ingin mengembangkan diri. 

Pasal49 
Tujuan 

Fembinaan dan Pengembangan Karyawan bertujuan untuk : 
a MOI\)'iapkan ka!yawao yang kompeten; 
b. Memelibara dan mengembangkan motivasi serta keterumgan kerja; 
c. Memclihara dan mengembangkan kemampuan. serta produktivita5 kerja; 
d. Menciptskan, memelihara dan meogembangkan sikap disiplin kerja serta kesetiaan 

membela kepenriogan PERUSAHAAN; 
e. Memberikan kepastian adanya jenjang lcarir ka!yawan. 
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Pasal50 
Lingknp Pembinaan dan Peng<mbangan 

Pembinaan dan pengerubangan karyawan meliputi : 

a. Etika, Tata tertib dan disiplin; 
b. Pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kepernimpinan; 
c. Pembinaanjasmani dan rohani. 

Pasal 51 
Pengembangan Karir Karyawan 

(I) Kepada karyawan diberikan kesempatan WltUk rnengembangkan diri selnas-luasnya dan 
rnencapai . karir setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan pntensinya yang 
diselaraskan dengan sasaran usaha dan kebutuhan PERUSAHAAN. 

(2) Jalur karir diarahkan kepada jalur struktural dan fungsional 

(3) PERUSAHAAN menyediakan bentuk-bentuk peng<mbangan karir melalui pendidikan, 
pelatihan, magang, rotasi, rnutasi, kaderisas~ yang d~akukan didahun atau ~liar 
PERUSAHAAN. 

(4) Ketentuan tentang peng<mbangan karir karyawan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Direksi. 

Pasal52 
Kenaikan Gtltongan 

(1) Kepada karyawan yang telah rnemenuhi persyaratan yang ditentukan diberikan 
kenaikan golongan. 

(2) Jenis kenaikan golongan karyawan adalah : 

a. Kenaikan golongan reguler bagi karyawan pelakaana; 
b. Kenaikan golongan prestasi; 
c. Kenaikan golongan istiruewa; 
d. Kenaikan golongan pengabdian; 
e. Kenaikan golongan karena penyesuaian ijazah; 
f. Kenaikan golongan anumerta (meninggal dalarn dinas). 

Pasa153 
Penilaian Prestasi Karyawan 

(I) PeMaian prestasi kerja setiep karyawan dilakukan oleh atasan langsung dan atasan deri 
atasan langsung karyawan secara periodik 

(2) Tatacara pnnilaian prestasi karyawan diatur secara tersendiri dengan KeputuSan Direksi. 

lV;?d~ili 
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PENGHARGAAN 

Pasa! 54 
.Pemberian Pengbargaan 

(!) PERUSAHAAN memberikan penghargaan bagi Karyawan yang telah menunjukan 
prestasi atau berjasa kepada PERUSAHAAN atau telah menunjukan prestasi yang luar 
biasa serungga dapat menjadi tauladah bagi karyawan lainnya. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini meliputi: 

a. Masa kerja atau rnasa bakti; 
b. Karyawan Teladan; 
c. Karyawan terhemat; 
d. Meninggal d!lnia dalam melaksan.akan tugas PERUSAHAAN atau tugas 

kernanusiaan; 
e. Karyawan berjasa. 

(3) Macam, · bentuk, dan tata cara pembecian penghargaan diatur dengah Keputusan 
Direksi. 

BABXIV 
HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal55 
Dasar Pengenaan Hukuman Disiplin 

PERUSAHAAN rnemberikan hukuman disiplin, kepada karyawan yang melakukan 
pelanggaran terbadap pernturan disiplin karyawan. 

Pasal56 
Tiogkat dan Jenis Bukuman Disiplin 

(I) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari: 

a. Haktuaan Disiplin Ringan; 
b. Hukuman Disiplin Sadang; 
c. Hukuman Disiplin Berat; 
d. Hukuman Disiplin Sangat Berat. 

(2) Jenis Hukuman Disiplin terdiri deri : 

a. Teguran Lisan; 
b. Tegumn Tertuus; 
c. Penurunan Satuan Kenaikan Gaji (SKG); 
d. Penurunan tingket Golongan Gaj~ 
e. Pembebasan jabatan; 
f Peroberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendici; 
g. Pemberbentian tldak dangan hormat. 
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(3) Tatacara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin diatur dengan Keputusan 
Direksi. 

BABXV 
KELUHKESAH 

Pasal 57 
Lembaga Kerjasama Bipartit 

(l) Lembaga Kerjasama Bipartlt (LKB) merupakan suatu lembaga di PERUSAHAAN 
yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk 
perungkotan pmduktivitas kerja yang anggotanya terdiri dari unsur atau waldl 
PERUSAHAAN dan SEKATA 

(2) LKB bertujuan : 
a terwujudnya ketenallo"ttn kerja, disiplin kerja, dan ketenangan usaha; 
b. · perungkotan kesejahteraan karyawan dan perkembangan serta kelazigsungan hldnp 

PERUSAHAAN; 
c. mengembangkan motivasi dan partisipasi karyawan sebagai mitra kerja 

PERUSAHAAN. 

(3) LKB mempunyai tugas : 
a. menampung, menanggapi dan memecahkan masalah-masalah ketenagakerjaan 

serta rnenghindari secara dini kemungkinan-kernungkinan tirnbulnya 
kesalahpaharnan atau perbedaan pendapat dalam permusyawarahan yang 
menyangkot kepentingan bersama; 

b. menunjang dan mendorong tereiptanya disiplin, ketenangan, ketentraman dan 
kegairahan kerja serta ketenangan usaha; 

c. menegakkan eksistensi dan peranan fungsi-fungsi di PERUSAHAAN yang 
berkaitan dengan kepentingan keienegakerjaan. 

(4) KeanggotaanLKB paling sedikit 6 (emun) orangtcrdiri dari: 
a. 3 (tiga) orang wakil PERUSAHAAN, yang ditunjuk oleb Dircks~ 
b. 3 (tiga) orang wakil karyawan, yang ditunjuk oleh SEKATA 

(5) Masa kerja keanggotaan LKB 2 (dua) taben, pengangkatan dan penggantian 
keanggotaan LKB ditetapkan dengan Keputusan Direksi. 

(6) Hubungan kerja LKB dengan PERUSAHAAN bersifat koordinatif, konsultatif dan 
komunikatif. 

(7) Hasil konsultasi dan komunikasi yang dicapai oleh LKB terbatas untuk internal 
PERUSAHAAN dan merupakan saran, rekomendasi bagi PERUSAHAAN dan 
karyawan, 
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Pasa158 
Keluh Kesah 

(!) Apabila teljadi keluhan-keluhan dari karyawan mengeuai hubungan ketja, syarat-syarat 
ketja dan masalah ketenagaketjaan akan diselesaikan seca:ra musyawaruh dengan 
atasannya langsung dan apabila belurn dapat diselesaikan akan diteruskan kepada 
pengurus DPCIDPP Serikat Karyawan Taspen dirnana karyawan tersebut terdaftar. 

(2) Apahila hal tersebut helum juga dapat diselesaikan maka karyawan yang bersangkutan 
dapat menyarnpaikan perroasalahannya kapada Pengurus DPP Serikat Karyawan 
Taspen untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan Direksi dalam lembaga Bipartit. 

(3) · Apabila perroasalahan belum dapat diselesaikan secara intern (bipartit) maka 
diselesaikan · melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang beriaku. 

(4) Penyarnpaian aspirasi keluh kesah dilakukan melalui SEKATA. 

Pasal59 
Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah 

(I) Setiap keluli kesah dan pengaduan diselesaikan dan dibicarakan oleh atasan langsung. 

(2} Apabila basilnya belurn memuaskan keluhan dan pengaduan dapat diteruskan kepada 
atasannya yang lebih tinggi, dengan sepangatahuan atasan langsung. 

(3} Apabila prosedur tersehut tidak memuaskan dapat meueruskan keluhan dan pengaduan 
melalui SEKAT A, dan akan diselesaikan antara SEKATA dengan PERUSAHAAN. 

(4) Apabila tidak tercapai panyelesaian keluh kesah antara PERUSAHAAN dengan 
SEKA T A, maka penyelesaiannya ditentukan sesuai dengan prosedur Penyelesaian 
Perselisihan Huhungan Industrial menurut UndMg-undang No.2 tahun 2004. 

BABXVI 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 

Pasal60 
Sebab-sebab Terjadinya Pemutusan Hubuogan Kerja 

(I} Pemutusan Hubuf\gan Kelja dapat teljadi kanona: 
a. Telah mencapai usia 56 tahun; 
b. Pemintaan sendiri; 
c. Meninggal dunin; 
d. Cacat total yMg mengaldbatkan Karyawnn tidak dapat heketja; 
e. Pensiun dipercepat; 
f. Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam petjanjian ketja; 
g. Diberhentikan kerena pelanggaran disiplin; 
h. Saldt berkepanjangan lebih dari 1 V. (satu setengah) tahun herturut-turut; 
L Reorganisasi; 
j. RasionalisasL 
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(2) PERUSAHAAN memberikan sural keterangan bekelja kepada Karyawan yang telah 
putus hubungan ke!janya" 

Pasal61 
Kompensasi 

{I) Karyawan yang putus hubungan keljanya dengan PERUSAHAAN karena relah 
mencapai usia bakti 56 (lima pulub enam) tahun, diberhentikan dengan hormat dan 
diberikan kompensasi yang terdiri dari: 
a" Tabungan Hari Tua; 
b. Pensiun; 
c" Tali kasih< 

(2) Karyawan yang "putus hubungan keljanya dengan PERUSAHAAN karena permjntaan 
sendiri, diberilentian dengan hormat, dibetikan kompensasi sebagal berikut : 
a< Nilai Tunai Tabungan Hari Tua; 
b. Pensiun. 

(3) Dalarn hal Karyawan meninggal dunia, bagi ahli warisnya dibarikan kompensasi 
sebagai berikut: 
a. Tabungan Hati Tua; 
b. Pensiun; 
c. Uang Duka Wafut. 

( 4) Karyawan yang mengalami cacat total yang mengakibatkan tidek dapat beke!ja, 
diberhentikan dengan hormat dan diberlakukan katenman sebagai berikut : 
a. Tabungan Hari Tua; 
b. Pensiun. 

(5) Karyawan Tetap yang putus hubungan keljanya dengan Ph'RUSAHAAN karena 
Pensiun Dipercepat, diberhentikan dengan hormat dan cbberlakukan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Alas pennintaan sendiri diberikan : 
I. Tabungan Hari Tua; 
2. Pensiun. 

b. Tidek alas pennintaan sendiri bukan karena keaalahan Karyawan, diherikan 
kompensasi yang terdiri deri : 
I. Talmngan Hari Tua; 
2. Pensiun. 

(6) Karyawan yang pums bubungan ke~anya dengan PERUSAHAAN karena Pelangganan . 
Disiplin dengan keputusan berupa : 

I. Pemberhentian dengan hormat tidalc atas permintaan sendiri, diberika.n kompensasi 
yang terdiri dari : 
a) Ndai Tunai Tabungan Hari Tua; 
b) Nilai Tunai atau pensiun ditunda atau pensiun. 

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH UI, 2008



l. 

2. Pemberhentian tidak dengan honnat, diberikan kompensasi yang terom dan : 
a) Nilai Tunai Tabungan Hari Tua; 
b) Nilai Tunai atau pensiun ditunda atau pensiun. 

(7) Karyawan Tetap yang putus hubungan keljanya dengan PERUSAHAAN karena sakit 
berkepanjangan setelah lebih dari I Y. (satu setengah) tahun, diberhentikan dengan 
honnat dan diberikan kompensasi yang terdiri deri : 
a. Nilai Tunai Tebungan Hari Tua; 
b. Nilai Tunai atau pensiun ditunda a7tau pensiun; 
c. Biaya atau onglros pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat di mana 

Karyawan akan menetaP di luar kota. 

(8) Karyawan yang putus hubungan keljanya dengan PERUSAHAAN karena reorganisasi, 
diberhentikan dengan hormat, diberikan kompensasi sebagai berikut : 
a. Nilai Tunai Tebungan Hari Tua; 
b. N'dai Tunai a tau pensiun ditunda stall penaiun dipercepat; 
c. Biaya stall ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempet di mana 

Karyawan akan menetap di luar kota. 

(9) Karyawan yang putus bubungan keljanya karena rasionalisas~ diberhentikan dengan 
honnat dan diberikan kompensasi sebagai berilrut : 
a. Nilai Tunai Tabungan Hari Tua; 
b. N'dai Tunai atau pensiun ditunda atau pensiun; 
c. Biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempe! di mana 

Karyawan akan menetap di luar kota. 

Pasal62 
Masa Persiapan Pensiuo 

{I) Bagi Karyawan yang akan memasufci usia pensiun, PERUSAHAAN memberikan 
kesempatan untuk mengajukan Masa Persiapan Penaiun (MPP) maksimal 6 (enarn) 
bulan. 

(2) PERUSAHAAN akan memberikan pe!atihan kewirausabaan bagi Karyawan yang akan 
memasuki usia pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) tabun sebelum mencapai usia 
pensiun. 

(3) Karyawan yang sudah pensiun dapat dikaryakan kembali paling lama satu tahun dan 
tidak boleh menduduki jabatan strukrural dan fungsional. · 

BABXVU 
KETENTUANPERALHIAN 

Pasal63 
Ketentuan Peralihan 

(I) Keputusan Direksi dan peraturan PERUSAHAAN lainnya yang telah diterbitkan 
sebelum ditandatangani Peljanjian Kelja Bersama ini dan tidak bertentangan dengan 
Peljanjian Kelja Bersama masib tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya 
Kepurusan Direksi yang barn. 
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(2) Semua Keputusan Direksi dan peraturan PERUSAHAAN lainnya yang mengatur 
ketenagakeljaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan danlatau belum diganti 
dengan peraturan yang baru berdasarkan Pedanjian Kerja Bersama ini. 

(3) Segala peraturan PERUSAHAAN yang berkaitan dengan ketentuan dalam Peljanjian 
r. Ketia Bersama ini akan disesuaikan dalam jangka waktu salambat-lambatnya 12 (dua 

betas) bulan sejak Perjanjian Kelja Bersama ini ditandatangani. 

( 4) Keputusan Direksi yang merupakan peraturan pelaksanaan dan penjabaran lebih !an jut 
dari pada isi Perjanjian Kega Bersama ini, dirundingkan bersama pillak 
PERUSAHAAN dengan Pengurus SEKATA. 

BABXVIII 
PENUTUP 

Pasal64 

(I) Perjanjian Ke!ja Bersama ini berlaku dan mengikat kedua belab pibak untuk jangka 
waktu 2 ( dua) tabun terhitung sejak ditandatangani bersama. 

(2) Apabila salah csaJ;U pihak tidak menyampaikan usul untuk mengadakan perubehan, 
maka ~ berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini dianggap diperpanjang I (satu) tahun. 
kecuali salah satu pihak mernberitahukan secara tertulis unruk membuka peruudingan 
baru, hendaknya diajukan kepada pibak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhir 
Perjanjian Kerja Bersarna. 

(3) Bilamana !Cfl1.yata dalam Perjanjian Ketja Bersama ini terdapar kekeliruan dan atau 
kekurn.ngan, maka salah satu pihak dapat mengusulkan perubaban. 

Dit6tapkan di : J a k a r t a 
Pada tanggal : 13 November 2006 

SERIKATKARYAWANTASPEN, . PT TASPEN (PERSERO), 
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KEPUTUSAN 
DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) 

NOMOR: SK- 031DIRIUP.8/2007 

TENTANG 
HUKUMAN DISIPLIN SAN GAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN 

HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SEND!Rl SEBAGAI 
KARYAWANPERUSAHAAN 

A.N SAUDARA BENNY RAJAGUKGUK, SE NIK. 199019612247 

DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAW AI NEGERI (PERSERO) 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

1. Laporan Nomor: LHPK~04/B/122006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Matrik 
Audit Khusus PadJi PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Bogar; 

2. Berita Acara Pemeriksaan tanggaJ 15 November 2006 beserta dokwnen 
pendu.k:Wlgnya; 

3. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 November 2006 beserta dokumen 
pendukungnya; 

4. Berita Acara Sidang Jabatan tanggal 01 Mei 2007 beserta dokumen pendukungnya. 

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Jabatan tersebut diatas Saudara 
Benny Rajagukguk, SE NIK. 199019612247 telah melakuk:an perbuatan berupa: 
1) Memproses Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) klim yang tidak lengkap atau 

tidak mempunyai dosir sehingga merugikan perusahaan, 
2) Tidak melakukan wawancara & investigasi terhadap Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) klim yang janggal/meragukan sehingga merugikan 
perusahaan, 

3) Mengesahkan pensiun kode kasus 'P' (Punah) rerhadap Smat Permintaan 
Pembayaran (SPP) k.lim yang diajukan oleh pemohon yang tidak berhak/palsu 
sehlngga merugikan perusahaan, 

4) Up date pensiun kode kasus 'P' pada Maspen yang bukan tugas/wewenangnya 
sehingga merugikan perusahaan, 

5) Memaraf sebagai verifikasi dan sekaligus Penetapan K.lim (perangl{apan tugas) 
sehingga merugikan perusahaan, 

6) Menerima pemberian ·uang basil pemalsuan klim dati Sd.r. Hendra (Pemalsu 
dekumen) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), 

7) Akibat dari perbuatan Saudara Benny Rajagukguk, SE sebagaimana tersebut butir 
a 1) sampai dengan a 6), yang bersangkutan telah merugikan nama baik dan 
merugikan perusahaan sebesar Rp. 220.276.275,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua 
Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah); 

b. bahwa perbuatan tersebut. melanggar ketentuan Lampiran 1 Romawi IV Nomer 10 
dan Romawi ill Nomor 3 Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nemer : 
SK-04/DIR/2006 tanggal 28 Februari 2006 Tentang Disiplin Karyawan; 

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman yang 
Sesuai. dengan perbuatan yang dilakukan kepada Saudara Benny Rajagukguk 
NIK. 199019612247 dengan Keputusan Direksi. 

1. Anggaran Dasar PT Dana TabWlgan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) 
Nemer : 53 tanggal 17 Maret 1998 yang telah diperbaiki dengan Nemor : 
In tAnaa!li ?_ Jnli 199)l sehal!aimana dimuat dalam Berita Negera R1 Nemer : 
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Menetapk:an 

2. Keputusan Menteri Badan Usahu Milik Negara . Noll1Dr : 
KEP-86/KEP-MBUMN/2002 . iansgal 16 April 2002 tentang Pemberhemian 
dan Pengangkatan Anggot!Hlflggota Direksi Perusahaan Patseroan (PBRSERO) 
PT Dana Tahungan dan Asuransi Pegawai Negeri jo Surat Menteri Negam Badan 
Usaha Milik Negara Nomor : S-207/MBU/2007 tanggal 16 April 2007 tentrulg 
Pelaksanaan Togas Ansgota-ansgotaDireksi PTTASPEN (PERSBRO); 

3. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor: SK-131DIRJ1998 
tanggal ] 7 Maret 1998 ten tang Penilaian Kinetja Karyawan dan Unit Kcrja 
PT TASPEN (PERSERO); 

4. Keputusan Direksi PT TASPEN (PBRSERO) Nomor: SK-301DIRJJ998 
tanggal 8 Agustus 199& tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang teiah 
diubah dengan Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : 
SK-461DIRJ1999; 

5. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-411DIRJ2003 
tanggal 22 Desember 2003 tentang Pemturan Dana: Pensiun Karyawan Taspen, 
yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
KEP - l941KM.612004 tanggal 24 Mel 2004; 

6. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-041DIRJ2006 
tanggal 28 Februari 2006 tentang Disiplin Karyawan; 

7. Peijanjian Keija Bersama antara PT TASPEN (PERSERO) 
Karyawan Taspen (SEKATA) 
Nomor: JAN-IOID!R12006 
Nomor: 18/SEKATA/2006 

Tanggall3 November 2006; 

Dengan Scrikat 

8. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-071D1RI2006 
tanggal3 Maret 2006 tentang Sidang Jabatan; 

9. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-091DIRJ2007 
tanggal 12 Maret 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung JaWab Jabalan 
PTTASPEN (PERSERO); 

10. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nornor: SK -lliDJR/2007 
trulggal 23 Maret 2007 tentang Penghasi!IUl Karyawan PT TASPEN (PERSERO). 

MEMOTUSKAN : 

KEPU11JSAN DlREKS! PT TASPEN (PERSERO) TENTANG HUKUMAN 
DISIPUN SANGAT BERNI' BERUPA PEMBERHENTJAN DENGAN HORMAT 
TIDAK ATAS PER.WNT AAN SENDIRI SEBAGAl KAR YAW AN PERUSAHAAN 
A.NSAUDARA BENNYRAJAGUKGUK,SE NJK.J990196l2247 

Paslll 1 

(l) Menjatuhkan Hukwnan Disiptin Sangat Berat bernpa pemberhentian dengan honnat 
tidak atas pennintaan sendiri sebagai karyawan perusahaan terhitung sejak 
trulggal 18 Juni 2007 kepada karyawan sebagaimana tercantum dalam tabel A 
Keputusan ini. 
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A DATAKARYAWAN 
1. Nama Bennv Ra"a 
2, NJK. 199019612247 
3. Tangga! Lahir 07 Oktober 1961 
4. TMTBeker'a 01 Februiui 1990 
5. Jabatan Asisten Pengendali 
6. Gol!fk.Gaji vws 
7. Ga'i Dasar Terakhir Ro. 3.163.000,-
8. Unit Kerja KC Palembang 

(2) Karyawan sebagaimana ayat ( I ) mempunyai susunan keluarga 
sebagaimana tercantwn dalam table B pada Keputusan ini. 

B SUSUNAN KELUARGA 
No. Nama Tgl. Lahir Tgl. Nikah Ket 

I. Sarma Tarida Sinaga 19Mei 1964 26 Januari 1993 Isteri 
2. J.P. Andre Muller 09 April 1995 Anak -

Raja 
3. Rudy Voller Maju 02 Januari 1997 Anak -

Raja 

Pasa12 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan mengembalikan uang perusahaan sebesar 
Rp. 220.276.275,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua 
Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). 

Pasal 3 

Keberatan atas Keputusan ini dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari sejak diterimanya Keputusan ini. 

Pasa14 

Apabila temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakah perbaikan 
kembali sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat 
Jl. Kapten Marzuk.i Lorang SMP Xaverius I No. 516 Kec Ilir Timur Palembang 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 13 Junj. 2007 

PT TASPEN (PERSERO) 
· eksi, 

ACHMAD SUBIANTO 
Direktur Utama 

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan honnat kepada : 
I. Direksi; 
2. Satuan Pengawasan Intel!l, di Jakarta; 
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KEPUTUSAN 
D!REKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGA W AI NEGERI (PERSERO) 

NOMOR' SK ·04 /DIRIUP.8/2007 

TENTANG 
HUKUMAN DISWL!N SANG AT BERAT BERUPA PEMBERBENTIAN DENGAN 

BORMA T TIDAK ATAS PERMmT AAN SENDJRI SEBAGAI 
KARYAWAN PERUSAIIAAN 

AN SAUDAKA SARDJU, DRS NIK. 199119552652 

DIREKS! PT DANA T ABUNGAN DAN ASURANSI PEGA W AI NEGERI (PERSERO) 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

1, Laporan Nomor: LHPK-04/B/122006 langgal 7 Desember 2006 tentang Matrik Audit 
Khusus Pad!l PT TASPEN (PERSERO) Kanto; Cabang Bogor; 

2, Berita Acara Pemeriksaan tanggal13 November 2006 beserta. dokumen pendukungnya; 
3. Berita Acara Pemcri.ksaan tanggal17 November 2006 beserta dokumen pendukungnya; 
4. Berita Acara Sidang Jabatan tanggal OJ Mei 2007 beserta dokwnen pendu.l(ungnya. 

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Jabatan tersebut diatas Saudara Sardju, DRS 
N!K. 199119552652 tetah melaknkan pcrbuatan berupa : 
1) Melakukan investigasl pensiunan yang temyata pensiunau tersebut palsulfik:tif 

sehingga merugikan perusahann, 
2) Mengusulkan perubahan pensiun kode kasus 'P' (Punah) kepada Kepala KC dari 

Sural Pennintaan Pembayaran (SPP) klim yang diajukan oleh pemohon yang 
tidak berhaklpalsu sehingga rnerugikan perusahaan, 

3) Memproses Sura.t Pennintaan Pembayaran (SPP) klim yang tidak lengkap dan 
tidak mempunya.i dosir sehingga memglkan perusahaan, 

4) Menyetujuj keabsahan pembayaran Surat Pennintaan Pembayaran (SPP) kllm 
dati pemohon yang tidak berbak/palsu sehingga merugikan perusahaan, 

5) Menyctujui keabsahan & mengusulkan pennohonan SK j.anda/duda kcpada 
penerbit dari permohon yang tidak berhak/pajsu sehingga mentgikan perusahaan, 

6) Akibat dari perbuatan Saudara Sardju, DRS sebagaima.na terse bUt butir a l) 
sampal dengan a 5), yang bersangkutan telah merugikan nama baik dan 
merugik:an pcrusahaan sebesar Rp. 199.632.325,- (Seratus Sembilan Puluh 
Sembilan Juta Enarn Ratus Tiga Puluh Dua Rib"U Tiga Ratus Dua Puluh Lima 
Rupiah); 

b. bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Lampiran l Romawi IV Nomor l 0 
Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor ' SK-04/DIR/2006 tanggal 
28 Fehruari 2006 Tentang Disiplin Karyawan; 

e. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang pcrlu menjatuhkan hukuman yang 
sesuai dengan perbuatan. yang dilakukan kepada Saudara Sardju, DRS 
NIK, 199119552652 dengan Keputusan Direksi. 

1. Anggaran Da.<:ar PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO) 
Nomor : 53 tanggal 17 Maret 1998 yang teiah diperbaiki dcngan Nomor : 
10 tanggal2 Juli 1998 sebagaimana dimuat dalarn Berita Negera Rl Nomor : 
31 tahunl 999, Ta:mbahan Berita Negara Nomorc 2201 tahun 1999; 
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Menetapkan 

2. Kcputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 
KEP-86/KEP-MSUMN/2002 · tanggal 16 April 2002 tentang Pembethentian 
dan Pengangkatan Ariggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) PT Dana TabWlgan dan Asuransi Pegawru Negeri jo Surat Menteri 
Negara Badan Usaba Milik Negara Nomor : S~207flvfBU/2007 tanggal 
16 April 2007 tentang Pclaksanaan Tugas Anggota-anggota Dircksi 
PT TASPEN (PERSERO); 

3. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor: SK-131DIRI!998 
tanggal 17 Maret 1998 tentang: Penilaian Kinelja Karyawan dan Unit Ker;ja 
PT TASPEN (PERSERO); 

4. K£putusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-30/DIRI1998 
tanggal 8. Agustus 1998 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah 
dengan Keputusan Dlleksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor ' SK-46/DIR/1999; 

S. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK·41/DIRI200l 
tanggal 22 Desernber 2003 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan Taspen, 
yang telah disabkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
KEP-194/KM.6/2004 tanggal24 Mei 2004; 

6. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor 
tanggal 28 Februari 2006 tentang Disiplin Karyawan; 

1. Keputusan Dlreksi PT T ASPEN (PERSERO) Nomor 
tanggal1 Maret 2006 tentang Sidang Jabatan; 

SK-tl4/D!R/2006 

SK-07/DIRJ2006 

8. PeQanjian Kerja Bersama antara PT TASPEN 
KaryawarJ Taspen (SEKATA) 

(PERSERO) Dengan Serikat 

Nomor: JAN-101DIR12006 
Nom oro l BISEKA T Al2006 

TanggaliJ November 2006; 

9. Keputusan Diieksi PT TASPEN (PERSERO) >Jomor c SK-09/DIR/2007 
tanggal 12 Maret 2007 tentang Strukrnr Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan 
PT TASPEN (PERSERO); 

10. Keputusan Dlleksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor ' SK-li/DIRJ2007 
tarJggal 23 Maret 2007 tentang Penghasilan Karyawan PT TASPEN (PERSERO). 

MEtv!UTUSKAN : 

KEPUTUSAN DIREKS! PT TASPEN (PERSERO) TENTANG HUKUMA.N 
D!SIPLIN SANGAT BERAT BERUPA PEMSERHENTIAN DENGAN HORMAT 
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRl SEBAGAI KARYA WAN PERUSAHAAN 
AN SAUDARA SARDW, DRS NIK. 199119552652 

Pasal l 

(t) Menjatuhkan Hukuman Oisiplin Sangat Berat berupa pembcrhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai karyawan pcrusahaan terhitung sejak 
tanggal 1·8 Juni 2007 kepada karyawan seOagalmana tercantum dalam tabel A 
K.eputusan ini. 
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(2) Karyawao sebaga.imana ayat ( l ) mempunyai susunan keluarga 
sebagaimllfla tercantum dalam tabJe B pada Keputusa.n ini. 

B SUSUNAN KELUARGA ' No, NAMA Tgl. Lahir TgL Nlkah Ket 
I. Tusi!l!Sih 22 Arrustus 1959 19 Anril19Tl Isteri 
2 APeJll'fJulianto 25 Juli 1977 Anak 
3, Madva Hartatininl>Sih 22 Oktober 1981 ' Anak ' 

Pasal2 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan mengembalikan uang pcrusahaan sebesar 
Rp. 199.632,325,~ (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enrun Ratos Tiga Puluh Dua 
Ribu Tiga Ratus Dua. Puluh Lima Rupiah). · 

Pasal 3 

Keberatan atas Keputusan ini dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat 
belas) hari sejak diterima.nya Keputusan ini. 

Pasal4 

Apabila teroyata terdapat kekeliruan dalwn Keputusan ini, akan dladak:M perba.ikan 
kembali sebagaimana mestinya. 

Asli Keputusan ini disampail.."afl kepada yang bersangkutan dcngan alarnat 
Komp. Pondok Azen Ds. Ciluer Kec Bogor Utara, Bogor 

Tcmbusan Keputusan ini disampalkan dengan hormat kepada : 
l. Direksi; 
2. Satuan Pengawasan lnte.r:n, di JakarTA; 

Ditetapkan di : Jakarta 
P~tda Tanggal 13 J:uni . 2007 

PT TASPEN (PERSERD) 

ACHMAD SUBIANTO 
Direktur Utama 

3. Kepa\a KantorCabang Utama PTTASPEN (PERSERO) Bandung; 
4. Kepala Kantor Cabtmg PT TASPEN (PERSERO) Bogor; 
5. Dann Pensiun Knryawan Taspen, di Jakarta; 
6, PertinggaL 
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KEPUTUSAN 
D!EEKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSl PEGAWAI NEGERJ (PERSERO) 

NOMOR: SK- 07 tDIRIUP .8/2007 

Th'NTANG 
PENGUKUHAN HUKUMAN DJSIPLIN 

AN, SAVDARA YUL!ANTO UJANG F!BISONO, SE. MM NIK.198719691286 

DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGA W Al NEGERl (PERSERO) 

Membaca L Surat keberatan yang diajukan oleh Saudan:~ Yulianto Ujang Fibisono, SE.MM 
NIK. 198719691286 tanggal 25 Juni 2007; 

2, Hasil Sidang Badan Pertimhangan Kepegawa.ian tanggal 16 Juli 2007. 

Menlmbang : a. bahwa setelab mempe:rhatikan keberatan yang diajukan oleh Saudara 
Yulianto Ujang Fibisono, SE. MM NIK. 1987!9691286 tanggal 25 Juni 2007 
dan basil Sidang Badan Pertimbangan Kepegawu.ian tanggal 16 Jull 2007 
dapat disimpulk:an bahwa hal-hal yang dljadikan dasar keberatan tersebut 
tidal< mengandung hal-hal/data baru yang dapat dijadikart dasar untul: 
mengubah hukuman disiplin sebagaimana yang teiah ditetapkan dengan 
Keputusan Direksi PTTASPEN (PERSERO) Nomor: SK-05/DIRIUP.8/2007 
tanggall3 Juni 2007; 

Mengingat 

b. bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Yulianto Ujang 
Fibisono, SE. MM NIK. 198719691286 tersebut dan hukuman yang 
dijatuhkan kepadanya dipandang sudah tepat sesuai. dengan petanggaran 
disiplin yang telah di1akukannya; 

c. bahwa dengan mempertlmbangkan tersebut diatas dipandang perlu 
mengilkuhkan keputusan hukuman disiplin sebagaimana Kepurusan Dlreksi 
PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-05tDIRIUP.8/2007 tanggal 
13 Juni 2007. 

I. Anggaran Dasar PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 
{PERSERO) Nomor: 53 tanggal 17 Maret 1998 yang telah diperbaiki dengan 
Nomor: 10 tanggal2 Juli 1998 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara RI 
Nomor: 31 tahun 1999; Tambahan Berita Negara Nomor: 2207 tahun 1999; 

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 
KEP-861KEP-MBUMN/2002 tanggal 16 April 2002 tentang Pemberhentian 
dfUl Pengangka:tan Anggota - anggota Di:reksi Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri jo Surat 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor ; S-207fl'vffiU/2007 
tanggnl 16 April 2007 ten!.ang Pelaksanaan Tugas Anggota-a:nggola Direksi 
PT TASPEN (PERSERO); 

3. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : 13/DIRI1998 tanggal 
17 Maret 1998 tentang Penilaian Kinerja .karyavv<m dan unit- kerja 
PT '.\ASPEN (PERSERO); 
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4. Keputusan Di<eksi PT TASPEN (PERSERO) Nome" 
SK-30/DIRI!998 tanggal 8 Agustus !998 tentang Pokok - pokok 
Kepegawaian yang telah diubah dcngan Keputusan Dircksi 
PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-46/DIRI1999; 

5. Keputusau Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor: 
SK-41/DIRI2003 tanggal 22 llescmbcr 2003 teotang Peratman DMa 
Pensiun Karyawan Taspen. yang tela.h disahkan dengan Keputusan 
Menteri KeUiltlgan Nomor : KEP-l94/KM.612004 tangga\24 Mei 2004; 

6. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-04/D)RJ2006 
tanggal 28 F~bruari 2006 tentang Disiplin Karyawan; 

7. Kepurusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor: SK-07/DIRI2006 
tangg-al 3 Maret 2006 tentang Sidang Jabatan; 

8. Perjanjian Kelja BerSama an1ara PT TASPEN (PERSERO) Dengan Serikat 
Karyawan Taspen (SEKATA) 
Nomor: JAN-lO!DIR/2006 Tangga!13 November2006; 
Nom or : 18/SEKA T AJ2006 

9. Keputusan Direksi PT TASPEN 
SK-IIID!RI2007 tanggal 23 Maret 2007 
PT TASPEN (PERSERO). 

(PERSERO ) Nomor : 
tentang Penghasilan Karyawan 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTIJSAN DIREKSI PT TASPEN (PERSERO) TENTANG 
PENGUKUHAN HUKUMA.'l DIS!PLIN A.N. SAUDAR.A. 
YULLA.NTO UJANG FIBISONO, SE. MM NIK. 19871969!286. 

Pasal I 

Menguku.bkan keputusan hulruman disiplin scbagaimana tercantum daJam 
Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor 
SK-05/DIR/UP.S/2007 1anggal 13 Juni 2007 yang dirujukan kepada Saudara 
Yulianto Ujang: Fibisono, SE. MM :t-rnc 198719691286 Jabatan Pclaksana 
Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Boger Golffk. Gaji VIS. 

Pasal2 
Apabila dik~mudian hari temyata terdapat kekellruan dalam Keputusan ini akan 
diadaka.n per balkan sebagaimana m%1inya" 
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AsJi keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat ; 
Komplek Balivet RT 03/I J Bogor. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 14 Agustus 2001 

Tcmbusan Kepulusan ini dlsampalkan dengan hormat kepada: 
1. Dil'eksi; 
2, Kepala Satuan Pengawasan Intern, di Jakarta; 
3, Manajer Utama Divjsi SDM, di Jakarta; 

PT TASPEN (PERSERO) 
---~.<:D.ireksi, 

ACHMAD SUBIANTO 
Direktur Utama 

4. Kepala Kantor Cnbang PT TASPEN (PERSERO) Bogor, di Bogor; 
5. Kepala Kantor Cabang Utama PTTASPEN (PERSERO) Bandnng, di Bondung; 
6. Dana Pensiun Karyawan Taspen, di Jakarta; 
7. Pertinggal. 
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ADILAN TINGGI BAN DUNG 
JALAN SURAPATl NOM OR 47 

BAN DUNG 

PKNETAPAN 

.Pasal£.7 (l)Jo. Pasal £1 {,4) KUHA.t' 
( Undang-Undang Nom or S Tahun 1981) 

Nom or : 1 &6/Pen/Pidl2008./PT .Bdg. 

OEM! KEAmLAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ~ 
Membaca sura.t Japoran banding tertanggal 25 Maret 2008 No : Wl LU2.HN.OLI 0.428 dalam perkara nomor: 
341/Pid.B/2007/PN.Bgr .. atas nama terdakwa: 

BENNY RAJAGUKGUK, SE : lahir di Medan, Umurffgl. Lahir, 46 tahun/07 Oktober 1961, Jenis kelamin 
Laki-laki, Kebangswm Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. TASPEN Cabang Bogor, Tempat 
tinggal di JL Kayu Mas Tengah No. 16 RT. 003109, KeL PulQ Gadung, Kodya Jakarta Timur ;•~unn~---~-~------

Telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan: 
1. Penyidik sejak tanggal20 Juni 2007 sampai dengan tanggai 09 Juli 2007 ; 
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2007 ; 
3. Jaksa Permntut Umum sejak tanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2007 ; 
5. Perpanjangan KPN sejak !anggal 04 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2007; 
6. Hakim PN sejak tang15al 29 Oktober 2007 sampal dengan tanggal 27 Nopember 2007 ; 
7. Perpanjangan WKPN seja.!.:: tanggal2& Nopember 2007 sampai dengan tanggal 28 Januari 2008; 
&. Perpanjangan WKPT sejak tanggal 29 Januari 2008 sampai dengan tanggal27 Pebruari 2008 ~ 

9. Petpanjangan WK?T sejak tangga128 Pehruari 2008 sampai dengan tanggal2S Maret 2001 
lO.Penahanan KPT sej~ tanggal24 Maret 2008 sampai dengan tanggal22 April 2008; 

Memperhatikan pendapat Majelis hakim tinggi yang bersangkutan ; 
Menimbang, bahwa Terda.kwa telah didakwa rnelakukan tindak pLdana yang diatur dalam pasal ; 
Menimbang, bahwa penetapan penahanan .Wakil Ketua PengadHan Tinggi tersebut akan habis dan tidak 

berlaku lagi terhitung sejak tan.ggal22 April2008 ; 
Menimbang, bahwa gtma kepentingan pcmeriksaan banding dipandang perlu untuk memperpanjang waktu 
penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Apri\2008; 
Menginga< pasal27 ayat (2) Jo. Pasal2layat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor S Tahun 1981); 

MENETAPKA:-1 

Memperpanjang waktu penahamm atas diri terda.kwa BENNY RAJAGUKGUK, SE. dalam RU1\1.AH 
TAHANAN NEGARA sehwa 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal23 Apri12008 sampai dengan 
tanggalll Juni 2008; -
Memerintahkan agar kepada Terdakwalkeluarganya selekas mungkin diberikan sehel.ai tembusan resmi dari 
penetapan in!; 

Temhu!!!! dioPIDBI!iklii!Ji&lli!O• Ytb. : 
1. Kepala Kejaksaan Negeri di Bogor, 
2. Kepala tembaga pemasyara.katan/Rutan Bogor 
3. Sdr. TerdakwaiKeluarsanya. -
4.Arsip 
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PENGADILAN NEGERI BOGOR 
· Jalan Pengadilan No.lO Bogor 

TELP. 323190-323121. 
'Nomor 
Lampiran 
Perl hal 

: WlW2.HN.Ol.I0.305/200B 
: I (satu) bundel 

Bogor, 19 Maret 2008 

: Mohon ditc<apkan SATUS 
Ta.haruin f:!l D~SARDJU bi!'! 
KROMO DIMEQlQ. 

KEPADAY'1R 
BAPAK KETUA PENGADJLANTINGGI 

JAWA8ARAT 
Dl-

ltANl)UNG 

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak. bahwa Perkara 
pidana No.: 142 !Pid/B/2007/PN,Bgr.atas nama terdakwa: 

Nama lengkap 
Tempat/tgl.lahir 
Umur 
Jenis kelamin 
Kebangsaan 
Agama 
Tempat tinggal 

Pekerjaan 

. : Drs. SARDJU bin KROMO DJMEDJO; --------------·­
: PurworedJo, 08 Maret 1955 . ~--~--~-·--------------

52 tahun ; ----------------u·------~-------­
: lakt-laki ; --------------------------------­

Indonesia;------------------------------­
; Islam ; -------------·u·-------------~-----·---------
. Jalan Pamekar Raya No. 100 Rt 00l/Rw,04, Kelurahan ---­

Mekar Mulya Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ; ---~ 
: Karyawan PT, T ASPEN Cabang Bogor ~ ~~-------

Te!ah ditahan berda.sarkan Surat Perintah I Penetapan Penabanan : -----~-----------
1. Penyidik tertanggal 18 Juni 2007 Nomor: PRINT~831/0.2.121Fd.L06/2007 sejak 

tanggal 18 Juni Z007 sld tanggal 07 Juli 2007 ; ----··-···-·-·----------··--·-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor tertanggal 03 Juli 2007 Nomor : 

PRJNT-910/0.2.1Zil'd.l/07/2007 sejak tanggal OB Juli 2007 sld tanggal 
16 Agustus 2007; ----------~~--~-~--------~---------~u-~~-~------------

3. Perpanjangan Wakit Ketua Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 13 Agustus 2007, 
~omor : 32/Pen.Pid/2007/PN.BGR.., sejak tanggal 1 i Agustus 2007 s/d 
15 September 2007 , -----------------···------------------------

4. Penuntut Umum tertartggal 14 September 2007 No. PRINT-1340 
/0 2.12/Ft.l/0912007 sejak tanggal 14 September 2007 sld tanggal 
3 Oktober 2007; -----------~---~---~------------------------w-~----~---------

5. Perpanjanga.n Wakil kl!tua PengadiJan Negeri Bogar, tertangsal 27 September 2007, 
Nomor 36/Pen.Pid/2007/PN.BGR., sejak tanggal 04 Oktober 2007 sld 
02 NJ)pember 2007 ; ~~-~-~~~-------·-------~---~~---·----~----------

6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor. tertanggal 29 Oktober 2007, Nomor : 
431/Pen.Pid/B/2007/ PN.BGR sejak tanggal 29 Oktober 2007 sld tanggal 
27 Nopember 2007 ; ·-····--------------------------·------------------

7. Perpanjangan Ketua PeogadUan Negeri tertanggaJ 20 Nopember 2007, N"omor : 43 I 
(2)/Pe.Pid/B/2007/PN.BGR. sejak tanggal 13 Oktober 2007 sld tanggal 
26 Januari 2008 ; -------·----------------·-·---·-·-·-·--------

8. Perpanjangan WakiJ Ketua Pengadilan Tlnggl tertanggal IS Januari 2008, 
No. 26/Pen.Pid/2008/PTBdg. scjak tanggal21Januar12008 sfd 25 Februari 2008 ;--

9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 13 Februari 2008, 
No. 26/Pen.Pid/2008/PT.Bdg. sejak tanggal26 Pebruari 2008 s/d 26 Maret 2008 ;----

Bah.wa alas perkara pidana No. 342/PID.B/2001/PN.BGR. atas nama Drs. SARDJU 
bin KROMO DIMEDJO tersebut diatas. telah diputus pada tanggal14 Maret 200&, dengan 
hokurnan penjara selama 1 (satu) !ahun, sementara perpanjangan penahanan oleh Wakil 
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung akan berakhir tanggal26 Maret 2008 ; 
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Bahwa pada l!ari RABU, tanggal 19 MARET 2008, Jaksa Penuntut Umum dan 
Penasehat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2008, 
yang tplah aidaftar~ di Kepanileraan Pengadilan Negeri Bogor tertangga\ 19 Maret 2008 
dengab. No. 1l.5/SK) telah menyatakan BANDING .atas plltusan tersebut; · 

Bahwa Terdakwa tetah didakwa o!eh Jaksa Penuntut Umum dengan d.akwa.an 
melanggitr: 

PRlMAlR ··, ; Pasa.l 2 ayat 0) jo Pasal 18 Undang-Undang Rl No.3 I Tahun 1999 
sebagaimana tela.h diu!Jah dan ditarnbah deng~n UU,Rl. No. 20 tahun 
200ITentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal SS ayat 
(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KlJHP. ; 

SUBSIDAIR: Pasal3 jo Pasall 8 Undang-Undang Rl No.31 Tahuo1999 sebagaimana 
te!ah diubah dan ditambah dengan UU.Rt No. 20 tahun 2001Tentang 
Pemberantasan Tindak Pldana Korupsl jo Pasal 55 ayat (1) ke.-1 KL'HP 
jo Pasal64 ayat (1) KlJHP. ; 

Bahwa dcngau adanya BANDING atas perkara ini, untuk kelanjutan status tahanan 
atas nama terdakwa Drs. SARDJU bin KROMO DJMEDJO menjadi wewenang Pengadilan 
Tinggi Jawa Barat ; 

Demikian untuk diketahui dan maklum maklum adanya ,~ 

Tembusan ke~ada Yth. : 

_?71. Kepala Kejaksaan Negeri Bogor 
· 2. Kepa!a RUT A."'\' Bogor; 

3. Terdakwa; 
4. Keluarga Terdakwa 
5. Arsip.· 
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I'F.NGADILAN TlNGGl UANDUNG 
JALM: SURAPATI NOMOR 47 

BANDUNG 

PENETAPAN 
Nomor: l8S/Pen!Picli200&/PT.Bdg. 

l'i!Sul 23H (2) Jg, l'u:ml 1.1 \.l) JQ, r-&iu .~.., ~'"'J 

KUHAP ( UU. No.8 Tahun 1981) 

DEM'i !CEADILAN BERDASARKAN KETUHANAl'! YANG MAHA ESA 
KAMI KETUAIW AKIL ICETUA PENGADILAN TINGGII!Al'!DUNG . 

Telah membaea surat !aporan banding dari Pengadilan Negcri Bogor tertanggal 19 Maret 2008 Nomor ::>ural 
f>engmnar : Wll.U2.HN.Ol.l ~- dalam pcrkaru Nomor : 340/Pid/B/2007/PN.Bgr. atas nama terdakwa: 

YULfANTO UJANG FIBISONO: lahir di Bogor, Umurffgl. Lahir 38 Tahun/15 Juli 1969, Jenis kelamin Laki­
luki, Kcbangsnan Indonesia, Agama !slum, Pckcrjcw:n Knryawan PT. Tspen Cabang Bogar, Tempat tinggal di V!Ua 
Bogar Indah l3!ok CC !/27 ,; -----··---------------------·------u··----··-------------------···------····--···-----n-··--
Telah ditahan dengan surat perintah/Penetapan Penahanan : 
l. Penahanan Kejaksaan Negcr! Bogar sejak tanggal ia Juul2007 sampai dengan tanggal. 07 Juli 2007; 
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2007 sampai dengan tanggal16 Agu.stus 2007; 
3. Perpanjangan WKPN sejak tanggal 17 Agustus 2007 saiDpai denga.n tanggal15 September 2007; 
4. Jaksa Pcnuntut Umum sejak tanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 03 Oktober 12007; 
5. Hakim P:J sejak tanggal 04 Oktober 2007 sampui dcngan tangg.al 02 Nopcmber 2007; 
6. Perpanjangan KPN sejak tanggal 28 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 26 Januari 2008 ~ 
7. Perpanjangan WKPT ke l sejak tanggal 27 januari 2008 sampai dengan 25 Pebruari 2008 ; 
S. Perpanjangan WKPT ke II scjak tanggal 26 Pebruarl2008 sampai dengan 26 Marel2008; 

Memperhatikan pendapat Ketun Pengndilan Keg:eri dan Jaksa Penuntut Umum ; 
Menimbang, '>sh,:va Terdakwa \el:uh did<1kwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal : PRlMAIR : 
Pcsal2 aya: (I) JO .. Pasul18 VV. RL No. 31 Tahun 1999 sebagaiomana telah diubah dan ditambah dengan UU. 
Rl. No. 20 TallUn 2001 tentang Pembetantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. 
Pasal64 ayat (1} KUHP; SUBSIDAIR; Pasal3 Jo. Pasall8 UU. Rl. No. 31 Tabun 1999 sebagaimana te1ah 
diubalfdan ditambah dengan·Vtt;-R1.,-No. ·20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak ·Piodana Korops.i Jo. 
Pasal55 ayat (!) ke 1 KUHP Jo. Pasa! 64 ayat 91) KUHP; ---~··w.~---u•-n•--u·-·-¥-·-···-·---~·-~·u-----~·-·-­
Menimbang bahwa Jaksa Pcntiptut Ummn telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Maret 2008 

sebagaimana tercantum dalam Akta Pcnnintaan Banding tersebut; 
Menimbang, bahwa sejak tanggal mengajukan permohonan banding tersebut di 11tas maka kewenangan 
penahanan atas diri Terdakwa. terscbut telah bcralih ke Pengadilan Tinggi~ 
Menimbang, bdhwa untuk kcpenlingan pemeriksaan perkm tersebut, dipandang pedu untuk mengeluarkan 
Surat Penahanan ams diri Terdakwa tersebut terhitung sejak tangga.J 19 Maret 2008; 
Memperhatikan pasal ;2;38 nyat·(2) dan puliu127 uyat (l) Jo. Pasal21 ayat (4) KUHAP (Undang¥Undang Nomor 
S Tahun 1981); 

MENETAPKAN 

Memerint~hkau kepada terdakwa YULIAN'fO lJJANG FIBISONO untuk tetap ditahan dalam tahanan 
RUMAH TAHANAN NEGARA selantn 30 (tiga puJuh) hari terhitung s:ejak tanggal f9 Maret 2008 sampai 
dengan tanggal 17 April200S ; · 
Memerintahkan agar kepada TcrdakwaikCiuarganya se!ekas mungkin diberikan sehelai tembusan resmi dari 
penetapan ini; 

·~il~¢ Ditetapkandi BANDUNG · 
, ,.'~·-~~~ pad? tanggai : 19 Maret 2028 

((lf'f:X'Jf!;_"f; AKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BAl'!DUNG 

lj·''··r'·' 'I ~ ! ,t "· ·~~;,v < 
;I,· ····-·/.>. ~ / 
1,t ·' • • •• •: 
'· ~ • " )! 

. \ '< ..• ,.' !/ Ny. NURGAc<LIH,S.H.M.H 
•, ,.;,. Nll'.040017619 . 

Tembuw disampaikan kepada Yth,: ~· · · ,·:' 
1. Kepala Kejaksaan Negeri di Bgor, 
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/.Rulan Bogor, 
3. Sdr. Tel'dakwa!.Keh.targany.a..._ ... 
~.Arsip. · 
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Pertmyaan -perlllnyaan 

Wawanc..ara dilakukau pada harf ~ J'V,..., ~'~ tanggaf ..fl Junl 2008 

Nama : Yuliarto 'Jjang fib!sono,SE,MM 

Jabatan : Mantan Pegowaii'T.Taspen (Persero) 

1. Apakah iiapak mengetahui bagafmana alur/proses yang ala:Jn dfhadapl oleh p1·kerja yang akan di 
PHK oleh P..ru5ahaao I'T.TA~PfN (P•rsero)? (y•/tldok) 

L_!,~ ;;;-;;:;;Jy~ 
- ---- -----, 

2. Oapatl<ah Bapak men)elaskan baplm•na pro,es torsebut,khususuya turhadap Hukuman Dlsplln 
Sangat Berat berupa Pemberheotian d.ang:m Hormat tldak atas petmintaan sendlri sebagal 
Karyawan Pttrusahaan? 

2
' ~ r;J~t;.,l /uii~j~ '{Wb. 1~1- TI'I;'J,i~"'~) 

&g. ~ _r !d w .(!(Wj r ~ /"'-'. 
- • rS•llJIA cA. .(M'~ ~ S'l'i ct'<t-·h • ~trr .~ ... JlJ 

ck~"-- ~<, ~f'GY<UJ(J<~ .J;.~ ;zm4!h. 
-. ~£\ ~~"- rf< ~n'ka,. !d IQ&{Iid_ /t<J~ 

/'ey c{, ~tl ~!Mf" r,.,:.t.!Afi.,.. ~.:;l,i. 
"T.e:·rvyer ~'k ZiF&!ial-wi: dun ,::04 GJio 

-~ i~w- ttfjJ. cbrt' ~&:A ~r-

~C< &· /a1v- 1JiJ,. ~., !CW>;... · 4
7

, 
v~ d..: d;.,u; Cl .j~, tw-rd-fk-.. ({!Ji.W?; • , r <{ ~ rfvt. 8-M ~. v . 7/ 

' -j 
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3.Apakah benar bapak, pernah mendapatkau SIC OIREKSI PT.TASPEN (Persero) Nomor SK~ 

OS/DIR/UP.S/2007 tortanggal ll Junl 2007 tentong Hukuman Olslpll" ~ungJt Berat Berupo 
Pemberhentian Oengan H¢rmat 11dak Atas P\lrmrntaan Sendlri Sebagal l<aryawan Perusatwan? 
Dan kapan/tangcal bet.apa, scrta bulan dan tahun, Oapak mern:rfma Sail nan SK Olr19:ksl ter;ebut? 

4. Apakah sebelum bapak ditahan oleh Plhak Xejaksaaan Negeri Boger dan Menjalanl pemetlksaan 
oleh Plhak kelaksaan, Bapak maslh b'"status llaryawan Aktlf? Serta •palaba~an Bapak saat ~u? 

5. Avakah benar,bapak pemah menjalani Pemeliksaan Internal dart SPI PT.Taspen (Persero} Pusat? 
Serta apakah bapak mengetahul tentang keslmpulan atas pemerlksaan tersebut? Mohon 
diteranskan 

5. &=n~ /fhw- tdap> ~' 7.Jdf1At fa,u ~.:zu..~ 
lf.rNiJ chu- <W& .f.fi ~if l-'htft16k' ~u~ 
1~ ;;..._· 

6. Apakah setelah dtberhentikan sebagai Karyawan Perusahaan sesuai dengan SK~Direksi Nomor: 
04/0IR/UP.S/2007 tersebut. bapak maupun ke!uarga mendapat Uang Pesangon dari perusahaan? 
Dan a!'Jakah ada penghasilan latnnya (uar,g penstun.~ dsb) yang dlterlma oleh bapak/keluarga 
setelah SK Otreksi terseb1.:t ditetapkan? Mcthon diterangkan 
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7. Apakah saudara vernah mengajukan kebern.tan atas SK-Direksi PT.Taspen {Oersero) 
tersebut?Mohon diter::mg1<an 

8. Apakiih B<tpak merasa ada hak-hak yang dirut;Jkan atas dltetapkan SK Oireksl PT.Taspen (Persero) 
tersebut terhadap diri/~eluarga bapak ? dan apakah Sapak berer1cana untuk menggugat 
PT.Taspen a~s SK·Direksi tersebut? Mohon ketemngan Bapak. 

' ' 
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S. Menurut B.apak, apakah SK Oireitsi PT.Taspen (pe:;;ero} tersebut dl tetaphn l"jleh Perusahaan 
kottUUil tH:tUmbm!golfl ln<pak dllnl~otn ulnh pu11yll.llk kaj;.tk•,um d~:thuu h>*l llmlqk 11hhm~ dt'*IJkllh 
karena Bapak telah mel>ilkukan kesalahan pros..l'dur perusahaan? Mohon dlterangkan 

10. Apakah Bapak, mengebthui tentang Surat Edaran Menterf SE~ 13/MEN/SJ~HK/1/2005 tentang 

Pui:u.an Mahkamah Kunstutu'l Atas Hak !Jji M•terll Undang • Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Ten~ang Ketenagakerjalln Terhadap Undang~Undang Dasar Negara R!!publlk Indonesia Tahun 
1945, yang lntlnya Membatalkan Pasal lSS Undang-undang l<etenagtlkerjaan tentang PHK 
Kart1na Kesalahan Berat haru$lah menunguu Keputusan Majells haldm yang telah barkek1.1atan 
hukum tetap? Serta apakat-. perkara pldana bapak telah mempuny(;ll keputusan Hakim yang 
lnkracht ata:u bapak masih metakukan upaya hukum (banding, k.asasl)? Mohon dljf!:!a;;ki:m 

Terima kasih atas waktu d.:.n kesediaan bapak menjawab pertanyaan fni dan membantu penulis 
dslam pemt:uatan tesis. 
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